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Bab I
Norma, Hukum, Hak dan Kewajiban
Menurut Aristoteles, manusia itu adalah Zoon Politikon, yang artinya manusia itu adalah mahluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya di masyarakat. Kehidupan dalam kebersamaan berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya Hubungan yang dimaksud adalah hubungan sosial atau relasi sosial. Dalam kehidupan bersama itu selalu terjadi interaksi sosial, sesuai dengn kedudukan dan perannya masing-masing. Kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya menurut norma-norma yang berlaku untuk mencapai suatu ketertiban.

Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud: perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Macam-macam norma yang telah dikenal luas ada empat, yaitu:

a. 
Norma Agama : Ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, laranganlarangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.

b. 
Norma Kesusilaan : Ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia.

c. 
Norma Kesopanan : Ialah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat (regional) dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja.

d. 
Norma Hukum : Ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaanya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara, sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintahperintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Unsur-unsur dan ciri-ciri hukum, yaitu:

a. 
Unsur-unsur hukum di antaranya ialah:

1) 
Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat;

2) 
Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;

3) 
Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa,

4) 
Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

b. 
Ciri-ciri hukum yaitu:

1) 
Adanya perintah dan/atau larangan

2) 
Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati setiap orang.

Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia di manapun juga. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Secara umum tujuan hukum dirumuskan sebagai berikut:

a. 
Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.

b. 
Untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.

c. 
Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.

Hukum menurut bentuknya dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum Tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Sedangkan Hukum Tak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dalam masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan).

Menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan, misal Hukum Perdata.  

Adapun Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara). Hukum Publik terdiri dari :
1). 
Hukum Tata Negara, yaitu hokum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapannya satu sama lain, dan hubungan antara Negara (Pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian Negara (daerah-daerah swantantra).

2). 
Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan), yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alatalat perlengkapan negara.

3). 
Hukum Pidana ( Pidana = hukuman), yaitu hukum yang mengatur perbuatanperbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.

4). 
Hukum Internasional, yang terdiri dari :

a.
Hukum Perdata Internasional 
Hukum Perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hukum antara warga negarawarga negara sesuatu bangsa dengan warga negara-warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.
b.
Hukum Publik Internasional

Hukum Publik Internasional (Hukum Antara Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.

Penduduk adalah seseorang yang tinggal di suatu tempat tertentu. Tidak semua orang yang tinggal dan menetap di Indonesia adala warga Negara Indonesia, Warga negara Indonesia adalah seseorang yang memiliki ikatan secara hukum dengan negara Indonesia. Menurut Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

(1) 
Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warganegara.

(2) 
Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
(3) 
Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Orang asing dapat memperoleh status kewarganegaraan setelah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia (naturalisasi) harus mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjadi warga negara Indonesia dan memenuhi syarat tertentu, sebagai berikut :

a. 
Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;

b. 
Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal diwilayah negar Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berurut-urut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

c. 
Sehat jasmani dan rohani;

d. 
Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

e. 
Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang di-ancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun lebih;

f. 
Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda;

g. 
Mempunyai pekerjaan dan /atau berpenghasilan tetap;

h. 
Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Pasal 4 dan 5 UU.RI No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa warga negara adalah :

a. 
Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

b. 
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;

c. 
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga Negara asing;

d. 
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

e. 
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

f. 
Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

g. 
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

h. 
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atan belum kawin;

i. 
Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

j. 
Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

k. 
Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

l. 
Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m. 
Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya,kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

n. 
Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

o. 
Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Seorang yang hanya menjadi penduduk memiliki ikatan karena dia tinggal di tempat tersebut. Orang tersebut memiliki hak dan kewajiban terkait dengan tinggalnya di tempat tersebut. Hak dan kewajiban sebagai penduduk berakhir bersamaan dengan pindahnya seseorang ke tempat tinggal lain. Akan tetapi hak dan kewajiban sebagai warga negara selalu ada dan melekat sepanjang tetap sebagai warga negara. Hak dan Kewajiban sebagai warga negara.

a. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus membela tanah air. 
b. Mempertahankan bumi pertiwi dari segala ancaman, 

c. Mengharumkan Indonesia,
d. Belajar dengan tekun,
e. Memelihara kebersihan sekolah, jalan, halte dan terminal.
f. Berhak memilih teman dan pemimpin.

Hak dan kewajiban kita di rumah, yaitu antara lain :

a. 
Menata kembali tempat tidur sehabis bangun tidur, terutama di pagi hari.

b. 
Beribadah melakukan kewajiban kepada Tuhan dengan ibu dan ayah saya serta saudara-saudara saya.

c. 
Membantu ayah dan ibu di rumah dengan tulus ikhlas. Contohnya antara lain : menyapu halaman rumah.

d. 
Belajar, menonton TV atau bermain tetapi harus sesuai norma–norma dalam kehidupan keluarga. Dengan kata lain kalian mempunyai hak untuk bersenang – senang, tetapi juga tidak boleh melupakan kewajiban.

Hak dan kewajiban kalian di sekolah antara lain :

a. 
Belajar dengan tekun

b. 
Mematuhi tata tertib sekolah.

c.  
Ketika bel berbunyi tanda beristirahat, ke luar kelas.

Hak dan Kewajiban di Masyarakat.

a. 
Dengan tetangga dan masyarakat, kalian harus senantiasa tolong menolong.

b. 
Bersama-sama mereka, kalian wajib menjaga kebersihan dan keamanan serta ketertiban lingkungan.

c. 
Selain memiliki kewajiban di masyarakat, kalian juga memiliki hak seperti hak untuk berpendapat dalam musyawarah, dihormati dan bergaul dengan orangorang di lingkungan masyarakat.

Bab II
PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTITUSI PERTAMA

Proklamasi Kemerdekaan merupakan pengumumam kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Pengumuman akan adanya kemerdekaan tersebut sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada rakyat dari negara yang bersangkutan namun juga kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Proklamasi menjadi tonggak awal munculnya negara baru dengan tatanan kenegaraannya yang harus dihormati oleh negara negara lain di dunia. Proklamasi Kemerdekaan bagi suatu bangsa juga dapat merupakan puncak revolusi, tonggak sejarah perjuangan bangsa tersebut yang telah lama dilakukan untuk dapat terbebas dari belenggu penjajah.

Dengan Proklamasi Kemerdekaan bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kecerdasan bangsanya serta dapat mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh bangsanya dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Pada umumnya kemerdekaan bagi suatu bangsa dimaksudkan untuk:
a. 
melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain;

b. 
dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dunia internasional;

c. 
mencapai tujuan nasional bangsa.

Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno – Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kepada dunia luar (bangsa-bangsa yang ada di dunia) maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka.

 Latar belakang adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima di Jepang. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki Jepang. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu yang diketuai oleh Amerika Serikat. Pada saat itulah kesempatan dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan

Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan pendapat diantara para pejuang. Pejuang golongan muda yang antara lain terdiri dari Sukarni, Adam Malik, Kusnaini, Syahrir, Soedarsono, Soepono, Chaerul Saleh menghendaki kemerdekaan secepat mungkin, dan pejuang golongan tua yang antara lain Soekarno dan Hatta tidak ingin terburu-buru karena mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi.

Para pejuang golongan muda kehilangan kesabaran kemudian mereka menculik Soekarno dan Hatta serta membawanya ke Rengasdengklok, kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Tujuan penculikan itu adalah agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang.

Sementara itu di Jakarta, golongan muda yang diwakili Wikana, dan golongan tua yang diwakili Mr. Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta.

Mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau Boulevard (sekarang menjadi Jl. Imam Bonjol No. 1 gedung museum perumusan teks proklamasi) yang diperkirakan aman dari Jepang. Sekitar 15 pemuda berkumpul di sana antara lain B.M. Diah, Bakri, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Chaerul Saleh, untuk menegaskan bahwa pemerintah Jepang tidak campur tangan tentang proklamasi

Di kediaman Laksamana Maeda tersebut para pejuang kemerdekaan melakukan rapat semalam suntuk untuk mempersiapkan teks Proklamasi. Dalam rapat tersebut dihasilkanlah konsep naskah Proklamasi dan telah disepakati konsep Soekarnolah yang diterima, kemudian disalin dan diketik oleh Sayuti Melik, dan pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 berhubung alasan keamanan pembacaan teks Proklamasi dilakukan di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (sekarang menjadi Jalan Proklamasi No. 1). Tepat pada jam 10 pagi waktu Indonesia bagian barat hari Jum’at Legi, Soekarno yang didampingi Moh. Hatta membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka perlulah untuk ditetapkan sebuah Undang-Undang Dasar yang melandasi kehidupan bernegara sebagai tata hokum baru atas sebuah negara baru yaitu Negara Indonesia. Oleh karenanya pada tanggal 18 Agustus 1945 saat itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama bangsa Indonesia serta memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.

Konstitusi sering disebut sebagai Undang-Undang Dasar, meskipun arti konstitusi itu sendiri adalah hokum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar tergolong hukum dasar yang tertulis, sedangkan hokum dasar yang tidak tertulis adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini sering disebut konvensi. Dikatakan konvensi karena mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. 
merupakan kebiasaan yang berulang-ulang dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara;

2. 
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar;

3. 
diterima oleh seluruh rakyat;

4. 
bersifat pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Dasar pada umumnya berisi hal-hal sebagai berikut:

a. 
Organisasi negara, artinya mengatur lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam suatu negara dengan pembagian kekuasaan masing-masing serta prosedur penyelesaian masalah yang timbul diantara lembaga tersebut.

b. 
Hak-hak asasi manusia

c. 
Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar,

d. 
Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, seperti tidak dikehendaki terulangnya kembali munculnya seorang dictator atau kembalinya pemerintahan kerajaan yang kejam misalnya.

e. 
Sering pula memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang beranggotakan 62 orang bangsa Indonesia, dan bersidang sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Juli 1945 mempersiapkan segala sesuatu untuk sebuah negara baru termasuk mempersiapkan sebuah Rancangan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi pertama bangsa Indonesia di dalamnya terdiri dari tiga bagian, yaitu :
a. 
Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi Pertama), dikarenakan di dalamnya terkandung Empat Pokok Pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara, yaitu:
1) 
Pokok Pikiran Pertama, yaitu: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

2) 
Pokok Pikiran Kedua yaitu: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

3) 
Pokok Pikiran Ketiga yaitu: “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan / perwakilan”.

4) 
Pokok Pikiran Keempat yaitu: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Pengungkapan dasar filsafat Negara dari Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat dicermati dari kalimat yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila merupakan dasar nilai serta norma untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi asas kerokhanian yang menjadi sumber nilai, norma serta kaidah moral maupun hukum negara.

b. 
Bagian Batang Tubuh 
Bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memuat pasal-pasal yang menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 Bab dibagi lagi menjadi pasal-pasal yang seluruhnya ada 37 pasal.

c. 
Bagian Penutup

Bagian Penutup Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari Aturan Peralihan yang terdiri dari empat pasal, dan Aturan Tambahan yang terdiri dari dua ayat. Bagian Penutup ini merupakan aturan dasar untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada bagi suatu negara baru dengan pemerintahan baru.

Penerapan nilai-nilai demokrasi diperlukan lembaga penopang demokrasi, dan hal ini telah ada dan diatur didalam bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga penopang demokrasi tersebut antara lain :

1) 
Pemerintahan yang bertanggung jawab.

2) 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih dengan pemilu yang jujur dan adil;

3) 
Sistem dwi-partai atau lebih atau multi partai
4) 
Pers yang bebas

5). 
Sistem peradilan yang bebas dan mandiri

Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama bagian Pembukaan UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 telah dijabarkan kedalam pasal-pasal yang ada dalam Batang Tubuh UUD 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.
Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah Negara yang mendasar (staatsfundamentalnorm) yang tidak dapat dirubah oleh siapapun kecuali oleh pembentuk Negara. Untuk dapat dikatakan sebagai Pokok Kaidah Negara yang mendasar (Staatsfundamentanorm) harus memiiliki unsur-unsur mutlak, antara lain:

1. 
dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk Negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar Negara yang dibentuknya;

2. 
dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok negara, yaitu dasar tujuan Negara baik tujuan umum maupun tujuan khusus, bentuk negara, dan dasar filsafat Negara (asas kerokhanian Negara).

Meneruskan perjuangan para pendiri negara sekaligus sebagai wujud bhakti kita kepada negara tercinta, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan positif guna mencapai tujuan negara. Tindakan-tindakan positif tersebut antara lain:

1. 
Bagi para penyelenggara negara:

a. 
menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggungjawab guna tecapainya kesejahteraan rakyat;

b. 
dalam pengambilan kebijakan politik harus tetap mengutamakan kepen-tingan rakyat, menjaga keutuhan wilayah, dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa;

c. 
menjalankan kehidupan kenegaraan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila;

d. 
menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana.

e. 
cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan.

f. 
menjalankan kebijakan negara dalam kerangka pelaksanaan nilai-nilai demokrasi.

2. 
Bagi warga negara Indonesia:

a. 
bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas;

b. 
tetap menjaga persatuan dan kesa-tuan bangsa dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, negara dan orang tua, seperti misalnya menghindari perbuatan merusak lingkungan, tidak melakukan perkelahian antar pelajar, anti narkoba, anti kekerasan terhadap sesame dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

c. 
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai nilai-nilai Pancasila;

d. 
melestarikan kehidupan yang demokratis dalam keberagaman dengan tetap menjunjung tinggi semangat bhineka tunggal ika.
Aktivitas dan perbuatan yang mengarah kepada tercapainya tujuan nasional dalam tata aturan bernegara yang sesuai dengan hukum dasar negara, dan ini dapat dilakukan dengan beberapa aktivitas, diantaranya:

1. 
sebagai warganegara yang selalu taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. 
berlaku jujur dalam setiap kata dan perbuatannya;

3. 
belajar giat supaya menjadi warga negara yang cerdas berpendidikan yang maju setara dengan bangsa-bangsa dari negara-negara maju;

4. 
membangun negara dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia;

5. 
meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mendirikan tempat-tempat usaha produktif untuk menampung tenaga kerja;

6. 
menunjukkan rasa kebersamaan seluruh suku bangsa yang ada untuk saling membantu dalam melakukan pembangunan di seluruh wilayah ne-gara Republik Indonesia;

7. 
memupuk tenggang rasa toleransi adanya perbedaan dengan tetap berpegang pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

8. 
selalu setia kepada bangsa dan Negara Republik Indonesia;

9. 
selalu bekerja keras tanpa kenal menyerah untuk membangun negara;

10. 
menentang segala penindasan yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia;

11. 
menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku;

12. 
menghargai perbedaan pendapat,

13. 
berlaku adil dalam mengambil keputusan,

14. 
berperan serta dalam pelaksanaan pemilu,

15. 
mendukung segala kebijakan politik pemerintah yang merakyat,

16. 
rela berkorban untuk membela tanah air dari serangan musuh,

17. 
selalu setia mempertahankan keutuhan wilayah negara.

18. 
kritis terhadap kondisi kehidupan kesengsaraan rakyat;

Bab III
HAK ASASI MANUSIA

Manusia adalah mahkluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia, mempunyai budi dan karsa yang merdeka sendiri. Hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, maksudnya hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Hak asasi manusia (HAM) adalah hakhak dasar yang dimiliki manusia sebagai manusia yang berasal dari Tuhan, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. HAM memiliki landasan utama, yaitu:
1. 
Landasan langsung yang pertama, yaitu kodrat manusia;

2. 
Landasan kedua yang lebih dalam, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia.

Untuk mempertegas hakekat dan pengertian HAM di atas dikuatkanlah dengan landasan hukum HAM sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pengakuan hak asasi manusia (HAM) secara konstitusional ditetapkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1776 dengan “Unanimous Declaration of Independence”, dan hal ini dijadikan contoh bagi majelis nasional Perancis ketika menerima deklarasi hak-hak manusia dan warga negara (Declaration des Droits de l’homme et de Citoyen) 26 Agustus 1789. Badan dunia yaitu PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) juga memperkenalkan pengertian hak asasi manusia yang bisa kita dapatkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right/ UDHR). Beberapa konvensi internasional tentang HAM, meliputi:
a. 
Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

b. 
Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita).

c. 
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

d. 
Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).

e. 
Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk–Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

f. 
Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

g. 
Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)

h. 
Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)

i. 
Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini mengatur pengadilan terhadap pelanggaran HAM berat.

Terdapat 5 (lima) pokok mengenai hak – hak asasi manusia yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945, yaitu :

a. 
Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan (Pasal 27 ayat 1);

b. 
Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2);

c. 
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang (Pasal 28);

d. 
Kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk di jamin oleh Negara (Pasal 29 ayat 2);

e. 
Hak atas pengajaran (Pasal 31 ayat 1).

Dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM telah dibentuk lembaga – lembaga resmi oleh pemerintah seperti

a. 
Komnas HAM (UURINomor 39 Tahun 1999 Bab VIII, pasal 75 s/d. 99)

Komisi Nasional (Komnas) HAM pada awalnya dibentuk dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1993. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM bertujuan:

1) 
membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia.

2) 
meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Komnas HAM melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1) 
Fungsi pengkajian dan penelitian. 
3) 
Fungsi pemantauan.

2) 
Fungsi penyuluhan.
4) 
Fungsi mediasi.

b. 
Pengadilan HAM

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (UURI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). 

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompk bangsa, ras, kelompok, etnis, dan agama. Sedangkan yang dimaksud kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

c. 
Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi

Perlindungan Anak Indonesia KPAI dibentuk berdasarkan amanat pasal 76 UU RI Nomor 23 Tahun 2002. komisi National Perlindungan Anak (KNPA) ini lahir berawal dari gerakan nasional perlindungan anak yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997. 

Tugas KNPA melakukan perlindungan anak dari perlakuan, misalnya: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaraan, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain. KNPA juga yang mendorong lahirnya UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

d. 
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 181 Tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komisi Nasional ini bersifat independen dan bertujuan:

a. 
menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan.

b. 
mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan.

c. 
Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan.

e. 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk berdasarkan UURI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Keberadan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk :

1) 
Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar Pengadilan HAM ketika penyelesaian pelanggaran HAM berat lewat pengadilan HAM dan pengadilan HAM Ad Hoc mengalami kebuntuan;

2) 
Sarana mediasi antara pelaku dengan korban pelanggaran HAM berat untuk menyelesaikan di luar pengadilan HAM.

f. 
LSM Pro-demokrasi dan HAM

Yang termasuk LSM ini antara lain YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia).
Kategori–kategori pelanggaran hak – hak asasi manusia yang dianggap kejam, yaitu :

a. 
Pembunuhan besar – besaran (genocide). 
e. 
Pemerintahan totaliter.

b. 
Rasialisme resmi. 
f. 
Perusakan kualitas lingkungan.

c. 
Terorisme resmi berskala besar. 
g. 
Kejahatan – kejahatan perang.

d. 
Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan– kebutuhan dasar manusia.

Dalam UURI Nomor 39 Tahun 1999 yang dikategorikan pelanggaran HAM yang berat adalah :

a. 
pembunuhan masal (genocide);

b. 
pembunuhan sewenang – wenang atau diluar putusan pengadilan;

c. 
penyiksaan;

d. 
penghilangan orang secara paksa;

e. 
perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

Beberapa contoh pelanggaran HAM yang menjadi sorotan nasional bahkan internasional, yaitu:

a. 
Kasus Marsinah

Kasus ini berawal dari unjuk rasa dan pemogokan yang dilakukan buruh PT.CPS pada tanggal 3-4 Mei 1993. Aksi ini berbuntut dengan di PHK-nya 13 buruh.

b. 
Kasus Trisakti dan Semanggi

Kasus Trisakti dan Semanggi, terkait dengan gerakan reformasi. Kasus Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 (empat) mahasiswa Universitas Trisakti yang terkena peluru tajam. Kasus Trisakti sudah ada pengadilan militer. Tragedi Semanggi I terjadi 13 November 1998 yang menewaskan setidaknya 5 (lima) mahasiswa, sedangkan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999, menewaskan 5 (lima) orang.

c. 
Kasus Bom Bali

Peristiwa peledakan bom oleh kelompok teroris di Legian Kuta Bali 12 November 2002, yang memakan korban meninggal dunia 202 orang dan ratusan yang luka-luka.

Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM antara lain:

a. 
masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara paham yang memandang HAM bersifat universal (universalisme) dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan bangsa yang lain terutama dalam pelaksanaannya (partikularisme);

b. 
adanya pandangan HAM bersifat individulistik yang akan mengancam kepentingan umum (dikhotomi antara individualisme dan kolektivisme);

c. 
kurang berfungsinya lembaga – lembaga penegak hukum (polisi, jaksa dan pengadilan); dan

d. 
pemahaman belum merata tentang HAM baik dikalangan sipil maupun militer.

Berbagai kegiatan yang dapat dimasukan dalam upaya perlindungan HAM antara lain:

1. 
Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian HAM;

2. 
Mempelajari peraturan perundang – undangan mengenai HAM maupun peraturan hukum pada umumnya, karena peraturan hukum yang umum pada dasarnya juga telah memuat jaminan perlindungan HAM;

3. 
Mempelajari tentang peran lembaga – lembaga perlindungan HAM, seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), LSM, dan seterusnya;
4. 
Memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM, agar kehidupan bersama menjadi tertib, damai dan sejahtera kepada lingkungan masing– masing;

5. 
Menghormati hak orang lain, baik dalam keluarga, kelas, sekolah, pergaulan, maupun masyrakat;

6. 
Bertindak dengan mematuhi peraturan yang berlaku di keluarga, kelas, sekolah, OSIS, masyarakat, dan kehidupan bernegara;

7. 
Berbagai kegiatan untuk mendorong agar Negara mencegah berbagai tindakan anti pluralisme (kemajemukan etnis, budaya, daerah, dan agama);

8. 
Berbagai kegiatan untuk mendorong aparat penegak hukum bertindak adil;

9. 
Berbagai kegiatan yang mendorong agar negara mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti, sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Upaya penegakan HAM melalui jalur Pengadilan HAM, mengikuti ketentuan-ketentuan antara lain, sebagai berikut:

1. 
Kewenangan memeriksan dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut di atas oleh Pengadilan HAM tidak berlaku bagi pelaku yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.

2. 
Terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkan UURI No.26 Tahun 2000, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc diusulkan oleh DPR berdasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada tempat dan waktu perbuatan tertentu (locus dan tempos delicti ) yang terjadi sebelum diundangkannya UURI No. 26 Tahun 2000.

3. 
Agar pelaksanaan Pengadilan HAM bersifat jujur, maka pemeriksaan perkaranya dilakukan majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang. Lima orang tersebut, terdiri atas 2 orang hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc (diangkat di luar hakim karir).

Beberapa contoh kegiatan yang dapat dimasukan menghargai upaya penegakan HAM, antara lain :

1. 
Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM;

2. 
Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi;

3. 
Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM;

4. 
Memberikan informasi kepada aparat penegak hokum dan lembaga – lembaga HAM bila terjadi pelanggaran HAM;

5. 
Mendorong untuk dapat menerima cara rekonsiliasi melalui KKR kalau lewat jalan Peradilan HAM mengalami jalan buntu, demi menghapus dendam yang berkepanjangan yang dapat menghambat kehidupan yang damai dan harmonis dalam bermasyarakat.

Bab III
KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945, Pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Adapun cara-cara mengemukakan pendapat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. 
Lisan, contohnya pidato, ceramah, berdialog, berdiskusi, rapat umum.

2. 
Tulisan, contohnya poster, spanduk, artikel, surat.

3. 
Cara lain, contohnya foto, fi lm, demonstrasi (unjuk rasa), mogok makan.

Undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pengertian di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang.

Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (Penjelasan Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998).

Beberapa asas yang harus ditaati dalam kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum (Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu:

1. 
asas keseimbangan antara hak dan kewajiban,

2. 
asas musyawarah dan mufakat,

3. 
asas kepastian hukum dan keadilan,

4. 
asas proporsionalitas, dan

5. 
asas manfaat.

Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998) terdiri atas:

1. 
menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain,

2. 
menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum,

3. 
menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,

4. 
menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
5. 
menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Aparatur pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung ja-wab dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu:

1. 
melindungi hak asasi manusia,

2. 
menghargai asas legalitas,

3. 
menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan

4. 
menyelenggarakan pengamanan.

Sedang masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai (Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998).

Saluran tradisional adalah saluran yang sejak dahulu kala sudah merupakan sarana komunikasi antar-manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Contoh saluran komunikasi tradisional antara lain sebagai berikut.

1. 
Pertemuan antar-pribadi,

2. 
Pertemuan atau forum umum yang dihadiri oleh orang cukup banyak, seperti rapat dan musyawarah.
Saluran atau sarana komunikasi moderen adalah saluran komunikasi yang menggunakan media dengan peralatan atau teknologi moderen. Saluran komunikasi moderen ini dapat dilakukan antar pribadi, tetapi dapat juga dilakukan secara bersama (menjangkau banyak orang). Bentuk-bentuk saluran komunikasi moderen itu antara lain:

1. 
Saluran komunikasi antarpribadi, seperti telepon (baik melalui kabel maupun non-kabel, seperti hand phone), faksimile, dan surat elektronik (e-mail) melalui internet.

2. 
Saluran komunikasi massa, meliputi dua macam, yaitu media massa cetak dan media massa elektronik.

Hak-hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F UUD 1945), berupa:
1. 
hak untuk berkomunikasi,

2. 
hak untuk memperoleh informasi,

3. 
hak untuk mencari informasi,

4. 
hak untuk memiliki informasi,

5. 
hak untuk menyimpan informasi,

6. 
hak untuk mengolah informasi,

7. 
hak untuk menyampaikan informasi,

8. 
hak untuk menggunakan segala jenis saluran informasi.

Demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas yang tidak terkendali dapat mengarah pada tindakan pengrusakan, penjarahan, pembakaran, bentrokan massal, korban luka, bahkan ada yang korban meninggal dunia, maka diperlukan suatu pembatasan. Pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab tertulis dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998.
Bab IV 

Idiologi Pancasila
Ideologi berasal dari kata idea (Inggris), yang artinya gagasan, pengertian. Kata kerja Yunani oida = mengetahui, melihat dengan budi. Kata “logi” yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi Ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Ideologi adalah kumpulan gagasan- gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. 
Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsi ideologi itu sendiri. Adapun fungsi ideology adalah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk “memisahkan” kita dari mereka. Ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita. Apabila dibandingkan dengan agama, agama berfungsi juga mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup bahkan dari berbagai ideologi. Sebaliknya ideologi mempersatukan orang dari berbagai agama. Oleh karena itu ideology juga berfungsi untuk mengatasi berbagai pertentangan (konflik) atau ketegangan sosial. 
Fungsi pemersatu itu dilakukan dengan memenyatukan keseragaman ataupun keanekaragaman, misalnya dengan memakai semboyan “kesatuan dalam perbedaan” dan “perbedaan dalam kesatuan”. Ideologi Negara hakikatnya merupakan asas kerokhanian yang antara lain memiliki ciri:

1) 
Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan;

2) 
Mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Dasar Negara adalah landasan kehidupan bernegara. Setiap negara harus mempunyai landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dasar negara bagi suatu negara merupakan sesuatu yang amat penting. Jadi Dasar negara berfungsi sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita negara, tujuan negara, norma bernegara.

Perjuangan bersenjata bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, dalam hal ini Belanda, sampai dengan tahun 1908 boleh dikatakan selalu mengalami kegagalan. Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret. Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah dalam melawan tentara Sekutu

Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944 memberikan janji kemerdekaan untuk menarik simpati bangsa Indonesia. 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura) No. 23. Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang

Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, mengajukan usul mengenai dasar negara secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu:

1. 
Peri Kebangsaan

2. 
Peri Kemanusiaan

3. 
Peri Ketuhanan

4. 
Peri Kerakyatan

5. 
Kesejahteraan Rakyat

Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas lima hal oleh Bung Karno diberi nama Pancasila, yaitu:

1. 
Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)

2. 
Internasionalisme (Perikemanusiaan)

3. 
Mufakat atau Demokrasi

4. 
Kesejahteraan Sosial

5. 
Ketuhanan yang Berkebudayaan

Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, yaitu:
1. 
Ir. Soekarno
5. 
M. Sutardjo Kartohadikusumo

2. 
Ki Bagus Hadikusumo
6. 
Mr. A.A. Maramis

3. 
K.H. Wachid Hasjim
7. 
R. Otto Iskandar Dinata

4. 
Mr. Muh. Yamin
8. 
Drs. Muh. Hatta

Pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”. terdiri atas sembilan orang, yaitu:

1. 
Ir. Soekarno
6. 
Abikusno Tjokrosujoso

2. 
Drs. Muh. Hatta
7. 
H. Agus Salim

3. 
Mr. A.A. Maramis
8. 
Mr. Ahmad Subardjo

4. 
K.H. Wachid Hasyim
9. 
Mr. Muh. Yamin

5. 
Abdul Kahar Muzakkir

Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16 juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan Hukum Dasar. Sejarah berjalan terus, pada tanggal 9 Agustus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengadakan sidang, dengan acara utama (1) mengesahkan rancangan Hukum Dasar dengan preambulnya (Pembukaannya) dan (2) memilih Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum mengesahkan Preambul, Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya. Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul, di belakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus.

Dari keempat alinea pembukaan UUD 1945 tersebut, maka secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Bagian pertama yang terdiri atas alinea pertama, kedua, dan ketiga menggambarkan keadaan Indonesia sebelum merdeka sampai dengan saat kemerdekaan. 
b. Bagian kedua yaitu alinea keempat menggambarkan keadaan Indonesia sesudah kemerdekaannya, yang berisi:
1. 
Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. 
Tujuan Negara.

3. 
Ketentuan adanya Undang-Undang Dasar.

4. 
Ketentuan bentuk negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat.

5. 
Ketentuan adanya dasar negara/ideologi Negara yaitu Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara adalah nilai-nilai Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali, tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia yang telah berakar dari keyakinan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tetap diliputi dan diarahkan pada asas kerokhanian negara seiring dengan perkembangan jaman dan dinamika masyarakat, antara lain:

a.
Di bidang Politik misalnya, Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan politik, dan dalam prakteknya menghindarkan praktek-praktek politik tak bermoral dan tak bermartabat sebagai bangsa yang memiliki cita-cita moral dan budi pekerti yang luhur.

b.
Di bidang Hukum demikian halnya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum ditunjukkan dalam setiap perumusan peraturan perundangundangan nasional yang harus selalu memperhatikan dan menampung aspirasi rakyat.

c.
Di bidang Sosial Budaya, Pancasila merupakan sumber normatif dalam pengembangan aspek sosial budaya yang mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai Ketuhanan dan nilai keberadaban.

d.
Di bidang Ekonomi, Pancasila juga menjadi landasan nilai dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerokhanian yang didalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran (kenyataan), nilai estetis, nilai etis maupun nilai religius. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif, artinya hakikat nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal (berlaku di manapun), sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya adalah:

1) 
Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai;

2) 
Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia baik dalam adapt kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan;

3) 
Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hokum di Indonesia.

Sedangkan nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, karena:

1) 
Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya nilai-nilai tersebut;

2) 
Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

3) 
Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kerokhanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia dikarenakan bersumber pada kepribadian bangsa.

	No
	Liberalisme
	Sosialisme

	1
	Negara sebagai penjaga malam. Rakyat atau warganya mempunyai kebebasan untuk berbuat atau bertindak apa saja asal tidak melanggar tertib hukum. 
	Mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara

	2
	Kepentingan dan hak warganegara lebih diutamakan dari pada kepentingan negara. Negara didirikan untuk menjamin kebebasan dan kepentingan warga negara. 
	Kepentingan negara lebih diutamakan daripada kepentingan warga negara. Kebebasan atau kepentingan warganegara dikalahkan untuk kepentingan negara

	3
	Negara tidak mencampuri urusan agama. Agama menjadi urusan pribadi setiap warganegara. Negara terpisah dengan agama. Warganegara bebas beragama, tetapi juga bebas tidak beragama. 
	Kehidupan agama juga terpisah dengan negara. Warganegara bebas beragama, bebas tidak beragama dan bebas pula untuk propaganda anti-agama


	No
	Negara dengan Ideologi Pancasila

	1 
	Hubungan antara warganegara dengan negara adalah seimbang. Apa arti seimbang? Artinya, tidak mengutamakan negara tetapi juga tidak mengutamakan warganegara. Kepentingan negara dan kepentingan warganegara sama-sama dipentingkan

	2 
	Agama erat hubungannya dengan negara. Negara memperhatikan kehidupan agama. Agama mendapatkan perhatian penting dari negara. Setiap wargane-gara dijamin pula kebebasannya untuk memilih salah satu agama yang ada dan diakui oleh pemerintah. Setiap orang harus beragama, tetapi agama yang dipilih diserahkan kepada masing-masing warganegara. Atheis atau tidak mengakui adanya Tuhan, tidak diperbolehkan


Mempertahankan Pancasila berarti mengusahakan agar dasar negara Republik Indonesia tidak diganti dengan dasar negara lain, antara lain:

a. usaha pertama adalah dengan jalan melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara.
b. Usaha kedua adalah dengan jalan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Di lingkungan sekolah antara lain misalnya, seorang siswa harus dapat menerima pendapat siswa lain yang berbeda dengan dirinya, siswa saling menghormati hakhak siswa lain sebagai anggota masyarakat sekolah, siswa harus selalu menghindarkan diri dari perkelahian dengan siswa lain demi rasa persatuan bangsa.
c. Usaha ketiga melalui bidang pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting untuk mempertahankan Pancasila. Dalam setiap jenjang pendidikan perlu diajarkan Pancasila.

BAB V
KONSTITUSI INDONESIA

Konstitusi (constitution) diartikan dengan undang-undang dasar. Menurut Kusnardi dan Ibrahim (1983), UUD merupakan konstitusi yang tertulis. Selain konstitusi yang tertulis, terdapat pula konstitusi yang tidak tertulis atau disebut konvensi. Konvensi adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan. Meskipun tidak tertulis, konvensi mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam ketatanegaraan. 

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar berisi ketentuan yang mengatur hal-hal yang mendasar dalam bernegara. Menurut Sri Soemantri (1987), suatu konstitusi biasanya memuat atau mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:
1. 
jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara

2. 
susunan ketatanegaraan suatu negara

3. 
pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

Sebagai aturan dasar dalam negara, maka Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya semua jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni UUD 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. 
Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang (tahun 2008), di negara Indonesia pernah menggunakan tiga macam UUD yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUD Sementara 1950. Dilihat dari periodesasi berlakunya ketiga UUD tersebut, dapat diuraikan menjadi lima periode sebagai berikut:

1. 
18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945,

Pada saat Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau UUD. Namun sehari kemudian, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan UUD yang kemudian disebut UUD 1945. Lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi negara menurut UUD 1945 (sebelum amandemen) adalah:

a. 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
d. 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

b. 
Presiden 
e. 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

c. 
Dewan Pertimbanagan Agung (DPA)
f. 
Mahkamah Agung (MA)

2. 
27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi RIS 1949,

Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II atas kota Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan RepubIik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus – 2 November 1949. 

Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari RepubIik Indonesia, BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu gabungan negara-negara boneka yang dibentuk Belanda), dan Belanda serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia. KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu:

(1) 
didirikannya Negara Rebublik Indonesia Serikat;

(2) 
penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat; dan

(3)
didirikan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.

Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat. Rancangan UUD tersebut dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar. 

Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 dan 2 Konstitusi RIS. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa ”Presiden tidak dapat diganggu-gugat”. Artinya, Presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan. Sebab, Presiden adalah kepala negara, tetapi bukan kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS adalah :
a. 
Presiden 
d. 
Dewan Perwakilan Rakyat

b. 
Menteri-Menteri 
e. 
Mahkamah Agung

c. 
Senat
f. 
Dewan Pengawas Keuangan

3. 
17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUD Sementara 1950,

Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negaranegara bagian dalam negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga negara bagian yaitu negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950.

Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkanlah Undang- Undang Federal No.7 tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950, dan terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam pasal 83 ayat (1) UUDS 1950 ditegaskan bahwa ”Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat”. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa ”Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”. Lembaga-lembaga Negara menurut UUDS 1950 adalah :

a. 
Presiden dan Wakil Presiden 
d. 
Mahkamah Agung

b. 
Menteri-Menteri 
e. 
Dewan Pengawas Keuangan

c. 
Dewan Perwakilan Rakyat

Sifat kesementaraan UUDS 1950 ini nampak dalam rumusan pasal 134 yang menyatakan bahwa ”Konstituante (Lembaga Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah selekaslekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini”. Anggota Konstituante dipilih melalui pemilihan umum bulan Desember 1955 dan diresmikan tanggal 10 November 1956 di Bandung.

4. 
5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 berlaku kembali UUD 1945

Pada pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. Pada dasarnya, saran untuk kembali kepada UUD 1945 tersebut dapat diterima oleh para anggota Konstituante tetapi dengan pandangan yang berbeda-beda. Atas dasar hal tersebut, demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden yang isinya adalah:

(1) 
Menetapkan pembubaran Konsituante

(2) 
Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950

(3) 
Pembentukan MPRS dan DPAS

Praktik penyelenggaraan negara pada masa berlakunya UUD 1945 sejak 5 Juli 1959- 19 Oktober 1999 ternyata mengalami berbagai pergeseran bahkan terjadinya beberapa penyimpangan. Oleh karena itu, pelaksanaan UUD 1945 selama kurun waktu tersebut dapat dipilah menjadi dua periode yaitu :

a.
periode Orde Lama (1959-1966), 

Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi semakin memburuk.
Mengingat keadaan semakin membahayakan, Ir. Soekarno selaku Presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru.

b.
periode Orde Baru (1966-1999).

Semboyan Orde Baru pada masa itu adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dilihat dari prinsip demokrasi, prinsip negara hukum, dan keadilan sosial ternyata masih terdapat banyak hal yang jauh dari harapan. Hampir sama dengan pada masa Orde Lama, sangat dominannya kekuasaan Presiden dan lemahnya kontrol DPR terhadap kebijakan-kebijakan Presiden/pemerintah.

Selain itu, kelemahan tersebut terletak pada UUD 1945 itu sendiri, yang sifatnya singkat dan luwes (fleksibel), sehingga memungkinkan munculnya berbagai penyimpangan. Tuntutan untuk merubah atau menyempurnakan UUD 1945 tidak memperoleh tanggapan, bahkan pemerintahan Orde Baru bertekat untuk mempertahankan dan tidak merubah UUD 1945.

5. 
19 Oktober 1999 – sekarang berlaku UUD 1945 (hasil perubahan).

Seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Sampai saat ini, UUD 1945 sudah mengalami empat tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 sesudah amandemen adalah :
a. 
Presiden 
e. 
Badan Pemeriksa Keuangan

b. 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
f. 
Mahkamah Agung
c. 
Dewan Perwakilan Rakyat 
g. 
Mahkamah Konstitusi
d. 
Dewan Perwakilan Daerah
h. 
Komisi Yudisial
Berbagai peyimpangan terhadap konstitusi, yang kita fokuskan pada konstitusi yang kini berlaku, yakni UUD 1945.

1. 
Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa awal kemerdekaan, antara lain:

a. 
Keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X  tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi ”Sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”.

b. 
Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 UUD 1945.

2. 
Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama, antara lain:

a. 
Presiden telah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk Penetapan Presiden, yang hal itu tidak dikenal dalam UUD 1945.

b. 
MPRS, dengan Ketetapan No. I/MPRS/1960 telah menetapkan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita (Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN yang bersifat tetap.

c. 
Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara, yang berarti menempatkannya sejajar dengan pembantu Presiden.

d. 
Hak budget tidak berjalan, karena setelah tahun 1960 pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan;

e. 
Pada tanggal 5 Maret 1960, melalui Penetapan Presiden No.3 tahun 1960, Presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilihan umum 1955. Kemudian melalui Penetapan Presiden No.4 tahun 1960 tanggal 24 Juni 1960 dibentuklah DPR Gotong Royong (DPR-GR);

f. 
MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan Nomor III/MPRS/ 1963.

3. 
Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru

a. 
MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen (Pasal 104 Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Tata Tertib MPR). Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan UUD dan GBHN, serta Pasal 37 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah UUD 1945.

b. 
MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/ 1983 tentang Referendum yang mengatur tata cara perubahan UUD yang tidak sesuai dengan pasal 37 UUD 1945

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD 1945 antara lain :

a. 
UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya dalam membentuk undangundang.

b. 
UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes (fleksibel) sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir).

c. 
Kedudukan penjelasan UUD 1945 sering kali diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945.
Perubahan UUD 1945 memiliki beberapa tujuan, antara lain :

a. 
menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan Negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. 
menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi;

c. 
menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945;

d. 
menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara secara demokratis dan modern.

e. 
melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan ne-gara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum;

f. 
menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan bangsa dan negara.
Dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, terdapat beberapa kesepakatan dasar yang penting. Kesepakatan tersebut adalah :

a. 
tidak mengubah Pembukaan UUD 1945

b. 
tetap mempertahankan NKRI

c. 
mempertegas sistem pemerintahan presidensial

d. 
penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normative akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh)

Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali melalui mekanisme siding MPR yaitu:

a. 
Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999, ditetapkan pada tgl. 19 Oktober 1999

	Pasal yang Diubah
	Isi Perubahan

	• Pasal 5 ayat 1
	• Hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR

	• Pasal 7
	• Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden

	• Pasal 9 ayat 1 dan 2
	• Sumpah Presiden dan Wakil Presiden“

	• Pasal 13 ayat 2 dan 3
	• Pengangkatan dan Penempatan Duta

	• pasal 14 ayat 1
	• Pemberian Grasi dan Rehabilitasi

	• pasal 14 ayat 2
	• Pemberian amnesty dan abolisi

	• pasal 15
	• Pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan lain

	• Pasal 17 ayat 2 dan 3
	• Pengangkatan Menteri

	• Pasal 20 ayat 1 – 4
	• DPR

	• Pasal 21
	• Hak DPR untuk mengajukan RUU


b. 
Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000, ditetapkan pada tgl. 18 Agustus 2000

	Bab yang Diubah
	Isi Perubahan

	• Bab VI
	• Pemerintahan Daerah

	• Bab VII
	• Dewan Perwakilan Daerah

	• Bab IXA
	• Wilayah Negara

	• Bab X
	• Warga Negara dan Penduduk

	• Bab XA
	• Hak Asasi Manusia

	• Bab XII
	• Pertahanan dan Keamanan

	• Bab XV
	• Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan


c. 
Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001, ditetapkan pada tgl. 9 November 2001

	Bab yang Diubah
	Isi Perubahan

	• Bab I
	•Bentuk dan Kedaulatan

	• Bab II
	• MPR

	• Bab III
	• Kekuasaan Pemerintahan Negara

	• Bab V
	• Kementerian Negara

	• Bab VIIA
	• DPR

	• Bab VIIB
	• Pemilihan Umum

	• Bab VIIIA
	• BPK


d. 
Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002, ditetapkan 10 Agustus 2002,

Meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Dalam naskah perubahan keempat ini ditetapkan bahwa:

a. 
UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

b. 
Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

c. 
Bab IV tentang “Dewan Pertimbangan Agung” dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya kedalam Bab III tentang “Kekuasaan Pemerintahan Negara”.

Dilihat dari jumlah bab, pasal, dan ayat, hasil perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut.

	No.
	Sebelum Perubahan
	Hasil Perubahan

	1. 
	Jumlah bab 16 
	Jumlah bab 21

	2. 
	Jumlah pasal 37 
	Jumlah pasal 73

	3. 
	Terdiri dari 49 ayat 
	Terdiri dari 170 ayat.

	4. 
	4 pasal aturan peralihan 
	3 pasal aturan peralihan

	5. 
	2 ayat Aturan Tambahan 
	2 Pasal Aturan Tambahan

	6. 
	Dilengkapi dengan penjelasan. 
	Tanpa penjelasan


Hasil-hasil perubahan tersebut menunjukkan adanya penyempurnaan kelembagaan negara, jaminan dan perlindungan HAM, dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis. Perubahan itu secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:
a. 
MPR yang semula sebagai lembaga tertinggi negara dan berada di atas lembaga negara lain, berubah menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga Negara lainnya, seperti DPR, Presiden, BPK, MA, MK, DPD, dan Komisi Yudisial.

b. 
pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang semula dipegang oleh Presiden beralih ke tangan DPR.

c. 
Presiden dan wakil Presiden yang semula dipilih oleh MPR berubah menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung dalam satu pasangan.

d. 
Periode masa jabatan Presiden dan wakil Presiden yang semula tidak dibatasi, berubah menjadi maksimal dua kali masa jabatan.

e. 
Adanya lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi.

f. 
Presiden dalam hal mengangkat dan menerima duta dari Negara lain harus memperhatikan pertimbangan DPR.

g. 
Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam hal memberi amnesti dan rehabilitasi.

Sebagai warga negara, hendaknya mampu menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan (amandeman). Sikap positif tersebut antara lain:
a. 
menghargai upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa dan para politisi yang dengan gigih memperjuangkan reformasi tatanan kehidupan bernegara yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan,

b. 
menghargai upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara khususnya MPR yang telah melakukan perubahan terhadap UUD 1945,

c. 
menyadari manfaat hasil perubahan UUD 1945,

d. 
mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945 hasil perubahan,

e. 
mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD 1945,

f. 
berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan hasil perubahan UUD 1945,

g. 
menghormati dan melaksanakan aturan-aturan lain di bawah UUD 1945 temasuk tata tertib sekolah

Bab VI
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Dengan adanya kaidah atau norma membuat setiap anggota masyarakat menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Perbuatan-perbuatan apa yang dibolehkan dan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya di masyarakat. J.P. Glastra van Loan menyatakan, dalam menjalankan peranannya, hukum mempunyai fungsi :

1. 
Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;

2. 
Menyelesaikan pertikaian;

3. 
Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan, jika perlu dengan kekerasan;

4. 
Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;

5. 
Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hokum dengan cara merealisasikan fungsi hukum sebagaimana disebutkan di atas.

Perundang-undangan hanya merupakan sebagian dari hukum-hukum ada yang bersifat tertulis dan tidak tertulis.hukum tidak tertulis yang dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan negara dinamakan konvensi sedangkan hukum tidak tertulis dinamakan hukum adat. Peraturan yang tertulis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. 
Keputusan yang dikeluarkan oleh yang berwewenang,

b. 
Isinya mengikat secara umum, tidak hanya mengikat orang tertentu, dan

c. 
Bersifat abstrak (mengatur yang belum terjadi).

Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk di negara Republik Indonesia harus berlandaskan kepada:

a. 
Landasan Filosofis

Setiap penyusunan peraturan perundangundangan harus memperhatikan cita-cita moral dan cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

b. 
Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.

c. 
Landasan Yuridis

Menurut Lembaga Administrasi Negara landasan yuridis dalam pembuatan peraturan perundangundangan memuat keharusan:

1). 
adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang- undangan,

2). 
adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan,

3). 
mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu,

4). 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, 

Lembaga Administrasi Negara menyatakan, bahwa prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan, adalah :

a. 
Dasar yuridis (hukum) sebelumnya. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan yuridis yang jelas, tanpa landasan yuridis yang jelas, peraturan perundang-undangan yang disusun tersebut dapat batal demi hukum. 

b. 
Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis, yaitu peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

c. 
Peraturan perundang-undangan hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundangundangan yang sederajat atau yang lebih tinggi.

d. 
Peraturan Perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama. Prinsip ini dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah lex posteriori derogat lex priori. 

e. 
Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 

f. 
Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. 

g. 
Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda

Pada tahun 2004 lahir Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut dicantumkan mengenai Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Rumusan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 2004 sebagai berikut:
A. 
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sbb:

1. 
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Idonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya, hal ini dikarenakan :

a. 
UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan UU biasa,

b. 
UUD dibuat secara istimewa untuk itu dianggap sesuatu yang luhur,

c. 
UUD adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa,

d. 
UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara.

2. 
Undang-Undang

Lembaga yang berwenang membuat UU adalah DPR bersama Presiden. Adapun kriteria agar suatu permasalahan diatur melalui Undang-Undang antara lain adalah:

a. 
UU dibentuk atas perintah ketentuan UUD 1945,

b. 
UU dibentuk atas perintah ketentuan UU terdahulu,

c. 
UU dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah, dan menambah UU yang sudah ada,

d. 
UU dibentuk karena berkaitan dengan hak asasi manusia,

e. 
UU dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban atau kepentingan orang banyak.

Adapun prosedur pembuatan undang-undang adalah sebagai berikut:

a. 
DPR memegang kekuasaan membentuk undangundang.

b. 
Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

c. 
Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.

DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan:

a. 
otonomi daerah,

b. 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,

c. 
pengelolaan sumber daya alam,

d. 
sumber daya ekonomi lainnya, dan

e. 
yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Suatu undang-undang dinyatakan berakhir masa berlakunya:

a. 
ditentukan dalam undang-undang itu kapan berakhirnya,

b. 
dicabut kembali oleh undang-undang yang baru,

c. 
bila terbit undang-undang baru yang memuat ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang yang lama, maka undang-undang yang lama secara otomatis menjadi hapus kekuatannya

3. 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang (PERPU) dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR. PERPU dibuat dalam keadaan “darurat” atau mendesak karena permasalahan yang muncul harus segera ditindaklanjuti. Setelah diberlakukan PERPU tersebut harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

4. 
Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah dibuat untuk melaksanakan undangundang. Kriteria pembentukan Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut.
a. 
Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa adanya UU induknya. Setiap pembentukan Peraturan Pemerintah harus berdasarkan undang-undang yang telah ada. 

b. 
Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana, jika UU induknya tidak mencantumkan sanksi pidana. 

c. 
Peraturan Pemerintah tidak dapat memperluas atau mengurangi ketentuan UU induknya. 

d. 
Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun UU yang bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas, asal Peraturan Pemerintah tersebut untuk melaksanakan UU.

5. 
Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribut dari Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. 
Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten atau Kota, untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah.

B. 
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

1. 
Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur

2. 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabuapetn/Kota bersama Bupati/Walikota

3. 
Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
4. 
Ketentuan mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur oleh peraturan daerah/Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Tingkat pembicaraan suatu rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai berikut :

A.
PEMBICARAAN TINGKAT I

Dilaksanakan dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legalisasi, Rapat Panitia Angaran, atau rapat Pansus, dengan kegiatan :

a. 
Pandangan dan pendapat

1. 
RUU darai Presiden : pandangan dan pendaapat Fraksi-fraksi atau farksi fraksi dan DPD apabila RUU terkait dengan DPD

2.
RUU dari DPR : pandangan dan penfapat Presiden atau Presiden beserta DPD apabila RUU terkait dengan DPD

b. 
Taggapan RUU dari presiden :tanggapan presiden. RUU dari DPR : tangaapan Pimpinan alat kelengkapan DPR yang membuat RUU

c. 
Pembahasan RUU oleh DPR dan presiden berdasarkan Daftar Inventasisasi masalah (DIM)

B.
PEMBICARAAN TINGKAT II

Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, yang di dahului oleh:

a. 
Laporan hasil Pembicaraan Tingakt I.

b. 
Pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh Anggotanya dan apabila dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap fraksinya.

c. 
Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.

Mentaati berasal dari kata dasar taat yang artinya patuh atau tunduk. Orang yang patuh atau tunduk pada peraturan adalah orang yang sadar. Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum, apabila dia.
1. 
Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat ataupun di negara Indonesia,

2. 
Memiliki Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, artinya bukan hanya sekedar dia tahu ada hukum tentang pajak, tetapi dia juga mengetahui isi peraturan tentang pajak tersebut.

3. 
Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum

4. 
Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai aturan hukum akan mematuhi apa yang menjadi tuntutan peraturan tersebut. Dengan kata lain dia akan menjadi patuh terhadap berbagai peraturan yang ada. Masalah ketaatan dalam penegakan Negara hukum dalam arti mengandung makna :

1. 
Penegakkan hukum yang sesuai dengan ukuranukuran tentang hukum baik atau hukum yang buruk

2. 
Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan judikatif

3. 
Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hakhak asasi manusia

4. 
Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia

5. 
Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badanbadan eksekutif.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimbangan lainnya semakin meningkat. Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang sangat membahayakan karena dapat mengancam kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Dalam skala nasional tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai profesi dapat dikatagorikan korupsi, seperti:

1. 
Menyuap hakim adalah korupsi.

2. 
Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan adalah korupsi.

3. 
Menyuap advokat adalah korupsi.

Untuk mendukung upaya atau tindakan anti korupsi melalui UU Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2002 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi menurut pasal 4 adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan tugas dan wewenang KPK menurutu pasal 6 adalah :

a. 
Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

b. 
Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

c. 
Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

d. 
Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi

e. 
Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara

Selain itu ada Lembaga Swadaya Masyarakat yang sangat peduli terhadap pemberantasan korupsi, seperti Masyarakat Transparansi Indonesia atau juga Lembaga Pemantau Kekayaan Negara. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

a. 
Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. 
Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;

c. 
Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan pengaturan dalam undang-undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi :

a. 
Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterpartner yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

b. 
Tidak monopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

c. 
Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi

d. 
Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penuidikan dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Bab VII
PELAKSANAAN DEMOKRASI

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti memerintah. Abraham Lincoln mengatkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam system pemerintahan demokrasi, kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada di tangan rakyat.

Gagasan tentang demokrasi sesungguhnya sudah muncul sejak sekitar abad ke-5 SM, pada masa Yunani Kuno. Pada waktu itu demokrasi dilakukan secara langsung (direct democracy). Negara-negara di Yunani pada masa itu merupakan Negara kota (polis), khususnya di kota Athena.

Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, usaha-usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjurus ke arah kekuasaan absolut telah menghasilkan ajaran Rule of Law (kekuasaan hukum). Ajaran ini menegaskan bahwa yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum. Semua orang, baik rakyat biasa maupun penguasa wajib tunduk pada hokum Adapun unsur-unsur rule of law itu meliputi :

1. 
Berlakunya supremasi hukum (hukum menempati kedudukan tertinggi; semua orang tunduk pada hukum), sehingga tidak ada kesewenang-wenangan.

2. 
Perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara.

3. 
Terlindunginya hak-hak manusia oleh Undang-Undang

Dasar serta keputusan-keputusan pengadilan. Pada konperensi International Commission of Jurists (organisasi internasional para ahli hukum) di Bangkok tahun 1965 dinyatakan bahwa syarat-syarat suatu Negara dan pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law adalah adanya :

1. 
Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara

2. 
Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak

3. 
Pemilihan umum yang bebas

4. 
Kebebasan untuk menyatakan pendapat

5. 
Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi

6. 
Pendidikan kewarganegaraan

Praktik demokrasi dapat dilihat sebagai gaya hidup serta tatanan masyarakat. Suatu masyarakat demokratis mempunyai nilai-nilai sebagai berikut.

1. 
Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam alam demokrasi, perbedaan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar.

2. 
Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak.
3. 
Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur.

4. 
Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin.

5. 
Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman.

6. 
Menjamin tegaknya keadilan.

Sepanjang masa kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi. Hingga tahun 1959, dijalankan suatu praktik demokrasi yang cenderung pada sistem Demokrasi Liberal, sebagaimana berlaku di negara-negara Barat yang bersifat individualistik. Pada tahun 1959-1966 diterapkan Demokrasi Terpimpin, yang dalam praktiknya cenderung otoriter. Mulai tahun 1966 hingga berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998 diterapkan Demokrasi Pancasila.
Makna demokrasi yang sangat mendasar adalah partisipasi atau keikutsertaan seluruh rakyat atau warga dalam menentukan kehidupan bersama. Posisi rakyat atau warga bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek dalam kehidupan bersama. Tujuan akhirnya adalah terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat atau warga. Demikian pula halnya dalam bidang ekonomi.

Salah satu bentuk kegiatan badan usaha yang bersifat demokratis adalah koperasi. Sejalan dengan semangat demokrasi, koperasi terkenal dengan semboyannya “dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota”. Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dinyatakan tentang prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut.

1. 
keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

2. 
pengelolaan dilakukan secara demokratis

3. 
pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing

4. 
pemberian balas jasa terbatas terhadap modal

5. 
kemandirian

Sistem pendidikan nasional kita dari dulu hingga sekarang sebenarnya memiliki visi atau pandangan yang demokratis. Hal ini  dinyatakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berkut:
1. 
Pasal 3 menyatakan : “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

2. 
Pasal 4 ayat (1) menyatakan : ”Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

3. 
Pasal 5 menyatakan tentang jaminan hak untuk memperoleh pendidikan bagi semua warga negara, tanpa kecuali.

4. 
Pasal 8 menyatakan: “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”.

5. 
Pasal 54 ayat (1) menyatakan : “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”.

6. 
Pasal 55 ayat (1) menyatakan : “ Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat”.

Bab VIII
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Penduduk ialah orang yang bertempat tinggal pada wilayah suatu negara. Penduduk dibedakan antara warga negara dan warga negara asing. Bangsa ialah sekelompok orang yang memiliki perasaan senasib akan keberadaan suatu negara. Sedangkan Masyarakat ialah sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu daerah tertentu dan terikat pada nilai-nilai tertentu yang diterima secara bersama. 

Pengertian kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan pengertian perjanjian masyarakat dalam pembentukan asal mula negara. Negara terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat disebut juga dengan istilah kontrak sosial. Ada beberapa ahli yang telah mempelajari kontrak sosial, antara lain Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jaques Rousseau.

Kedaulatan rakyat berarti juga, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara pemerintahan terdiri atas rakyat itu sendiri dan memperoleh dukungan rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian, bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Pemerintahan untuk rakyat artinya pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat.

UUD 1945 menentukan, bahwa rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatan yang dimilikinya. Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 ditentukan dalam hal:

a. 
Mengisi keanggotaan MPR, karena anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 2 (1)).

b. 
Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1)).

c. 
Mengisi keanggotaan DPD (Pasal 22 C (1)).

d. 
Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung (Pasal 6 A (1)).

Penjelasan tentang lembaga-lembaga Negara pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Pasal 2 (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang. Pemilihan umum anggota DPR dan anggota DPD diatur melalui UU No. 12 Tahun 2003. Sedangkan ketentuan tentang susunan dan kedudukan MPR diatur dengan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dengan kedudukannya sebagai lembaga negara, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Tugas dan wewenang MPR diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, bahwa MPR :

(1) 
berwenang mengubah dan menetapkan UUD, 

(2) 
melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan 

(3)
hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

2. 
Presiden

Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang (Pasal 6 (2) UUD 1945). Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7 UUD 1945). UUD 1945 mengatur, bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. 
warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri (Pasal 6 (1) UUD 1945);

b. 
tidak pernah mengkhianati negara (Pasal 6 (1) UUD 1945);

c. 
mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 (1) UUD 1945);

d. 
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6 A (1) UUD 1945);

e. 
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pasal 6 A (2) UUD 1945).
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, yang dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden (Pasal 4 UUD 1945). Kekuasaan Presiden yang diatur dalam UUD 1945 adalah:
a. 
mengajukan rancangan undang-undang dan membahasnya bersama DPR (Pasal 5 (1) dan Pasal 20 (2) UUD 1945);

b. 
menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2) UUD 1945);

c. 
memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945);

d. 
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 (1) UUD 1945);

e. 
menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945);

f. 
mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 UUD 1945);

g. 
memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 (1) UUD 1945);

h. 
memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 (2) UUD 1945);

i. 
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15 UUD 1945);

j. 
membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16 UUD 1945);

k. 
mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17 (2) UUD 1945);

l. 
mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (Pasal 23 (2) UUD 1945).

3. 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1) UUD 1945). Sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur melalui undang-undang (Pasal 19 (2) UUD 1945). Dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilian Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang yang berasal dari anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pasal 7 dan Pasal 21 UU No. 10 Tahun 2008). Fungsi DPR ditegaskan dalam Pasal 20A (1) UUD 1945, bahwa DPR memiliki :

a.
fungsi legislasi, antara lain diwujudkan dalam pembentukan undang-undang bersama Presiden.
b.
fungsi anggaran, berupa penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan Presiden. 
c.
fungsi pengawasan, dapat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945.

4. 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23 E (1) UUD 1945). Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah, atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

5. 
Mahkamah Agung (MA)

MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Pasal 24 (2) UUD 1945). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 24 (2) UUD 1945).

6. 
Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan hakim konstitusi, di mana tiga anggota diajukan oleh MA, tiga anggota diajukan oleh DPR, dan tiga anggota diajukan oleh Presiden (Pasal 24 C (3) UUD 1945). Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara (Pasal 24 C (5) UUD 1945). UUD 1945 menyebutkan adanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk: 
(1) 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD,

(2) 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, 

(3) 
memutus pembubaran partai politik, dan 
(4) 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24 C (1)), serta 
(5) 
wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24 C (2) UUD 1945).

7. 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap propinsi (Pasal 2 (1) dan Pasal 22 C (1) UUD 1945). DPD merupakan wakil-wakil propinsi (Pasal 32 UU No. 22 Tahun 2003). Oleh karena itu, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (Pasal 33 (4) UU No. 22 Tahun 2003).

8. 
Pemerintah Daerah

Pemerintah Derah merupakan penyelenggara pemerintahan daerah. Keberadaan pemerintahan daerah dilandasi oleh ketentuan UUD 1945 Pasal 18 (1) yang menyatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. 

Pemerintahan daerah dibedakan antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2004). Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Sedangkan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. 

Dalam Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004 dibedakan sebutan kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh Gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten dipimpin oleh Bupati sebagai kepala daerah kabupaten. Pemerintah daerah kota dipimpin oleh Walikota sebagai kepala daerah kota.

9. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan, bahwa DPRD terdiri atas DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004).

DPRD Propinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga daerah propinsi (Pasal 60 UU No. 22 Tahun 2003). Sedangkan DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota (Pasal 76 UU No. 22 Tahun 2003). Fungsi DPRD secara umum sama dengan fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

10. 
Komisi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan umum merupa-kan komisi yang bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah:

a. 
merencanakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu);

b. 
menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu;

c. 
mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu;

d. 
menetapkan peserta pemilu;

e. 
menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

f. 
menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;

g. 
menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

h. 
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu;

i. 
melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

11. 
Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B (3) UUD 1945). Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela (Pasal 24 B (2) UUD 1945). Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24 B (1) UUD 1945).

Menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2008 tetang Partai Politik, bahwa yang disebut partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Adapun Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menggariskan fungsi partai politik sebagai sarana:

a. 
pendidikan politik bagi para anggota dan masyarakat luar agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. 
penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

c. 
penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

d. 
partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

e. 
rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Partai-partai politik dalam memperjuangkan kepentingannya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pada umumnya dalam praktik pemilihan umum dikenal dua sistem pemilihan umum, yaitu :

a.
Sistem Distrik 

Sistem distrik disebut juga dengan single-member constituency, satu daerah pemilihan memilih satu wakil, di mana negara dibagi dalam sejumlah distrik dan anggota lembaga legislatif ditentukan oleh jumlah distrik tersebut.
b.
Sistem Perwakilan Berimbang (Sistem Proporsional). 
Sistem perwakilan berimbang disebut juga Proportional Representation bersifat multi-member constituency, satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil dengan gagasan pokok jumlah kursi di lembaga legislatif yang diperoleh oleh partai politik adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya.

BAB IX

USAHA PEMBELAAN NEGARA
Rakyat sebagai salah satu unsur mutlak suatu negara, memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan berbagai aspek kehidupan. Untuk itu setiap warga negara memiliki jaminan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang diberikan negara. Salah satu hak dan kewajiban warga negara adalah ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Upaya bela negara sebagaimana diatur UU No. 3 tahun 2002 diselenggarakan melalui: 
a) 
pendidikan kewarganegaran; 
b) 
pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; 
c) 
pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau secara wajib;

d) 
melalui pengabdian sesuai dengan profesi.

Suatu negara harus mempunyai unsur-unsur : 

a) 
penduduk yang tetap, 

b) 
wilayah tertentu, 

c) 
pemerintah, dan 

d) 
kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. 

Unsur-unsur pembentuk (konstitutif) negara : 

a) 
harus ada rakyat, 

b) 
harus daerah, dan

c) 
pemerintah yang berdaulat. 

d) 
pengakuan oleh Negara lain (deklaratif).

Setiap warga negara dituntut memiliki kemauan, kemampuan, dan komitmen untuk berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Usaha pembelaan negara berkaitan dengan upaya mempertahankan negara dari ancaman dan ganguan. Oleh karena itu usaha pembelaan negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negara. Ada beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, diantaranya yaitu:

a. 
untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman;

b. 
untuk menjaga keutuhan wilayah negara;

c. 
merupakan panggilan sejarah;

d. 
merupakan kewajiban setiap warga negara.
Mempertahankan negara merupakan salah satu fungsi negara yang sangat penting dalam kaitannya dengan usaha pembelaan negara. Setiap negara mesti menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak perlu yaitu: 
1) 
Fungsi penertiban (law and order); Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator.
2)
Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran; Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif dari negara. 
3)
Fungsi Pertahanan; yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan. 
4)
Fungsi keadilan; yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) tersebut, ada beberapa hal yang mesti kita pahami yaitu

1) 
keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban; 
2) 
pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta; 
3) 
kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedangkan dalam sistem keamanan adalah POLRI; 
4) 
kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung.

Dalam usaha pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis karena TNI memiliki tugas untuk :

a. 
mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;

b. 
melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;

c. 
melaksanakan operasi militer selain perang;

d. 
ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional (Pasal 10 ayat (3) UURI Nomor 3 Tahun 2002).

Menurut penjelasan UURI Nomor 3 Tahun 2002, ancaman militer dapat berbentuk antara lain:

a. 
agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa;
b. 
pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh Negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat non komersial;

c. 
spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer;

d. 
sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membayakan keselamatan bangsa;

e. 
aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau bekerja sama dengan teorisme dalam negeri;

f. 
pemberontakan bersenjata;

g. 
perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.

Ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan negara Indonesia di masa datang, meliputi :

a. 
Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri.

b. 
Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

c. 
Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.

d. 
Konfl ik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konfl ik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas.

e. 
Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.

f. 
Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain.

g. 
Gangguan keamanan laut seperti pembajakan/ perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem.

h. 
Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara.

i. 
Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya.

j. 
Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.

Dari aspek sejarah perjuangan bangsa kita, terdapat beberapa contoh tindakan usaha pembelaan negara  diantaranya:

a. 
Kelaskaran yang kemudian dikembangkan menjadi barisan cadangan pada periode perang kemerdekaan ke-I

b. 
Pada periode perang kemerdekaan ke-II ada organisasi Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa) termasuk mobilisasi pelajar (Mobpel) sebagai bentuk perkembangan dari barisan cadangan;

c. 
Pada tahun 1958 – 1960 muncul oganisasi Keamanan Desa (OKD) dan Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang merupakan bentuk kelanjutan Pager Desa;
d. 
Pada tahun 1961 dibentuk Pertahanan sipil, perlawanan rakyat, Keamanan rakyat sebagai bentuk penyempurnaan dari OKD/ OPR

e. 
Perwira Cadangan yang dibentuk sejak tahun 1963.

f. 
Kemudian berdasarkan UURI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan–ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (telah diganti dengan UURI Nomor 3 Tahun 2002) ada organisasi yang disebut Rakyat Terlatih dan anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

Bab X
OTONOMI DAERAH
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Seiring dengan tuntutan reformasi, sejak lahirnya UU No. dan UU No. 32 dan 33 tahun 2004 daerah-daerah di Indonesia diberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Hal ini berdampak tumbuhnya kreativitas di daerah-daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Dampak lain adalah tumbuhnya kehidupan demokrasi yang lebih semarak, khususnya dalam pemilihan kepala dearah. Selain itu kebijakankebijakan yang sifatnya menyangkut publik dilakukan lebih transparan. Dengan demikian adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Berbagai istilah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah meliputi, sebagai berikut:
a. Pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. DPRD adalah Badan legislatif daerah. Sumber-sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah : 
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
2) Dana Perimbangan; 
3) Pinjaman Daerah ; 
4) dan lain-lain penerimaan yang sah. 

Adapun prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. 
Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;

2. 
Penyelenggaraan asas desntralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota,

3. 
Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten; Daerah Kota, dan Desa.

b.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Selanjutnya desentralisasi dibagi menjadi empat tipe, yaitu :

1. 
Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat

2. 
Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk utama, yaitu : dekonsentrasi, delegasi dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efi sien

3. 
Desentralisasi fi skal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana

4. 
Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggungjawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat.
c.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.

d.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan. Dalam pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
e.
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu : 

1.
Politik,  dibidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

2.
Ekonomi, di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.
3.
Sosial dan Budaya, dibidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial, dan pada saat yang sama, juga memelihara nilainilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

f.
Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:

1. 
Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

2. 
Pengembangan kehidupan demokrasi.

3. 
Keadilan.

4. 
Pemerataan.

5. 
Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.

6. 
Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.

7. 
Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

g.
Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah.

h.
Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen di daerah.

i.
Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah di tingkat pusat dan/atau pejabat pemerintah di daerah propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

j.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

k.
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.

l.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Sosialisasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik yang bersifat elektronik, seperti melalui internet, email, TV, dan radio maupun secara manual, misalnya melalui spanduk, selebaran, surat kabar atau dalam bentuk pengumpulan massa dalam suatu tempat. Pelaksanaan kebijakan publik akan melibatkan berbagai komponen, seperti manusia, dana, dan sarana serta prasarananya.  Kebijakan Publik merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan:  .

(1) 
apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah

(2) 
apa yang menyebabkannya 

(3) 
apa pengaruhnya

Bab XI
DAMPAK GLOBALISASI

Globalisasi yang merupakan suatu proses tatanan masyarakat yang bersifat mendunia dan tidak mengenal batas wilayah, akan memberikan dampak baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.  Globalisasi memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun yaitu dengan mengambil manfaat dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa atau negara lain, untuk diterapkan di Indonesia. Untuk itu nilai-nilai Pancasila harus kita gunakan sebagai penyaring dari nilai yang diambil, karena nilai-nilai Pancasila sesuai dengan situasi dan kondisi dari bangsa Indonesia.

Semua aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial budaya maupun hankam akan terkena dampaknya. Menghindar atau bersifat tertutup dari dampak globalisasi adalah menjadi tidak mungkin, karena kita adalah bagian dari masyarakat dunia. Untuk itu kita harus mempunyai sikap dalam menghadapi globalisasi, sehingga kita tidak terhanyut dalam menghadapi dampak globalisasi yang bersifat negatif. Menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme masih sangat diperlukan untuk seluruh bangsa Indonesia, sehingga kita lebih siap dalam menghadapi globalisasi. Dampak globalisasi ini akan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti;

1.
Ekonomi, globalisasi ekonomi sesungguhnya didukung oleh sebuah kekuatan yang luar biasa hebatnya, yaitu apa yang disebut liberalisme ekonomi, yang sering juga disebut kapitalisme pasar bebas. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa. Kapitalisme ini mempunyai tiga ciri pokok, yaitu :

a.
pertama, sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu;

b.
kedua, barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas yang bersifat kompetitif; 
c.
ke tiga, modal diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba.

2.
Dalam bidang sosial dan budaya, dampak globalisasi antara lain adalah meningkatnya individualisme, perubahan pada pola kerja, terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat.
3.
Dalam bidang politik, dampak globalisasi antara lain adalah dengan perubahan sistem kepartaian yang dianut,

Dalam melakukan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia maka Indonesia melakukan politik luar negeri yang berdasarkan kepada kepentingan nasionalnya.  Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain.  Dasar hukum pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tergambarkan secara jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV.
Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal. Sehingga setiap kegiatan dalam percaturan internasional tidak akan merugikan kepentingan nasionalnya. Kerjasama dengan bangsa lain di dunia dilakukan dengan prinsip saling menghormati dan bersifat bebas dan aktif. Dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, Bab IV Arah Kebijakan, huruf C angka 2 tentang Hubungan Luar Negeri, dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1) 
Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

2) 
Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.

3) 
Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.

4) 
Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerjasama dan pembangunan kawasan.

5) 
Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC dan WTO.

6) 
Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negaranegara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana.

7) 
Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan dan kesejahteraan.

Prestasi Indonesia sejak 1 Januari 2007 menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dimana Republik Indonesia dipilih oleh 158 negara anggota PBB. Tugas Republik Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah :
1). 
Ketua Komite Sanksi Rwanda

2). 
Ketua komite kerja untuk pasukan penjaga perdamaian

3). 
Ketua Komite penjatuhan sanksi untuk Sierra Leone

4). 
Wakil Ketua Komite penyelesaian konflik Sudan

5) 
Wakil Ketua Komite penyelesaian konflik Kongo

6). 
Wakil Kertua Komite penyelesaian konflik Guinea Bissau

Dalam dokumen Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1989) yang telah ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri RI tanggal 19 Mei 1983, dijelaskan bahwa sifat Politik Luar Negeri adalah: (1) Bebas Aktif …. (2) Anti kolonialisme … (3) Mengabdi kepada Kepentingan Nasional dan … (4) Demokratis. Rencana Strategi Politik Luar negeri Republik Indonesia  untuk mencapai kepentingan nasional, antara lain:

1) 
Hankam, dalam hal ini adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2) 
Ekonomi, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

3) 
Sosial dan Budaya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

4) 
Politik, yaitu pada rumusan kalimat ... ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Secara garis besar kontingen garuda yang telah dikirim ke luar negeri secara berturut-turut adalah :

1. 
Konga I bertugas di Mesir, yang dikirim pada bulan Nopember l956, dengan tugas mengamankan dan mengawasi genjatan senjata di Mesir.

2. 
Konga II dikirim pada bulan September l960 yang bertugas di Kongo. Tugas ini diembannya sampai bulan Mei l961.

3. 
Konga III dikirim ke Kongo pada bulan Desember l963 sampai Agustus l964.

4. 
Konga IV, Konga V dan Konga VII di kirim ke Vietnam, dan bertugas mulai bulan Januari l974.

5. 
Konga VI, dikirim ke Sinai, Mesir, bertugas dari bulan Agustus l973 sampai April l974.

6. 
Konga VIII, ke Sinai, Mesir, pada bulan September l974.

7. 
Konga IX, ke Irak-Iran, pada bulan Agustus l988 sampai bulan Nopember l990.

8. 
Konga X, ke Namibia, pada bulan Juni l989 sampai Maret l990.

9. 
Konga XI, ke perbatasan Irak-Kuwait, pada bulan April l991 sampai Nopember l991.

10. 
Konga XII, ke Kamboja, pada bulan Oktober l991 sampai Mei l993.

11. 
Konga XIII, ke Somalia, pada bulan Juli l992 sampai April l993.

12. 
Konga XIV, ke Bosnia Herzegovina, bulan Nopember l993 sampai Nopember l995.

13. 
Konga XV, ke Georgia, bulan Oktober l994 sampai Nopember l995.

14. 
Konga XVI, ke Mozambik, tahun l994.

15. 
Konga XVII, ke Philipina, Oktober l994 sampai Nopember l994.

16. 
Konga XVIII, ke Tajikistan, Nopember l997.

17. 
Konga XIX, yang terdiri atas XIX-1, XIX-2, XIX-3 dan XIX-4, bertugas di Siera Leone, mulai l999 sampai 2002.

18. 
Konga XX, bertugas di Republik Demokratik Kongo, tahun 2005.

19. 
Konga XXI-XXIII , bertugas di Lebanon, 2006- sampai sekarang.

Bab XII
PRESTASI DIRI

Di era globalisasi sekarang ini menuntut peran serta aktif dari warga negaranya demi eksistensi suatu negara. Begitu juga dengan negara tercinta Indonesia yang dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk berperan serta secara aktif yang menjadi prestasi diri bukan suatu hal yang mudah.  Prestasi yaitu hasil yang telah dicapai, dilakukan, diperoleh atau dikerjakan. Prestasi tiap orang pasti tidak akan sama. Untuk itu seseorang harus mempunyai potensi diri dan didukung oleh semangat/motivasi yang luar biasa dari dirinya, didukung keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.
Untuk berprestasi terlebih dahulu seseorang harus bisa mengenali potensi yang ada pada dirinya. Potensi diri adalah kemampuan yang terpendam pada diri setiap orang,  Potensi diri yang positif seperti memiliki:  idealisme,  dinamis dan kreatif,  keberanian mengambil resiko, optimis dan kegairahan semangat,  kemandirian dan disiplin murni,  fisik yang kuat dan sehat,  sikap ksatria,  terampil dalam menerapkan IPTEK,  kompetitif,  daya pikir yang kuat dan  memiliki bakat harus terus ditumbuh kembangkan.  

Potensi diri yang negatif seperti mudah diadu domba, kurang berhati-hati, emosional, kurang percaya diri, dan kurang mempunyai motivasi hendaknya dikurangi atau jika bisa harus dihilangkan. Dalam upaya mengembangkan potensi diri ada 4 tahapan yang perlu diperhatikan, antara lain :

a. 
Mengenali diri sendiri

b. 
Memposisikan diri

c. 
Mendobrak diri

d. 
Aktualisasi diri

Orang yang punya potensi disebut juga dengan manusia unggul terlebih jika dia dapat mewujudkan potensinya dengan baik, akan tetapi jangan sampai menjadi sombong. Ciri-ciri manusia unggul adalah :
1. 
Memiliki keimanan yang utuh.

2. 
Melaksanakan amal ibadah

3. 
Memiliki akhlak mulia, yang terdiri dari amanah, ikhlas, tekun, berdisiplin, bersyukur, sabar, dan adil.
Upaya mencapai prestasi dapat dilakukan dengan cara-cara kreatif dan inovatif, tanggung-jawab, bekerja keras, dan memanfaatkan sumber daya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu mengatasi segala masalah yang timbul sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungan sosial dan kita harus mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Untuk itulah setiap individu dituntut untuk menguasai beberapa keterampilan seperti keterampilan pribadi, keterampilan sosial, keterampilan akademik dan keterampilan dalam bidang tertentu.
Perkembangan yang harus dikuasai remaja yang berada dalam fase perkembangan masa remaja adalah memiliki keterampilan sosial (social skill) untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan-keterampilan sosial tersebut meliputi:

1. 
Kemampuan berkomunikasi

2. 
Menjalin hubungan dengan orang lain

3. 
Menghargai diri sendiri dan orang lain

4. 
Mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain

5. 
Memberi atau menerima feedback

6. 
Memberi atau menerima kritik

7. 
Bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku
Dalam hubungannya dengan prestasi diri dan sebagai mahluk sosial maka penekanan lebih pada keterampilan-keterampilan sosial dan kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya, biasanya disebut dengan aspek psikososial yang terdiri dari kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, memberi atau menerima feedback, memberi atau menerima kritik dan bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku. Pada akhirnya seseorang akan bisa berperan serta dalam berbagai aktivitas sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa, menjadi manusia yang unggul tanpa merasa sombong.

Latihan I
I. 
Pilihlah salah satu jawaban paling tepat!
1. 
Pengertian upaya pembelaan negara, adalah ...

a. 
pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

b. 
pemahaman warga Negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

c. 
sikap dan hasrat warga Negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

d. 
sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

2. 
Berikut ini merupakan alasan tentang pentingnya upaya pembelaan negara dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, kecuali ...

a. 
untuk menjaga keutuhan wilayah negara.

b. 
untuk mempertahankan Negara dari berbagai ancaman.

c. 
merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara.

d. 
merupakan kegiatan untuk memperoleh kehormatan dari negara.

3. 
Fungsi negara yang terutama berkaitan langsung untuk mewujudkan tujuan NKRI ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, adalah ...

a. 
pertahanan.
b. 
kebebasan.
c. 
keadilan.
d. 
kesejahteraan dan kemakmuran.

4. 
Berikut ini merupakan dasar hukum kewajiban membela Negara bagi setiap warga negara, kecuali ...

a. 
Pasal 27 ayat (3) UUD 1945. 
c. 
UU RI No. 3 Tahun 2002.
b. 
Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.
d. 
UU RI No. 20 Tahun 2003.

5. 
Berikut ini, merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara (ancaman bersifat non tradisional), kecuali ...

a. 
agresi militer 


c. 
penangkapan ikan secara ilegal.
b. 
penyelundupan.


d. 
perdagangan narkotika dan obat terlarang.

6. 
Bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara bagi para siswa terutama melalui ...

a. 
Pendidikan Kewarganegaraan. 
c. 
Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib.
b. 
Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
d. 
Pengabdian sesuai dengan profesi.
7. 
Para Nelayan dan Petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, Tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan, yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui ...

a. 
Pendidikan Kewarganegaraan. 
c. 
Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib.
b. 
Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
d. 
Pengabdian sesuai dengan profesi.

8. 
Berikut ini merupakan perbuatan yang nyata dapat dilakukan para siswa dalam upaya pembelaan negara di lingkungan masing– masing, kecuali ...

a. 
menjaga lingkungan rumah , sekolah dan masyarakat agar tetap bersih dan sehat.

b. 
tidak menjadi pengguna narkotik dan obat terlarang serta melapor ke pihak guru atau aparat keamanan apabila melihat adanya penjualan atau pemakainya.

c. 
membela teman satu sekolah yang diserang oleh sekolah lain dengan cara ikut perkelaian sebagai wujud kesetiakawanan.

d. 
tidak menonton tayangan TV yang berupa sadisme, sronok, dan situs internet porno dan bacaan lain yang tidak bermoral.

9. 
Cinta bangsa (nasionalisme) yang merupakan perwujudan upaya pembelaan negara antara lain contohnya ...

a. 
mengutamakan penggunaan barang–barang produk dalam negeri karena dapat menggerakan roda perekonomian .

b. 
lebih baik membeli barang luar negeri daripada membuat sendiri karena ongkosnya lebih mahal.

c. 
menganggap derajat bangsanya yang paling unggul sedangkan derajat bangsa lain rendah.

d. 
lebih baik mengasingkan diri dari bangsa lain daripada meniru – meniru bangsa lain.
10. 
Organisasi keselamatan masyarakat yang berfungsi untuk menanggulangi bencana perang, bencana alam dan memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta adalah ...

a. 
Linmas
b. 
Wanra
c. 
Kamra
d. 
Hansip

II. 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. 
Kemukakan beberapa alasan pentingnya usaha pembelaan negara?

2. 
Jelaskah perbedaan fungsi pertahanan dengan fungsi keamanan?

3. 
Jelaskan mengapa setiap warga negara memiliki kewajiban ikut serta membela negara?

4. 
Sebutkan landasan yuridis kewajiban ikut serta membela negara?

5. 
Tentukan apakah tindakan seperti dalam tabel di bawah termasuk contoh tindakan yang menunjukkan upaya pembelaan negara atau tidak, caranya dengan memberikan tanda V pada kolom “ya” atau “tidak” dan tulis alasannya.

Latihan II
I. 
Pilihlah salah satu jawaban paling tepat!
1. 
Kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh ...

a. 
Pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah

b. 
Daerah-daerah lebih kretaif dalam mengembangkan sumber dayanya

c. 
Terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah

d. 
Putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya

2. 
Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah ...

a. 
Undang-Undang RI no. 20 tahun 2004 
c. 
Undang-Undang RI no. 32 tahun 2004
b. 
Undang-Undang RI no. 21 tahun 2004
d. 
Undang-Undang RI no. 33 tahun 2004
3. 
Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah ...

a. 
UU No. 20 tahun 2004 



c. 
UU No. 32 tahun 2004
b. 
UU No. 21 tahun 2004


d. 
UU No. 33 tahun 2004

4. 
Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah ...

a. 
Propinsi
b. 
Kabupaten/Kota
c. 
Kota Administratif
d. 
Desa

5. 
Komponen-komponen pemerintah pusat adalah ...

a. 
Presiden, menteri dan gubernur 
c. 
Presiden,dan para menteri
b. 
Presiden,DPR dan menteri

d. 
Presiden, ketua DPR,dan Ketua mahkamah Agung
6. 
Penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...

a. 
Desentralisasi
b. 
Dekonsentrasi
c. 
Tugas pembantuan
d.
 Otonomi daerah
7. 
Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dinamakan ...

a. 
Desentralisasi
b. 
Dekonsentrasi
c. 
Tugas pembantuan
d.
 Otonomi daerah
8. 
Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...

a. 
Gubernur 
b. 
Walikota
c. 
Bupati 
d. 
DPRD II

9. 
Perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah nondepartemen di daerah dinamakan ...

a. 
Instansi berwenang


c. 
Instansi departemen
b. 
Instansi horizontal


d. 
Instansi vertikal

10. 
Pemerintah terendah dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia dinamakan ...

a. 
RT 
b. 
Desa
c. 
RW 
d. 
Kecamatan

11. 
Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan jenis-jenis desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Sadu?

a. 
Desentrasisasi politik 


c. 
Desentralisasi administrasi
b. 
Desentarlisasi ekonomi

d. 
Desentralisasi hukum

12. 
Bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah, kecuali :
a. 
Politik
b. 
Agama
c. 
Sosial budaya
d. 
Keuangan
13. 
Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah ....

a. 
Gubernur
b. 
Bupati
c. 
Walikota
d. 
DPRD Kabupaten

14. 
Badan eksekutif di daerah kota adalah ...

a. 
Gubernur 
b. 
Bupati
c. 
Walikota 
d. 
DPRD II

15. 
Badan legislatif di kabupaten adalah ...

a. 
Gubernur 
b. 
Bupati
c. 
Walikota 
d. 
DPRD II

16. 
Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, meliputi, kecuali :
a. 
Pekerjaan umum
b. 
Kesehatan
c. 
Pendidikan
d. 
Fiskal

17. 
Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah ...

a. 
Sejajar
b. 
Lebih tinggi
c. 
Lebih rendah
d. 
Lembaga otonom

18. 
Kepala Daerah dan DPRD harus bekerjasama dalam menetapkan ...

a. 
Kepala daerah 


c. 
Keputusan daerah
b. 
Peraturan daerah



d. 
Pengangkatan pejabat daerah

19. 
Jabatan kepala daerah dalam satu periodenya ...

a. 
4 tahun 
b. 
5 tahun
c. 
6 tahun 
d. 
10 tahun
20. 
Keuangan daerah yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan harus disetorkan ke pemerintah pusat sebesar ...

a. 
10% 
b. 
20%
c. 
80% 
d. 
90%

II. 
Kerjakan semua soal dibawah ini secara tepat dan singkat !

1. 
Jelaskan perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom!

2. 
Jelaskan perbedaan kelurahan dan desa!

3. 
Sebutkan tugas-tugas DPRD Kabupaten/Kota!

4. 
Sebutkan hak-hak yang dimiliki DPRD Kabupaten/Kota!

5. 
Sebutkan 3 kewenangan daerah di wilayah laut!

Latihan III
I. 
Pilihlah salah satu jawaban yang  paling tepat!

1. 
Pengertian upaya pembelaan negara, adalah ………..

a. 
pengetahuan warga Negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

b. 
pemahaman warga Negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

c. 
sikap dan hasrat warga Negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

d. 
sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

2. 
Berikut ini merupakan alasan tentang pentingnya upaya pembelaan negara dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, kecuali ...............

a. 
untuk menjaga keutuhan wilayah negara. 
c. 
hak dan kewajiban setiap warga negara.
b. 
mempertahankan Negara dari berbagai ancaman.
d. 
untuk memperoleh kehormatan dari negara.

3. 
Fungsi negara yang terutama berkaitan langsung untuk mewujudkan tujuan NKRI ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, adalah .............

a. 
pertahanan. 
b. 
kebebasan
c. 
keadilan.
d. 
kesejahteraan dan kemakmuran.

4. 
Berikut ini merupakan dasar hukum kewajiban membela Negara bagi setiap warga negara, kecuali …...

a. 
Pasal 27 ayat (3) UUD 1945. 

c. 
UU RI No. 3 Tahun 2002.

b. 
Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.

d. 
UU RI No. 20 Tahun 2003.

5. 
Berikut ini, merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara (ancaman bersifat non tradisional), kecuali ……………….

a. 
perdagangan narkotika dan obat terlarang. 
c. 
penangkapan ikan secara illegal.

b. 
penyelundupan.


d. 
agresi militer.

6. 
Bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara bagi para siswa terutama melalui …………….....

a. 
Pendidikan Kewarganegaraan. 
c. 
Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib
b. 
Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
d. 
Pengabdian sesuai dengan profesi.

7. 
Para Nelayan dan Petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, Tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan, yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui …………...

a. 
Pendidikan Kewarganegaraan. 
c. 
Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib.
b. 
Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
d. 
Pengabdian sesuai dengan profesi.

8. 
Berikut ini merupakan perbuatan yang nyata dapat dilakukan para siswa dalam upaya pembelaan negara di lingkungan masing–masing, kecuali .....................

a. 
menjaga lingkungan rumah , sekolah dan masyarakat agar tetap bersih dan sehat.

b. 
tidak menjadi pengguna narkotik dan obat terlarang serta melapor ke pihak guru atau aparat keamanan apabila melihat adanya penjualan atau pemakainya.

c. 
membela teman satu sekolah yang diserang oleh sekolah lain dengan cara ikut perkelaian sebagai wujud kesetiakawanan.

d. 
tidak menonton tayangan TV yang berupa sadisme, sronok, dan situs internet porno dan bacaan lain yang tidak bermoral.

9. 
Cinta bangsa (nasionalisme) yang merupakan perwujudan upaya pembelaan negara antara lain contohnya …………
a. 
mengutamakan penggunaan barang – barang produk dalam negeri karena dapat menggerakan roda perekonomian

b. 
lebih baik membeli barang luar negeri daripada membuat sendiri karena ongkosnya lebih mahal.

c. 
menganggap derajat bangsanya yang paling unggul sedangkan derajat bangsa lain rendah.

d. 
lebih baik mengasingkan diri dari bangsa lain daripada meniru – meniru bangsa lain.

10. 
Organisasi keselamatan masyarakat yang berfungsi untuk menanggulangi bencana perang, bencana alam dan memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta adalah …...

a. 
Linmas 
b. 
Wanra
c. 
Kamra
d. 
Hansip
11. 
Kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh ……………...

a. 
Pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah

b. 
Daerah-daerah lebih kretaif dalam mengembangkan sumber dayanya

c. 
Terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah

d. 
Putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya

12. 
Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah ………………..

a. 
Undang-Undang RI no. 20 tahun 2004 
c. 
Undang-Undang RI no. 32 tahun 2004

b. 
Undang-Undang RI no. 21 tahun 2004
d. 
Undang-Undang RI no. 33 tahun 2004

13. 
Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah ...

a. 
Undang-Undang RI no. 20 tahun 2004 
c. 
Undang-Undang RI no. 32 tahun 2004

b. 
Undang-Undang RI no. 21 tahun 2004
d. 
Undang-Undang RI no. 33 tahun 2004

14. 
Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah ……………..

a. 
Propinsi 
b. 
Kabupaten / Kota
c. 
Kota Administratif
d. 
Desa

15. 
Komponen-komponen pemerintah pusat adalah ………...

a. 
Presiden, menteri dan gubernur 
c. 
Presiden,dan para menteri
b. 
Presiden,DPR dan menteri

d. 
Presiden, ketua DPR,dan Ketua mahkamah Agung
16. 
Penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...

a. 
Desentralisasi 
b.
Dekonsentrasi
c. 
Tugas pembantuan
d. 
Otonomi daerah

17. 
Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dinamakan ……………....

a. 
Desentralisasi 
b.
Dekonsentrasi 
c. 
Tugas pembantuan
d. 
Otonomi daerah

18. 
Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia dinamakan ………..

a. 
Gubernur 
b. 
Bupati
c. 
Walikota
d. 
DPRD II

19. 
Perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah nondepartemen di daerah dinamakan ………..

a. 
Instansi berwenang 
b. 
Instansi horizontal 
c. 
Instansi departemen
d. 
Instansi vertikal

20. 
Pemerintah terendah dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia dinamakan ………....

a. 
RT 
b.
RW
c. 
Desa
d. 
Kecamatan
21. 
Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan jenis-jenis desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Sadu? ………………..

a. 
Desentrasisasi politik 


c. 
Desentralisasi administrasi

b. 
Desentarlisasi ekonomi


d. 
Desentralisasi hukum

22. 
Bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah, kecuali :…………….

a. 
Politik 
b. 
Agama
c. 
Sosial budaya
d. 
Keuangan

23. 
Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah ………………....

a. 
Gubernur 
b. 
Bupati
c. 
Walikota
d. 
DPRD Kabupaten

24. 
Badan eksekutif di daerah kota adalah ……………....

a. 
Gubernur 
b. 
Walikota
c. 
Bupati
d. 
DPRD II

25. 
Badan legislatif di kabupaten adalah ……………...

a. 
Gubernur 
b. 
Walikota
c. 
Bupati
d. 
DPRD II

26. 
Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, meliputi, kecuali :……

a. 
Pekerjaan umum 
b. 
Kesehatan 
c. 
Pendidikan
d. 
Fiskal

27. 
Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah ...........

a. 
Sejajar 
b. 
Lebih tinggi
c. 
Lebih rendah
d. 
Lembaga otonom

28. 
Kepala Daerah dan DPRD harus bekerjasama dalam menetapkan ...

a. 
Kepala daerah 


c. 
Keputusan daerah

b. 
Peraturan daerah


d. 
Pengangkatan pejabat daerah

29. Jabatan kepala daerah dalam satu periodenya ………..

a. 
4 tahun 
b. 
6 tahun
c. 
5 tahun
d. 
10 tahun

30. 
Keuangan daerah yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan harus disetorkan ke pemerintah pusat sebesar ……
a. 
10% 
b. 
80%
c. 
20%
d. 
90%

II. 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. 
Kemukakan beberapa alasan pentingnya usaha pembelaan negara?

2. 
Jelaskah perbedaan fungsi pertahanan dengan fungsi keamanan?

3. 
Jelaskan mengapa setiap warga negara memiliki kewajiban ikut serta membela negara?

4. 
Sebutkan landasan yuridis kewajiban ikut serta membela negara?

5. 
Tentukan apakah tindakan seperti dalam tabel di bawah termasuk contoh tindakan yang menunjukkan upaya pembelaan negara atau tidak, caranya dengan memberikan tanda V pada kolom “ya” atau “tidak” dan tulis alasannya!

6. 
Jelaskan perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom!

7. 
Jelaskan perbedaan kelurahan dan desa!

8. 
Sebutkan tugas-tugas DPRD Kabupaten/Kota!

9. 
Sebutkan hak-hak yang dimiliki DPRD Kabupaten/Kota!

10. 
Sebutkan 3 kewenangan daerah di wilayah laut!

Latihan IV
I.
Pilihlah jawaban yang benar dari soal-soal di bawah ini :

1. 
Globalisasi adalah suatu proses tatanan kehidupan masyarakat yang mendunia dan dalam pelaksanaannya ...

a. 
tidak dapat dibatasi oleh siapapun 
c. 
tidak mengenal batas wilayah
b. 
kurang dapat dikontrol kemana arahnya
d. 
mengarah pada satu titik tertentu

2. 
Dampak globalisasi yang bernilai negatif di bidang sosial budaya diantaranya adalah sebagai berikut, kecuali …

a. 
bergaya hidup konsumtif 

c. 
munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat
b. 
berdandan ala Barat


d. 
sikap hedonisme

3. 
Berikut merupakan contoh percaturan Indonesia di dunia internasional, kecuali ...

a. 
pengiriman pasukan Kontingen Garuda 
c. 
mendirikan ASEAN
b. 
menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
d. 
pengiriman pasukan ke Poso

4. 
Sifat Politik Luar Negeri Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali ...

a. 
bebas aktif 


c. 
mengabdi kepada kepentingan Nasional
b. 
anti imperialisme


d. 
demokratis

5. 
Perhatikan pernyataan berikut ini

(1) 
adanya persaingan bebas yang dapat mengakibatkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang

(2) 
bisa mengakibatkan munculnya sifat konsumtif

(3)
interaksi (kontak) antar bangsa di dunia lebih mudah

(4) 
tuntutan demokratisasi dan HAM yang bersifat global berpengaruh kuat mendorong negara-negara dunia ke tiga untuk merespon tuntutan tersebut.

Manakah nilai-nilai positif globalisasi bagi Indonesia

a. 
1 dan 2
b. 
2 dan 3
c. 
2 dan 5
d. 
3 dan 4

6. 
Perhatikan pernyataan berikut ini

(1) 
bisa mengakibatkan munculnya sifat individualisme

(2) 
semakin berkembangnya sektor industri

(3) 
terjadinya kesenjangan sosial

(4) 
rasa persaudaraan sebagai warga negara global semakin menguat

Manakah nilai-nilai negatif globalisasi bagi Indonesia

a. 
1, 2 dan 3
b. 
1, 3 dan 4
c. 
1, 4 dan 3
d. 
2, 4 dan 3

7. 
Dasar hukum Politik Luar Negeri Indonesia adalah ...

a. 
Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan alinea 2 
c. 
Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan alinea 4
b. 
Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan alinea 3
d. 
Pembukaan UUD 1945 alinea 2 dan alinea 4

8. 
Sarana yang berpengaruh pada dunia yang tanpa batas di era globalisasi saat ini adalah ...

a. 
lembaga swadaya masyarakat 
c. 
media elektronika dan media massa
b. 
telepon dan radio


d. 
pialang dan biro jasa

9. 
Dalam rangka mengantisipasi dampak yang bersifat negatif dari perdagangan bebas, maka dapat dilakukan dengan cara ...

a. 
kerjasama dengan Negara maju

b. 
mengganti sistem ekonomi yang baru

c. 
menumbuhkembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tangguh kepada para pengusaha Indonesia

d. 
menjalankan sistem ekonomi berdikari tanpa kerjasama dengan negara maju

10. 
Ciri-ciri globalisasi adalah sebagai berikut, kecuali ...

a. 
segala sesuatu itu terus mendunia 
c. 
tanpa dibatasi oleh waktu
b. 
sikap, pola dan gaya hidup harus mengikuti Amerika Serikat
d. 
tanpa dibatasi oleh ruang

II. 
Jawablah soal-soal berikut ini dengan singkat dan jelas!
1. 
Jelaskan, mengapa bagi Indonesia globalisasi itu dipandang penting?

2. 
Politik luar negeri RI bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Di manakah rumusan pokok kepentingan nasional itu dapat ditemukan?

3. 
Fungsi apakah yang harus diselenggarakan Pemerintah Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar l945?

4. 
Apakah pengertian politik luar negeri yang bebas dan aktif itu?

5. 
Jelakan peranan apakah yang dilakukan oleh Indonesia di dalam percaturan internasional?

Latihan V
I. 
Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. 
Semua orang mempunyai keinginan umum yang sama seperti hal-hal sebagai berikut, kecuali ...

a.
ingin dihormati 
b. 
ingin berprestasi
c. 
ingin kaya
d. 
ingin ditakuti

2. 
Potensi diri adalah ...

a. 
hasil yang telah dicapai, dilakukan, diperoleh atau dikerjakan

b. 
kemampuan yang dimiliki setiap pribadi (individu) untuk dikembangkan dalam berprestasi

c. 
sesuatu yang positif dan negatif

d. 
sesuatu yang tidak bisa berkembang

3. 
Sifat yang selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman tanpa berhenti untuk berkreasi dalam mencapai tujuan tanpa mengabaikan norma yang ada  dinamakan ...

a. 
optimis dan kegairahan semangat 
c. 
memiliki idealisme

b. 
dinamis dan kreatif
d. 
sikap ksatria

4. 
Jika harus bersaing seharusnya dimulai dengan hal-hal sebagai berikut, kecuali ...

a. 
berani memulai 


c. 
siap dana yang besar

b. 
fokus pada keunggulan


d. 
transformasi energi konkurensi

5. 
Ciri-ciri individu yang kurang percaya diri adalah sebagai berikut, kecuali ...

a. 
menyimpan rasa takut/ kekhawatiran terhadap penolakan 
c. 
mudah menyerah pada nasib
b. 
pesimis, mudah menilai segala sesuatu dari sisi negatif
d. 
kooperatif
6. 
Orang yang mempunyai potensi diri disebut juga ...

a. 
manusia unggul
b. 
manusia berbudi
c. 
manusia kuat
d. 
manusia kreatif

7. 
Prestasi seseorang akan semakin bermakna jika ...

a. 
dilandasi oleh keimanan yang kuat terhadap Tuhan YME 
c. 
didukung pleh kelompok
b. 
didukung oleh keluarga

d. 
didukung dana yang banyak

8. 
Taufik Hidayat, Susi Susanti dan Chris John adalah mereka yang berprestasi di bidang ...

a. 
seni
b. 
olah raga
c. 
musik
d. 
ilmu pengetahuan

9. 
Berikut ini merupakan tindakan yang kadang dianggap negatif, yang kadang-kadang dilakukan anak berbakat berbeda dengan teman lainnya, kecuali ...
a. 
bertanya secara kritis 


c. 
bahkan terkadang seperti melawan guru
b. 
meminta perhatian lebih

d. 
dapat memperlihatkan bakatnya

10. 
Berikut ini merupakan ciri-ciri manusia unggul, kecuali ...

a. 
Memiliki keimanan yang utuh.

b. 
Melaksanakan amal ibadah

c. 
Memiliki akhlak mulia, yang terdiri dari amanah, ikhlas,tekun, berdisiplin, bersyukur, sabar, dan adil

d. 
Memiliki rasa percaya diri yang berlebihan

II.
Jawablah secara singkat dan jelas !

1.
Jelaskan mengapa setiap orang mempunyai keinginan untuk berprestasi?

2. 
Mengapa setiap orang mempunyai prestasi yang berbeda satu dengan lainnya?

3. 
Mengapa seseorang harus berprestasi bagi keunggulan bangsanya ?

Latihan VI

1.   
Keyakinan yang diikuti menjalankan perintah Tuhan merupakan perwujudan dari .........

A.
rasa memiliki ajaran agama yang dianut

B.
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

C.
kepercayaan dan pengakuan adanya pencipta

D.
pengakuan bahwa manusia ciptaan Tuhan

2.   
Berikut ini adalah contoh perbuatan memperlakukan orang lain sesuai harkat, martabat dan derajatnya, kecuali ....

A.
tidak membeda-bedakan antar sesama manusia 
C.
tidak semena-mena terhadap orang lain

B.
mengembangkan sikap tenggang rasa
D.
mengutamakan kepentingan bersama

3.   
Ciri utama umat beragama yang bertenggang rasa adalah ........

A.
saling menghargai,dan membantu dalam kesulitan

B.
saling menghormati, menghargai dan bekerja sama

C.
saling membantu dalam kesulitan dan bekerja sama

D.
saling menghormati dan memiliki sifat individualisme

4.   
Pelaksanaan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari di antaranya adalah ketentuan yang menyatakan ..
A.
semua warga negara tidak kebal terhadap hukum

B.
memeluk agama adalah hak asasi yang paling hakiki

C.
cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara

D.
anggaran dan pendapatan belanja ditetapkan oleh Undang-Undang

5.   
Kedaulatan adalah.di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR termaktub dalam UUD 1945 pada ........

A.
Pasal,1 ayat 1 
C.
Pasal 3

B.
Pasal 1 ayat 2
D.
Pasal 4 ayat 1

6.   
Bila kita harus menerima ganti rugi, karena lahan yang digunakan untuk pembangunan, maka sebaiknya sebagai warga negara yang baik ........

A.
menerima ganti rugi yang menguntungkan

B.
patuh saja pada pemerintah walaupun kita rugi

C.
mempertahankan hak milik kita walaupun harus berjuang

D.
merelakannya dan menerima ganti rugi sesuai aturan pemerintah

7.   
Fathur berjualan koran untuk membiayai sekolahnya. Sikap ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila kelima, yaitu ....
A.
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
C.
tidak bergaya hidup mewah

B.
tidak bersikap boros

D.
suka bekerja keras

8.   
Bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Agar kemajuan tersebut berdampak positif, maka kita wajib mempertahankan faktor-faktor integratif bangsa seperti berikut ini, kecuali ........

A.
Sumpah pemuda 
C.
Pancasila dan UUD 1945

B.
Sumpah Prajurit
D.
Semboyan hidup Bhinneka Tunggal Ika

9.   
Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena jika kita membuang-buang waktu akan merugikan ........

A.
diri sendiri dan masa depan 
C.
bangsa dan negara

B.
diri sendiri dan masyarakat
D.
orang lain

10.   
Gotong royong mempunyai manfaat seperti berikut, kecuali ........

A.
menguntungkan negara 
C.
meringankan beban, waktu, dan biaya

B.
meringankan solidaritas dan rasa kekeluargaan
D.
mempertinggi ketahanan bersama

11.   
Pernyataan berikut ini adalah ciri-ciri warga negara yang setia pada bangsa dan negara, kecuali ........

A.
bekerja demi kepentingan pribadi 
C.
menaati peraturan masyarakat

B.
rela berkorban untuk bangsa dan negara
D. mencintai tanah air dan bangsa


12.   
Salah satu contoh kegiatan gotong royong dalam kehidupan bernegara antara DPR dengan Presiden adalah ........

A.
penetapan keputusan Presiden 
C.
pembuatan Undang-undang

B.
pengangkatan Menteri
D.
penyusunan RAPBN

13.   
Perhatikan beberapa jenis perilaku berikut ini ! 

(1) 
Selalu melakukan kegiatan nasional 

(2) 
Berbudi pekerti luhur 

(3) 
Selalu berbuat baik kepada orang lain 

Sikap / perilaku di atas merupakan ciri-ciri ........

A.
orang yang ingin dihargai orang lain 
C.
orang yang beriman dan bertakwa

B.
orang yang berilmu
D.
orang yang berpendidikan tinggi

14.   
Apabila kerja sama antarumat beragama terwujud dengan baik, maka tercipta kondisi berikut ini, kecuali ........

A.
ketenteraman lahir dan batin 
C.
keamanan dan ketertiban masyarakat

B.
keindahan dan kebersihan lingkungan
D.
ketahanan nasional yang mantap

15.   
Seseorang yang mampu menghindari perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, berarti telah melaksanakan kebersihan lingkungan dalam bidang ........

A.
hukum 
C.
keagamaan

B.
social
D.
kemasyarakatan

16.   
Karena kita menginginkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, maka kita sadar untuk mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma ........

A.
agama, kesusilaan, dan budaya 
C.
agama, budaya, dan hukum

B.
norma adat, norma sosial, norma agama
D. kesusilaan, budaya, dan hukum


17.   
Kebudayaan bangsa Indonesia yang beraneka ragam kita manfaatkan sebagai ........

A.
cerminan kebudayaan terpadu di Indonesia. 
C.
modal untuk membangun bangsa dan negara

B.
kekayaan daerah yang beraneka ragam
D.
gambaran bahwa kebudayaan.daerah banyak

18.   
Contoh seseorang yang memiliki harga diri dalam kehidupan sehari-hari adalah ........

A.
seseorang dinyatakan bersalah tetapi tidak diproses secara hukum

B.
polisi memberi tilang pengendara yang melanggar lalu lintas

C.
pencuri tertangkap masyarakat kemudian dipukul ramai-ramai

D.
menyelesaikan persoalan pelanggaran hukum di luar lembaga peradilan

19.   
Salah satu ciri sikap setia terhadap bangsa dan negara, antara lain ........

A.
bekerja keras untuk kemakmuran diri, keluarga, bangsa dan negara

B.
patuh dan taat pada aturan yang dapat memberikan kebahagiaan

C.
membela tanah air, bangsa dan negara apabila memperoleh penghargaan dari pemerintah

D.
menghormati pemerintah serta pemimpin yang menjadi kebanggaannya

20.   
Pentingnya kesetiaan terhadap bangsa dan negara, antara lain dapat ........

A.
menumbuhkan semangat hidup bagi diri, keluarga sebagai pahlawan bangsa

B.
menimbulkan kepuasan batin dengan predikat nasional yang diberikan orang .

C.
memberikan jaminan hari depan yang cerah dan fasilitas yang diperoleh

D.
mempertahankan keutuhan dan integrasi bangsa dan negara.

21.   
Perwujudan sikap rela berkorban seorang warga negara dalam mengisi kemerdekaan ialah dengan ........

A.
merelakan hak miliknya digunakan untuk kepentingan orang lain

B.
berjuang tanpa pamrih untuk kepentingan golongannya

C.
merelakan sebagian tanahnya untuk kepentingan masyarakat luas

D.
menciptakan lapangan kerja bagi golongan masyarakat kecil

22.   
Pengertian tanggung jawab yang dianut dalam demokrasi Pancasila adalah ........

A.
mempelajari keputusan yang dihasilkan 
C.
mengemukakan usul dan saran dalam rapat

B.
melaksanakan keputusan bersama dengan ikhlas
D.
mendukung usulan dalam suatu musyawarah

23.   
Bila keputusan dalam suatu musyawarah telah tercapai, maka sikap kita sebaiknya ........

A.
melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab 
C.
mengakui dan menerima dalam batas tertentu

B.
menerima dan menghormati pengambil keputusan
D.
mengakui dan memahami hasil keputusan

24.   
Menepati, memahami, dan tertib melaksanakan kesepakatan-kesepakatan nasional merupakan  makna dari ........

A.
ketahanan nasional 
C.
disiplin nasional

B.
wawasan nasional
D.
integrasi nasional

25.   
Tindakan berhati-hati dalam menggunakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan berarti telah melaksanakan prinsip hidup ........

A.
hemat 
C.
tepat

B.
cermat
D.
manfaat

26.   
Pola hidup sederhana dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga, antara lain dengan ........

A.
mengembangkan semangat dan rasa senasib dan sepenanggungan

B.
berusaha menghemat sumber alam tanpa merusak lingkungan

C.
membatasi penggunaan barang luar negeri yang memboroskan

D.
menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung di Bank

27.   
Dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita harus dapat mengendalikan diri, artinya ........

A.
mampu mengekang keinginan orang lain 
C.
mampu menahan dan mengendalikan diri

B.
mengakui dan menghormati hak orang lain
D.
mampu mengekang diri atas segala hawa nafsu

28.   
Makna sikap berkorban adalah ........

A.
menumbuhkan sikap mau bekerja keras 
C.
meningkatkan kemampuan hidup mandiri

B.
menumbuhkan sikap pengabdian yang tulus
D.
mengembangkan kepribadian yang mantap

29.   
Tina selalu datang ke sekolah tepat waktu karena ia memiliki sikap ........

A.
disiplin sosial 
C.
disiplin pribadi

B.
disiplin nasional
D.
disiplin keluarga

30.   
Di bawah ini merupakan contoh sikap atau perilaku pengendalian diri dalam lingkungan keluarga, kecuali ........

A.
menurut nasihat dan bimbingan dari orang tua

B.
hormat dan patuh terhadap nasihat orang lain

C.
mendidik keras dan tegas terhadap adik

D.
meluangkan waktu untuk turut membantu pekerjaan rumah

31.   
Salah satu aspek yang mendorong.kerukunan antar umat beragama di Indonesia  adalah ........

A.
ekonomis dan yuridis 
C.
historis dan kultural

B.
kekeluargaan dan gotong royong
D.
sosial dan filosofis

32.   
Contoh sikap hidup rukun antarumat beragama di Indonesia adalah ........

A.
menghormati umat agama lain saat melaksanakan ibadah

B.
memecahkan masalah keagamaan secara bersamaan

C.
bersama-sama mendirikan,organisasi keagamaan

D.
membatasi diri dalam pergaulan dengan pemeluk agama lain

33.   
Kerukunan antarumat beragama dapat tercipta apabila masing-masing pemeluk agama mampu ........

A.
mendalami agamanya dari agama orang lain

B.
memperhatikan semua kegiatan pemeluk agama lain

C.
bekerja sama dengan semua pemeluk agama dalam segala hal

D.
memahami agamanya dan dapat mengendalikan diri

34.   
Mendahulukan kewajiban daripada hak tergambar pada perbuatan berikut ini, yaitu ........

A.
mengerjakan soal ulangan dengan baik baru memperoleh nilai yang baik

B.
meminta uang jajan dahulu baru membantu orang tua

C.
menaati segala peraturan yang ada di sekolah

D.
menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik sesuai dengan kemampuan

35.   
Setiap warga negara berhak diperlakukan sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, hal ini dijamin dalam UUD 1945 ........

A.
pasal 28 
C.
pasal 27 ayat 2

B.
pasal 27 ayat I
D.
pasal 31

36.   
Yang tidak termasuk makna dari pasal 28 UUD 1945, yaitu ........

A.
semua warga negara boleh berserikat

B.
semua warga negara berhak menyampaikan pendapat

C.
semua warga negara boleh mengadakan pertemuan.

D.
semua warga negara memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu

37.   
Berikut ini yang bukan pengertian dari kedaulatan adalah ....

A.
lembaga tertinggi negara 
C.
kekuasaan tertinggi

B.
kemerdekaan sempurna
D.
merdeka dari pengaruh kekuasaan lain

38.   
Arti pentingnya kedaulatan bagi sesuatu negara adalah ........

A.
mengirimkan pelajar dan mahasiswa ke luar negeri 
C.
mempertahankan keutuhan bangsa dan negara

B.
dapat bekerja sama dengan negara lain.
D.
kemerdekaan suatu negara diakui negara lain

39.   
Salah satu tujuan pemilu di Indonesia adalah memilih ........

A.
anggota lembaga pemerintahan 
C.
anggota lembaga permusyawaratan

B.
anggota lembaga perwakilan
D.
memilih presiden dan wakil presiden

40.   
Setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat berhak memilih dan dipilih dalam pemilu, ini merupakan pengertian dari asas ........

A.
jujur 
C.
umum

B.
bebas
D.
langsung

41.   
Sistem ekonomi yang bertentangan dengan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, yaitu ........

A.
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

B.
bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara

C.
negara dan aparatur ekonomi negara bersifat dominan

D.
cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara

42.   
Dalam rangka mewujudkan kemakmuran bagi semua warga Indonesia, maka sikap yang perlu dihindari adalah ........

A.
ketimpangan pendapatan antara perseorangan maupun golongan

B.
pengelolaan hasil kekayaan alam dengan bantuan negara sahabat

C.
persaingan dalam pengelolaan hasil alam demi kepentingan rakyat

D.
pengembangan kebijaksanaan yang bertumpu pada perkoperasian

43.   
Sistem perekonomian yang mementingkan diri sendiri dan tidak memberi kemerdekaan serta kemakmuran bagi semua orang adalah sistem ekonomi ........

A.
etatisme 
B.
liberal
C.
sosialis
D.
komunis

44.   
Hak yang paling asasi adalah kebebasan memeluk agama yang diyakininya, karena bersumber pada martabat manusia sebagai ........

A.
makhluk Tuhan 
B.
makhluk individu
C.
makhluk politik
D.
makhluk sosial

45.   
Kita harus mensyukuri nikmat Tuhan itu setiap saat karena ........

A.
nikmat Tuhan itu tiada terhingga 
C.
nikmat Tuhan itu sering kali kita lupakan

B.
Tuhan maha pengasih dan penyayang
D.
nikmat Tuhan itu tidak pernah ada henti-hentinya

46.   
Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari hendaklah ........

A.
mengutamakan kewajiban 
C.
tidak perlu seimbang pelaksanaannya

B.
selaras, serasi dan seimbang
D.
mendahulukan hak dari pada kewajiban

47.   
Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, tetapi dalam pelaksanaannya banyak berdiri yayasan untuk menangani masalah tersebut, tujuannya adalah ........

A.
ingin diberi dana oleh pemerintah 
C.
meringankan beban pemerintah

B.
untuk memudahkan mencari dana
D.
menerapkan kasih sayang dan cinta sesama

48.   
Indonesia sangat kaya akan corak dan ragam budaya. Hal ini menggambarkan bahwa ........

A.
banyaknya tradisi yang beraneka ragam

B.
banyaknya suku bangsa di Indonesia

C.
kekayaan rohaniah yang harus dibanggakan

D.
kekayaan budaya bangsa menjadi modal dasar kebudayaan nasional

49.   
Unsur-unsur pembentuk kebudayaan ada pada diri manusia, seperti di bawah ini, kecuali ........

A.
rasa 
B.
cipta
C.
indera
D.
karsa

50.   
Sistem pemerintahan yang kedaulatan tertingginya ada di tangan rakyat, disebut ........

A.
demokrasi
B.
Oligark
C.
Monarki
D.
teokrasi

51.   
Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, salah satu contohnya. adalah ........

A.
pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus 
C.
Pancasila dan UUD 1945

B.
ketetapan dan keputusan MPR
D.
Undang-Undang

52.   
Yang bukan merupakan perwujudan dari kebiasaan hidup tertib dan patuh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah ........

A.
membayar pajak bumi dan bangunan 
C.
mematuhi peraturan lalu lintas

B.
membayar iuran televisi
D.
selalu menabung di bank

53.   
Hak DPR untuk.mengadakan perubahan terhadap suatu rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah disebut ........

A.
hak interpelasi 
B.
hak amandemen
C.
hak inisiatif
D.
hak budget

54.   
Keadilan distributif adalah ........

A.
setiap warga negara harus membayar pajak

B.
seorang wanita lebih halus bila dibandingkan dengan:pria

C.
sopir mendapatkan upah lebih besar dibandingkan dengan kernetnya

D.
setiap warga negara berhak mendapat pelajaran

55.   
Apabila cita-cita saya menjadi seorang dokter tercapai, maka saya akan ........

A.
melanjutkan kembali untuk mengambil spesialisasi 
C.
sanggup ditempatkan di mana saja

B.
menerima dengan bayaran dalam bentuk apapun
D.
membahagiakan keluarga

56.   
Salah satu pelaksanaan dari pasal 28 UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari adalah ........

A.
semua warga negara wajib menjunjung hukum

B.
semua warga negara dapat duduk dalam pemerintahan.

C.
semua warga negara berhak dan wajib membela negara

D.
semua warganegara berhak menyampaikan, pendapat

57.   
Kedaulatan keluar mengandung pengertian ........

A.
pemerintah mengatur kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain

B.
pemerintah dapat berhubungan dengan bangsa lain demi bangsa dan negara

C.
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara tidak dapat diganggu gugat

D.
kekuasaan tertinggi negara untuk melaksanakan fungsi pemerintahan

58.   
Salah satu asas pemilu di Indonesia adalah bersifat langsung yang artinya ........

A.
rakyat langsung menentukan pemerintahan yang diinginkan

B.
rakyat langsung bermusyawarah menentukan calon-calonnya

C.
rakyat mempunyai hak untuk langsung memberikan suaranya

D.
keinginan rakyat disalurkan secara langsung melalui pemilihan umum

59.   
Ciri umat beragama yang tidak taat beribadat, di antaranya ........

A.
memandang ibadat sebagai tradisi.semata 
C.
tidak meninggalkan ibadat selama hidupnya

B.
melaksanakan ibadat tepat waktu
D.
senantiasa meningkatkan kualitas ibadatnya

60.   
Akibat yang akan timbul apabila terjadi ketidakadilan dalam masyarakat adalah....

A.
meningkatnya tindak kriminal 
C.
menambah fakir miskin dan anak terlantar

B.
sulit mewujudkan kesejahteraan bersama
D.
membatasi persediaan kebutuhan pokok ra

Latihan VII
1.   
Salah satu contoh pelaksanaan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari adalah ......
A.
mengucapkan salam kepada teman-temannya 
C.
ibadah tepat waktu
B.
berdo'a pada waktu mau makan
D.
membantu dengan ikhlas kepada yang seagama

2.   
Setiap berangkat ke sekolah Ade Uju memakai sepatu buatan Cibaduyut dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

Perbuatan Ade Uju tersebut mencerminkan rasa bangga terhadap ........

A.
bahasanya 
C.
buatan daerahnya

B.
produksi sepatunya
D.
bangsa dan negaranya

3.   
Pak Ahmad selalu bekerja tepat waktu, apa yang dikerjakannya dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya. 

Pak Ahmad itu mencerminkan sosok orang yang bekerja ........

A.
keras 
C.
dengan sangat rajin

B.
tepat waktu
D.
sesuai dengan keahliannya

4.   
Ketua OSIS SLTP Sumberasih dalam pergaulannya tidak membedakan suku, agama, dan kekayaan terhadap teman-temannya. 

Perbuatan ketua OSIS tersebut menampilkan perilaku ........

A.
tenggang rasa 
C.
hormat menghormati

B.
sopan santun
D.
baik dan benar

5.   
Untuk mengisi jam pelajaran yang kosong. seluruh siswa mendapat tugas membersihkan ruangan dan halaman sekolahan bersama-sama. 

Kegiatan tersebut mencerminkan ........

A.
kerja lama 
C.
piket bersama

B.
gotong royong
D.
kerja keras

6.   
Sebaiknya kita harus memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat, derajat dan martabatnya dengan cara ........

A.
bersikap tak acuh terhadap orang lain

B.
membiarkan orang lain berbuat sekehendak hati

C.
saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah

D.
membiarkan orang lain untuk mengeluarkan pendapatnya sebebas-bebasnya.

7.   
Walaupun ibunya sedang sakit keras, anaknya itu tetap meminta izin kepada ibunya untuk berangkat ke sekolah, sikap tersebut mencerminkan ........

A.
menghargai orang tua 
C.
memohon restu ibunya

B.
menghargai ibunya
D.
rela berkorban

8.   
Untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara ........

A.
mempelajari dan memahami kesenian tradisional 
C.
mengakui keanekaragaman budaya daerah
B.
mengadakan pertukaran pemuda antar daerah
D.
mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing

9.   
Cinta tanah air merupakan perwujudan pengamalan Pancasila, sila ke ........

A.
Ketuhanan Yang Maha Esa 
C.
Persatuan Indonesia
B.
Kemanusiaan yang adil dan beradab
D.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

10.   
Keyakinan terhadap Tuhan YME memiliki makna ........

A.
percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa

B.
Memeluk salah satu agama

C.
percaya yang diiringi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

D.
kebebasan memeluk agama sesuai dengan pilihannya

11.   
Tujuan dibentuknya hukum di negara Indonesia di antaranya adalah agar ........

A.
yang kuat dapat melindungi yang lemah 
C.
yang pandai dapat memimpin yang adil
B.
dalam masyarakat terwujud rasa keadilan dan ketertiban
D.
di masyarakat terwujud keadilan

12.   
Contoh perilaku hidup sederhana dalam lingkungan keluarga di antaranya adalah ........

A.
berbelanja harus yang harganya murah 
C.
berbelanja sesuai dengan kebutuhan
B.
lampu tidak usah dinyalakan walaupun hari sudah gelap
D.
tidak usah memakai perhiasan

13.   
I.   
Hemat 
IV. 
Tidak bergaya hidup mewah

II.  
Cermat 
V.  
Tidak boros

III. 
Sehat 

Dari data di atas yang termasuk ciri-ciri hidup sederhana ditunjukkan pada nomor ........

A.
I, II, III, IV, V 
C.
I, III, IV, V

B.
II, III, IV, V
D.
I, II, IV, V

14.   
Tujuan adanya pembinaan kerukunan antar umat beragama adalah untuk ........

A.
meningkatkan persatuan dan kesatuan 
C.
menciptakan kesejahteraan hidup bangsa
B.
meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
D.
memperkokoh kehidupan beragama

15.   
Lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia berfungsi untuk ........

A.
menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada semua warga negara demi terciptanya kerukunan hidup.

B.
menampung segala perselisihan antar masyarakat bangsa dan negara

C.
menampung pendapat, saran, dan minat beragama demi terwujudnya kerukunan umat beragama.

D.
menyelesaikan masalah bersama yang tidak dapat diselesaikan sendiri-sendiri

16.   
Kesetiaan terhadap bangsa dan negara memiliki makna ........

A.
siap sedia memberikan bantuan kepada negara manapun bila diperlukan

B.
patuh, dan taat, serta tetap teguh hati mempertahankan bangsa dan negara sebagai tanah airnya.

C.
siap sedia mengisi fasilitas yang menjanjikan

D.
tetap teguh menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya karena ingin disebut pahlawan.

17.   
Bagi bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman perilaku setia kepada bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari adalah ........

A.
Pancasila 
C.
Penguasa negara

B.
Agama
D.
Adat dan budaya Indonesia

18.   
Perilaku hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari dapat dicontohkan sebagai berikut, kecuali ........

A.
mencuci tangan sebelum makan 
C.
mengenakan sandal agar kakinya bersih

B.
membuang sampah pada tempatnya
D.
menyapu lantai dan halaman setiap hari

19.   
Norma yang paling ampuh untuk menciptakan kebiasaan hidup bersih adalah norma.......

A.
agama 
C.
kesusilaan

B.
kesopanan
D.
budaya

20.   
Perilaku manusia yang dapat meningkatkan harkat, martabat, dan harga dirinya adalah manusia yang hidupnya ........

A.
sederhana 
C.
selalu mengalah

B.
malas-malasan
D.
pantang menyerah

21.   
Hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bersifat mutlak artinya hak tersebut ........

A.
dibatasi oleh orang lain 
C.
harus mengutamakan kepentingan diri sendiri
B.
hanya menguntungkan orang lain
D.
hanya bisa diterima oleh yang kuat saja

22.   
Disiplin perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara sejak dini, sebab disiplin merupakan ........

A.
modal pembangunan 
C.
kunci keberhasilan

B.
anjuran dari pemerintah
D.
cita-cita semua orang

23.   
Contoh perilaku disiplin siswa di sekolah adalah ........

A.
seluruh waktunya dihabiskan di sekolah 
C.
selalu tidak tepat waktu datang ke sekolah
B.
belajar terus tanpa mengenal istirahat
D.
membagi waktu dan memanfaatkannya secara tepat

24.   
Salah satu contoh perbuatan yang mencerminkan sikap patuh dan taat pada hukum adalah sebagai berikut ........

A.
menaati peraturan lalu lintas karena ada polisi 
C.
memiliki tanda bukti diri

B.
membantu orang yang tertimpa musibah
D.
membayar pajak tepat waktu

25.   
Contoh perbuatan yang tidak mencerminkan ketaatan dan kepatuhan dalam beribadah, diantaranya adalah ........

A.
membiasakan diri bersikap dan bertutur kata dengan baik

B.
melaksanakan sikap hidup sesuai dengan ketentuan

C.
bertingkah laku tidak sopan

D.
melaksanakan tindakan sesuai dengan aturan

26.   
Kemungkinan yang akan terjadi apabila tidak dapat mengendalikan dini akan terjadi ........

A.
persahabatan 
C.
kedamaian

B.
perselisihan
D.
kesejahteraan

27.   
Pengaruh positif, apabila seseorang taat beribadah adalah ........

A.
memiliki akhlak yang mulia 
C.
mengetahui berbagai macam ajaran agama
B.
memiliki harta yang berlimpah
D.
menambah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

28.   
Untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan beribadah sesuai agama masing-masing, maka kita harus ........

A.
memperjuangkan agama yang kita anut

B.
melaksanakan perintah dan larangan agama sesuai dengan situasi dan kondisi

C.
giat mempelajari agama dan ikut serta dalam kegiatan sosial

D.
selalu berdoa dan bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa

29.   
Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang hukum diatur dalam UUD 1945 ........

A.
pasal 27 ayat 1 
C.
pasal 28

B.
pasal 27 ayat 2
D.
pasal 30 ayat 1

30.   
Hak asasi yang sifatnya pribadi diatur di dalam UUD 1945 ........

A.
pasal 27 ayat 2 
C.
pasal 29 ayat 1

B.
pasal 28
D.
pasal 29 ayat 2

31.   
Salah satu ciri orang yang peduli akan hak dan kewajiban, adalah ........

A.
bertanggung jawab terhadap keselamatan bangsa 
C.
menerima masuknya budaya asing
B.
membiarkan hasil pembangunan
D.
menuntut hak yang harus kita terima


32.   
Di bawah ini merupakan contoh sikap keseimbangan antara hak dan kewajiban ........

A.
mengeluarkan pendapat dengan berunjuk rasa

B.
kita berhak menggunakan jalan raya, dan kewajiban kita adalah mematuhi peraturan lalu lintas.

C.
membantu orang yang terkena bencana alam, agar suatu saat kita juga ada yang membantu.

D.
pemerintah mempunyai tugas mencerdaskan bangsa, dan kita wajib menyumbang pelaksanaan pendidikan.

33.   
Pelanggaran terhadap peraturan, artinya ........

A.
merugikan kepentingan umum 
C.
menandakan bahwa kita dapat berbuat sekehendak hati
B.
merugikan diri kita sendiri
D.
merugikan diri kita sendiri dan kepentingan umum
34.   
Manfaat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat bagi diri sendiri antara lain ........

A.
memberikan jalan yang menguntungkan yang mungkin timbul belakangan

B.
mendapat penghargaan dan pujian dari masyarakat setempat

C.
mendatangkan kepuasan batin yang tak ternilai harganya

D.
mendatangkan kepercayaan dari masyarakat sekitar

35.   
Salah satu tindakan positif seorang siswa yang tahu tentang kedudukan hukum, ialah ........

A.
tahu tentang hukum tata negara 
C.
turut serta dalam berbagai kegiatan

B.
masuk menjadi anggota Polri
D.
menaati peraturan lalu lintas.

36.   
Manfaat ditumbuhkannya kesadaran hukum dalam masyarakat, adalah ........

A.
terbina kebahagiaan keluarga 
C.
terciptanya kesejahteraan masyarakat

B.
tercipta ketenteraman hidup bermasyarakat
D.
terjamin kebebasan yang mutlak

37.   
Pengertian keadilan sosial adalah keadilan yang ........

A.
merata di dalam berbagai bidang kehidupan

B.
berlaku di segala bidang

C.
berlaku di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara merata berdasarkan asas kekeluargaan

D.
harus dinikmati oleh seluruh bangsa, dan tidak berat sebelah

38.   
Makna keadilan sosial dalam bidang pendidikan dan pengajaran adalah ........

A.
memperoleh pendidikan sesuai dengan kemauan dan kemampuan

B.
adanya kesempatan belajar bagi siapa saja tanpa perbedaan

C.
terdapatnya kesempatan pendidikan bagi siapa raja yang berkeinginan

D.
memberikan kesempatan kepada mereka yang belum memperoleh pendidikan

39.   
Salah satu sikap membina dan menegakkan rasa keadilan, adalah ........

A.
pemeliharaan kesehatan dan pendidikan 
C.
warganegara dapat menikmati kebudayaan

B.
masyarakat tidak main hakim sendiri
D.
rakyat dapat mengembangkan kebudayaan.

40.   
Contoh sikap perilaku yang mencerminkan nilai keadilan di lingkungan sekolah adalah ........

A.
bekerja bersama masyarakat dalam pembangunan 
C.
giat belajar, dan menabung
B.
suka bekerja keras, hormat dan patuh pada orang tua
D.
memberikan bea siswa pada siswa yang berbakat.

41.   
Aspek historis yang melandasi kerukunan antar umat beragama, adalah ........

A.
persamaan nasib dan cita-cita 
C.
karena satu bangsa

B.
mendiami wilayah yang sama
D.
karena persamaan bahasa

42.   
Bukti bahwa kerukunan antar umat beragama sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit, adalah dapat hidup ....

A.
berdampingan antar pemeluk agama Hindu dan Budha

B.
berdampingan antara pemeluk agama Budha dan Hindu Syiwa

C.
rukun antara pemeluk agama Islam dan agama Hindu

D.
berdampingan antara umat Islam dengan penganut kepercayaan

43.   
Tri kerukunan hidup beragama meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali ........

A.
antar umat beragama dengan pemerintah 
C.
sesama umat beragama

B.
antara pemerintah dengan luar negeri
D.
antar umat beragama

44.   
Berikut ini merupakan contoh cara-cara untuk mengembangkan sikap rukun antar umat beragama, kecuali ........

A.
bersikap fanatik pada agama sendiri
C.
tidak menghina agama dan kepercayaan orang lain
B.
mendalami agama yang kita yakini
D.
mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama

45.   
Negara Kesatuan Republik Indonesia menentukan urusannya sendiri, baik ke dalam maupun keluar, sehingga hal ini disebut sebagai negara ........

A.
Kesatuan 
C.
Demokrasi

B.
Berdaulat
D.
Berkuasa penuh

46.   
Perbedaan kedaulatan raja dengan kedaulatan rakyat, di antaranya adalah ........

A.
kepala negara dalam kedaulatan raja berdasarkan keturunan, sedangkan kedaulatan rakyat kepala negara dipilih oleh rakyat

B.
dalam kedaulatan raja kepala negara berkuasa seumur hidup, sedang dalam kedaulatan rakyat kepala negara kekuasaannya tidak terbatas

C.
kedaulatan raja berdasarkan umur, sedangkan kedaulatan rakyat berdasarkan keturunan

D.
kedaulatan raja berbentuk kerajaan sedangkan kedaulatan rakyat berbentuk absolut

47.   
Kedaulatan yang dianut oleh negara kita, adalah kedaulatan ........

A.
Raja dan Negara 
C.
Hukum dan Tuhan

B.
Tuhan dan Rakyat
D.
Rakyat dan Hukum

48.   
Kekuasaan negara untuk mengatur dan menentukan nasib rakyatnya disebut  kedaulatan ........

A.
ke luar 
C.
rakyat

B.
ke dalam
D.
negara

49.   
Pengertian kesanggupan diri adalah ........

A.
kesediaan untuk melakukan sesuatu

B.
sikap yang menunjukkan kesediaan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki

C.
kemampuan kita untuk melakukan sesuatu

D.
mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan pekerjaan

50.   
Modal dasar pembangunan, di antaranya adalah ........

A.
sumber daya alam yang beraneka ragam 
C.
wilayah yang bercirikan kepulauan dan kedaulatan
B.
jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa
D.
kedudukan dan sosial budaya

51.   
Di bawah ini adalah salah satu contoh yang menunjukkan sikap kesanggupan diri, kecuali ........

A.
disiplin
C.
bersemangat

B.
bekerja keras
D.
cepat putus asa

52.   
Peran serta kita dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungan masyarakat, ialah ........

A.
membangun sekolah bersama masyarakat 
C.
mempertahankan dan menjaga martabat bangsa
B.
menjaga nama baik keluarga
D.
gemar menabung
53.   
Makna pelaksanaan Pemilu yang jurdil bertujuan untuk memilih ........

A.
wakil-wakil rakyat 
C.
partai politik

B.
anggota KPU
D.
penyelenggara pemerintahan

54.   
Peran serta siswa SLTP dalam pelaksanaan Pemilu, adalah ........

A.
ikut dalam penghitungan suara 
C.
menjaga keamanan dan ketertiban jalannya Pemilu
B.
mewakili orang lain dalam memberikan suaranya
D.
ikut menentukan jalannya Pemilu

55.   
Setiap warga negara dalam Pemilu bebas menentukan pilihannya, hal ini sejalan dengan asas ........

A.
jurdil 
C.
bebas

B.
langsung
D.
rahasia

56.   
Peran serta warga negara dalam pembangunan ekonomi yang sejalan dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 adalah ........ 

A.
membuka toko pribadi 
C.
menjadi anggota partai

B.
mengikuti arisan di lingkungan masyarakat
D.
menjadi anggota koperasi

57.   
Monopoli dalam sistem perekonomian di negara kita harus dicegah, kecuali ........

A.
menciptakan perekonomian tidak stabil 
C.
menambah kemiskinan dan pengangguran
B.
menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat
D.
menimbulkan ketergantungan kepada negara lain

58.   
Sistem perekonomian yang tidak sejalan dengan pasal 33 ayat I UUD 1945, adalah ...

A.
adanya Kantor Perdagangan Negara 
C.
berdirinya 3PR

B.
berdirinya Kantor Perbendaharaan Negara
D.
berdirinya Bank Muamalat

59.   
Pemerintah untuk memberantas sistem ijon, rentenir, dan lintah dapat, dengan cara ....

A.
mendirikan BUUD dan KUD 
C.
memberdayakan bank keliling

B.
mendirikan bank dan pertokoan
D.
mendirikan pasar

60.   
Warga negara yang tidak mempunyai hak pilih dalam Pemilu, adalah ........

A.
sudah menikah 
C.
terdaftar dalam daftar pemilih

B.
berumur 17 tahun ke atas
D.
sedang terganggu ingatannya

Latihan VIII
1.   
Prilaku yang didasari keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah adalah ........

A.
mengikuti pelajaran dengan tekun dan rajin

B.
mendengarkan nasihat guru sewaktu mengalami kesulitan

C.
berdoa sebelum dan sesudah belajar

D.
menganjurkan untuk menggunakan produksi dalam negeri.

2.   
Sikap warga negara yang bangga bertanah air Indonesia adalah ........

A.
bangga menggunakan barang-barang produksi luar negeri

B.
bangga menggunakan barang-barang produksi dalam negeri

C.
menganggap produksi luar negeri lebih bagus daripada produksi dalam negeri

D.
menganjurkan untuk menggunakan produksi dalam negeri

3.   
Contoh bekerja keras dalam kehidupan keluarga dapat dilihat di bawah ini ........

A.
membuat kita disenangi oleh anggota masyarakat

B.
memperlancar seluruh kegiatan di lingkungan

C.
giat membantu orang tua setiap hari dalam mencari nafkah

D.
belajar, membantu orang tua dan beribadah

4.   
Sikap tenggang rasa dalam kehidupan masyarakat sangat penting dibina karena dapat .......

A.
membuat kita disenangi oleh anggota masyarakat 
C.
menciptakan masyarakat yang mematuhi peraturan
B.
memperlancar seluruh kegiatan di lingkungannya
D.
menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis.

5.   
Sebagai warga negara yang beragama memiliki harkat dan martabat yang sama, untuk itulah perlu dikembangkan sikap ........

A.
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 
C.
tidak sewenang-wenang terhadap orang lain
B.
dapat bergaul dengan orang yang kita senangi
D.
selalu mengikuti keinginan dari orang tua

6.   
Peristiwa 28 oktober 1928 merupakan suatu landasan yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan bangsa indonesia yaitu ........

A.
timbulnya semangat juang para pemuda 
C.
menetapkan rasa kebersamaan dalam berorganisasi
B.
merupakan organisasi perintis perjuangan bangsa
D.
tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

7.   
Contoh perilaku rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari di sekolah antara lain ........

A.
membela teman yang lagi berkelahi

B.
menyisihkan uang saku / jajan untuk membantu korban bencana alam

C.
mengganti uang teman yang dipinjam

D.
mengakui kesalahan sendiri di depan umum

8.   
Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk ........

A.
memeluk agama dan menjalankan ibadah 
C.
memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak
B.
mengeluarkan pendapat dan berorganisasi
D.
membela dan mempertahankan Negara

9.   
Salah satu wujud kesadaran hukum yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah  adalah ........

A.
rajin dan tekun belajar 
C.
selalu mengerjakan tugas dari guru

B.
aktif dalam semua kegiatan OSIS
D.
mentaati peraturan tata tertib sekolah

10.   
Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) 
menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung 

(2) 
mengurangi kebutuhan hidup sehari-hari 

(3) 
dapat memanfaatkan sesuatu yang dimiliki 

(4) 
menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan 

(5) 
membudayakan hidup yang bersifat konsumtif 

(6) 
membiasakan hidup wajar sesuai dengan kemampuan 

Dari pernyataan tersebut di atas yang sesuai dengan pola hidup sederhana adalah ........

A.
1, 3 dan 6 
C.
2, 5 dan 6

B.
1, 2 dan 4
D.
3, 4 dan 5

11.   
Menjalin hubungan kerja sama antar bangsa bertujuan untuk ........

A.
memperkuat pertahanan negara 
C.
meningkatkan pendapatan negara

B.
menciptakan perdamaian dunia
D.
menambah devisa negara

12.   
Kerjasama antara Indonesia dan Jepang bersifat ........

A.
Regional 
C.
Internasional

B.
Bilateral
D.
Multilateral

13.   
Sikap warga Negara yang setia terhadap pembangunan nasional adalah ........

A.
mau bekerja meskipun tidak diberi uang 
C.
tidak bersedia bekerja ditempat terpencil
B.
menyerahkan sebagian kekayaannya
D.
selalu bekerja keras sesuai kemampuan

14.   
Salah satu contoh kebiasaan hidup bersih dan sehat yang dilakukan siswi di sekolah  adalah ........

A.
duduk di kelas dengan tertib dan rapi 
C.
membuang sampah pada tempatnya

B.
mengucapkan salam apabila masuk kelas
D.
mengecat dinding kelas

15.   
Seseorang dikatakan bersikap bersih menurut aturan agama apabila ........

A.
perbuatan sesuai dengan ucapan 
C.
terhindar dari berbagai penyakit

B.
selalu menjaga kebersihan diri
D.
jujur dalam ucapan dan perbuatan

16.   
Contoh menjaga harga diri dalam pergaulan adalah ........

A.
berpenampilan baik di hadapan umum 
C.
selalu tenang dalam menghadapi masalah
B.
menepati janji yang telah dibuat
D.
memiliki percaya diri yang tinggi

17.   
Sikap disiplin sangat diperlukan bagi seseorang, contohnya antara lain ........

A.
dapat mengerjakan tugas dengan baik 
C.
hasil pekerjaan sangat memuaskan
B.
melaksanakan tugas sesuai ketentuan
D.
mengerjakan tugas sesuai dengan kemauan

18.   
Pengendalian diri dalam kehidupan masyarakat harus dibina karena dapat menciptakan kehidupan yang ........

A.
aman, tentram, seimbang 
C.
selaras, sejahtera, seimbang

B.
tenang, sejahtera, bahagia
D.
adil, makmur, sentosa

19.   
Salah satu contoh pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari adalah ........

A.
membeli sesuatu sesuai keinginan 
C.
tidak memakai perhiasan berlebihan

B.
mengikuti gaya hidup orang lain
D.
memberikan sesuatu kepada orang lain

20.   
Di bawah ini merupakan perbuatan yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma atau peraturan yang berlaku ........

A.
menyisihkan uang untuk ditabung 
C.
membayar pajak tepat pada waktunya
B.
menolong orang yang sedang kesulitan
D.
memakai helm saat mengendarai motor karena takut ditilang
21.   
Yang bertugas dalam memutuskan perkara di pengadilan adalah ........

A.
Hakim 
C.
Pengacara

B.
Jaksa
D.
Polisi

22.   
Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal ........

A.
26 
C.
28 ayat (1)

B.
27 ayat (1)
D.
29 ayat (1)

23.   
Hak Warga negara dalam bidang politik berdasarkan UUD 1945 adalah ........

A.
menjadi anggota koperasi 
C.
mendirikan sekolah

B.
membela Negara
D.
berserikat dan berkumpul

24.   
Warga negara Indonesia yang baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban ditunjukan dengan prilaku di bawah ini .....
A.
menuntut hak terlebih dahulu daripada kewajiban 
C.
kewajiban dan hak dilakukan secara bergiliran
B.
mendahulukan hak daripada kewajiban
D.
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

25.   
Diantara norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat yang memiliki sangsi yang paling tegas adalah ........

A.
Agama 
C.
Hukum

B.
Kesusilaan
D.
Kesopanan

26.   
Patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam masyarakat berarti kita ........

A.
mematuhi hukum yang berlaku 
C.
menghayati setiap Undang-undang

B.
memahami tata tertib masyarakat
D.
membuat hukum masing-masing

27.   
Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 

(1) 
menuruti nasehat orang tua
(4) 
membayar pajak pada waktunya
(2) 
mematuhi rambu-rambu lalu lintas 
(5) 
berpakaian secara sopan
(3) 
minta maaf jika melakukan kesalahan 
(6) 
membuang sampah pada tempatnya

Pada pernyataan di atas contoh perbuatan yang sesuai norma hukum adalah ........

A.
1, 3 dan 5 
C.
2, 3 dan 6

B.
1, 2 dan 6
D.
3, 5 dan 6

28.   
Perbuatan yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di sekolah adalah ........

A.
menata pekarangan sekolah sesuai anjuran guru

B.
mengunjungi perpustakaan setiap hari

C.
mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan

D.
memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki sekolah

29.   
Salah satu contoh sikap rukun antara umat beragama adalah ........

A.
bersama-sama mendirikan organisasi keagamaan

B.
beribadah secara bersama-sama

C.
memecahkan masalah agama bersama-sama

D.
menghormati umat beragama lain yang sedang beribadah

30.   
Cara membina kerukunan hidup antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara ........

A.
mengendalikan diri dan menumbuhkan sikap saling menghormati antar umat beragama

B.
meningkatkan keimanan masing-masing pemeluk agama

C.
menumbuhkan rasa percaya diri antar pemeluk agama

D.
ikut merasakan musibah yang dialami umat beragama

31.   
Kedaulatan ke dalam suatu negara berarti bahwa negara tersebut bebas ........

A.
membantu negara lain 
C.
mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain
B.
mengakui kemerdekaan bangsa lain dan negara lain
D.
membentuk pemerintahan sendiri

32.   
Yang merupakan ciri-ciri dari teori kedaulatan rakyat adalah ........

A.
adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan 
C.
pemimpin pemerintahan dianggap dewa

B.
hukum merupakan sesuatu yang tertinggi
D.
kepala pemerintahan adalah seorang raja

33.   
Kedaulatan yang dianut R.I seperti tercermin dalam 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah ........

A.
kedaulatan rakyat 
C.
kedaulatan Tuhan

B.
kedaulatan Negara
D.
kedaulatan pemerintahan

34.   
Contoh peran serta masyarakat dalam pemerintahan adalah ........

A.
membantu petugas sensus penduduk untuk mendata penduduk

B.
melaksanakan siskamling

C.
membentuk karang taruna

D.
memelihara satwa langka yang dilindungi negara

35.   
Makna kesanggupan diri berperan serta dalam pembangunan adalah ........

A.
kesediaan dalam mengisi pembangunan

B.
kesediaan membantu pemerintahan dalam mensukseskan pembangunan nasional

C.
kesediaan dan kemampuan berperan serta dalam pembangunan

D.
kesediaan dan kepercayaan pada diri sendiri terhadap pembangunan nasional

36.   
Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan ........

A.
yang merata di seluruh tanah air serta dapat dirasakan oleh rakyat

B.
dari, oleh dan untuk rakyat yang meliputi semua aspek kehidupan

C.
manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya

D.
berencana dan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat

37.   
Di bawah ini yang bukan termasuk Trilogi pembangunan adalah ........

A.
delapan jalur pemerataan pembangunan nasional 
C.
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

B.
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
D.
stabilitas nasional yang cukup tinggi

38.   
Salah satu syarat dipilih dalam pemilu adalah ........

A.
Warga negara asli bukan keturunan

B.
Pendidikan minimal S 1

C.
WNI yang telah berusia 21 tahun dan bertaqwa pada Tuhan YME

D.
bertempat tinggal di Indonesia

39.   
Sistem pemilu yang dilaksanakan pada pemilu 2004 adalah ........

A.
proporsional perwakilan berimbang 
C.
daftar calon tertutup

B.
distrik
D.
demokrasi

40.   
Berperan serta dalam pemilu dapat diwujudkan dengan cara ........

A.
menggunakan hak pilihnya dengan baik 
C.
mengakui hasil pemilu

B.
menghormati hak-hak pemilih dengan baik
D.
mengamati pelaksanaan pemilu

41.   
Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan UUD adalah ........

A.
memberikan kebebasan bersaing kepada masyarakat

B.
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

C.
pemusatan kekuatan ekonomi pada rakyat banyak

D.
usaha bersama dikuasai negara sepenuhnya

42.   
Tata kehidupan perekonomian Indonesia menurut pasal 33 ayat 1 harus berdasarkan atas asas ........

A.
ekonomi pasar bebas 
C.
kapitalisme

B.
kekeluargaan
D.
Etatisme

43.   
Contoh perbuatan yang menggambarkan prinsip keadilan adalah ........

A.
memberikan sesuatu sama besar sesuai jenis kelaminnya

B.
seorang ayah memberikan uang jajan anaknya sama rata

C.
memberikan upah sama besarnya pada setiap karyawan

D.
memberikan upah sesuai dengan pekerjaannya

44.   
Sukses tidaknya pembangunan nasional tergantung pada ........

A.
segenap masyarakat Indonesia
C.
masyarakat

B.
Negara
D.
pemerintah

45.   
Bentuk usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah ........

A.
PT 
C.
Koperasi

B.
Perum
D.
CV

Latihan IX
1.   
Melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya termasuk pengertian ........

A.
iman 
C.
ibadah

B.
taqwa
D.
Islam

2.   
Sikap warga negara yang bangga bertanah air Indonesia adalah ........

A.
bangga menggunakan barang-barang produksi luar negeri

B.
bangga menggunakan barang-barang produksi dalam negeri

C.
menganggap produksi luar negeri lebih bagus daripada dalam negeri

D.
menganjurkan untuk menggunakan produksi dalam negeri

3.   
Contoh perilaku sebagai seorang pelajar adalah ........

A.
bekerja keras tanpa mengenal waktu

B.
belajar dengan baik ketika akan menghadapi ulangan

C.
belajar dengan teratur, mengerjakan PR, datang ke sekolah tepat waktu

D.
belajar berkelompok karena akan menghadapi ujian nasional

4.   
Sikap tenggang rasa dalam kehidupan beragama antara lain ........

A.
menghormati orang lain yang sedang melaksanakan ibadah

B.
beribadah bersama dengan penganut agama lain

C.
menyuruh orang lain untuk melaksanakan ibadah

D.
umat non-muslim ikut berpuasa di bulan Ramadhan

5.   
Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1) 
Beban berat menjadi ringan
(4) 
Pekerjaan akan cepat selesai
(2) 
Menghormati hak dan kewajiban orang lain
(5) 
Masalah dapat diselesaikan
(3) 
Mempererat rasa kekeluargaan 
 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan makna gotong royong adalah ........

A.
1 - 2 - 3 
C.
1 - 3 - 4

B.
2 - 3 – 5
D.
2 - 4 - 5

6.   
Si Badu malu bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain karena tindakan itu ........

A.
akan merugikan dirinya 
C.
tidak menghargai harkat, martabat, dan derajat manusia
B.
akan merugikan orang lain
D.
akan merugikan lingkungannya

7.   
Senjata yang ampuh dalam mengusir penjajah dan berhasil dalam memproklamasikan kemerdekaan adalah ........

A.
semangat yang tinggi dari bangsa, Indonesia 
C.
tinggi rasa persatuan dan kesatuan

B.
senjata bambu runcing yang ditakuti penjajah
D.
banyaknya jumlah para pejuang bangsa

8.   
Perilaku yang mewujudkan rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari adalah ........

A.
senang membantu orang lain 
C.
membantu pekerjaan orang tua
B.
menengok orang yang sakit
D.
merelakan sebagian tanahnya untuk pelebaran jalan

9.   
Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menjamin setiap penduduk untuk ........

A.
memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing

B.
mengeluarkan pendapat dan berorganisasi

C.
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak

D.
memperoleh pendidikan dan pengajaran

10.   
Melangkahi orang tua yang sedang duduk merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ........

A.
ajaran agama yang dianut 
C.
norma hukum

B.
norma kesopanan
D.
norma kesusilaan

11.   
Berikut ini merupakan ciri-ciri dari kesederhanaan, kecuali ........

A.
hidup cermat 
C.
hidup kikir

B.
hidup hemat
D.
tidak bergaya hidup mewah

12.   
Sikap yang perlu dikembangkan untuk menunjukkan kerja sama antarumat beragama adalah ........

A.
tidak mengganggu umat beragama lain yang sedang beribadah

B.
mau bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam beribadah

C.
bersedia mengembangkan ajaran agama lain

D.
membangun tempat beribadah bersama-sama

13.   
Pernyataan di bawah ini merupakan pernyataan akan kesetiaan pada bangsa dan negara, kecuali ........

A.
cinta dan rela membela tanah air dan bangsa

B.
patuh dan taat dalam melaksanakan peraturan yang berlaku

C.
bekerja keras untuk kemakmuran diri sendiri dan keluarganya

D.
memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas bangsa dan negara

14.   
Seseorang yang mampu menjaga nama baik dengan selalu menaati peraturan yang berlaku berarti telah melaksanakan ketaatan dalam bidang ........

A.
hukum 
C.
keagamaan

B.
sosial
D.
kemasyarakatan

15.   
Hak dasar atau hak pokok yang dimiliki sejak lahir dan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengertian dari ........

A.
hak kebebasan manusia 
C.
hak dan kewajiban manusia

B.
hak azasi manusia
D.
kewajiban manusia

16.   
Salah satu contoh pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari adalah ........

A.
membela sesuatu sesuai dengan keinginan 
C.
mengikuti gaya hidup mewah orang lain
B.
tidak memakai perhiasan yang berlebihan
D.
memberikan sesuatu pada orang lain dengan senang hati

17.   
Setiap warga negara dituntut ikut berpartisipasi dalam usaha pembangunan. Seorang siswa dikatakan ikut berpartisipasi dalam pembangunan seandainya ........

A.
ikut bekerja bakti membersihkan jalan 
C.
datang ke sekolah tepat waktu
B.
selalu mengikuti upacara bendera
D.
belajar dengan baik dan teratur serta mematuhi tata tertib

18.   
Pernyataan di bawah ini yang merupakan contoh perilaku rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari, kecuali ........

A.
menyisihkan waktu untuk membantu orang tua

B.
selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi

C.
selalu membela teman yang sedang berkelahi

D.
selalu membayar pajak tepat pada waktunya

19.   
Sikap siswa yang menampilkan perilaku disiplin dalam lingkungan sekolah adalah ........

A.
selalu mengikuti darmawisata yang diadakan sekolah

B.
datang ke sekolah tepat waktu dan mematuhi tata tertib sekolah

C.
selalu menghargai teman sekolah

D.
menjaga nama baik sekolah

20.   
Contoh perbuatan yang menunjukkan pengendalian diri dalam bidang ekonomi adalah .......

A.
membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan 
C.
senang mentraktir teman di sekolah

B.
menggunakan uang jajan semuanya
D.
senang berbelanja di supermarket

21.   
Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1) 
Ketika membawa kendaraan, selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

(2) 
Membeli barang sesuai dengan kemampuan.

(3) 
Memberi bantuan sesuai dengan kemampuan.

(4) 
Datang ke sekolah selalu tepat waktu.

(5) 
Bergotong royong membuat saluran air.

(6) 
Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan di atas yang sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku adalah ........

A.
1 - 3 - 6 
C.
1 - 3 - 5

B.
2 - 4 – 5
D.
1 - 4 - 6

22.   
Penegak hukum yang bertugas mengajukan tuntutan hukum adalah ........

A.
hakim 
C.
kepolisian

B.
jaksa
D.
polisi

23.   
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia mengenai usaha pembelaan negara terdapat dalam ........

A.
pasal 29 UUD 1945 
C.
pasal 31 UUD 1945

B.
pasal 30 UUD 1945
D.
pasal 32 UUD 1945

24.   
Hak dan kewajiban, warga negara Indonesia diatur dalam pasal ........

A.
27 sampai dengan pasal 34 
C.
31 sampai dengan pasal 24

B.
26 sampai dengan pasal 30
D.
18 sampai dengan pasal 34

25.   
Contoh perilaku warga masyarakat yang memperhatikan keterlaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam bermasyarakat di antaranya, kecuali ........

A.
taat membayar pajak 
C.
main hakim sendiri

B.
turut menjaga keamanan lingkungan
D.
menghargai orang lain

26.   
Patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam masyarakat berarti kita ........

A.
mematuhi hukum yang berlaku 
C.
menghargai setiap undang-undang

B.
memahami tata tertib masyarakat
D.
membuat hukum masing-masing

27.   
Contoh perbuatan yang mematuhi peraturan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat adalah ........

A.
menyisihkan uang untuk ditabung 
C.
menolong orang yang sedang kesusahan

B.
memakai helm saat berkendaraan
D.
selalu berhemat

28.   
Contoh perilaku siswa yang mematuhi peraturan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah adalah ........

A.
tidak mengenakan atribut sekolah

B.
selalu menggunakan uang SPP untuk keperluan sendiri

C.
menyontek ketika ulangan

D.
selalu mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan

29.   
Salah satu contoh sikap rukun antarumat beragama adalah ........

A.
beribadah bersama-sama 
C.
menghormati umat beragama lain yang sedang beribadah
B.
memecahkan masalah agama
D.
bersama-sama mendirikan organisasi keagamaan

30.   
Cara meningkatkan kerukunan hidup antarwarga negara yang berbeda-beda adalah ........

A.
meningkatkan keimanan masing-masing pemeluk agama

B.
menumbuhkan rasa percaya diri antarpemeluk agama

C.
mengendalikan diri dan menumbuhkan sikap saling menghormati antarumat beragama

D.
mengikuti upacara ibadah agama

31.   
Kedaulatan dalam suatu negara berarti bahwa negara tersebut bebas ........

A.
membantu negara lain yang menghendakinya

B.
mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain

C.
membentuk pemerintahan sendiri

D.
mengakui kemerdekaan bangsa dan negara lain

32.   
Ciri dari teori kedaulatan rakyat adalah ........

A.
hukum merupakan sesuatu yang tertinggi 
C.
kepala pemerintahan adalah seorang raja

B.
adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan
D. 
pemimpin pemerintahan dianggap dewa


33.   
Kedaulatan yang dianut negara kesatuan Republik Indonesia adalah kedaulatan ........

A.
rakyat 
C.
Tuhan

B.
Negara
D.
pemerintahan

34.   
Contoh bentuk dari peran serta masyarakat dalam pemerintahan adalah ........

A.
melaksanakan Siskamling

B.
membentuk karang taruna

C.
memelihara satwa langka yang dilindungi negara

D.
membantu petugas sensus penduduk untuk mendata jumlah penduduk

35.   
Kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu disebut ........

A.
kesanggupan diri 
C.
kemauan diri

B.
kesadaran diri
D.
kehendak diri

36.   
Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan ........

A.
bangsa yang adil dan makmur

B.
rakyat yang berkeadilan sosial

C.
manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya

D.
masyarakat yang gemah ripah dan berkeadilan

37.   
Bukan merupakan unsur Trilogi Pembangunan Nasional adalah ........

A.
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di seluruh Indonesia

B.
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

C.
kemajuan antar kota dan desa secara merata

D.
stabilitas nasional yang sehat dan merata

38.   
Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1) 
Warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. 

(2) 
Terdaftar dalam Panitia Pemilihan. 

(3) 
Pendidikan terendah-rendahnya SLTA atau sederajat. 

(4) 
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(5) 
Cakap berbicara, membaca, dan menulis bahasa Indonesia. 

(6)
Serendah-rendahnya berusia 21 tahun atau lebih.

Dari pernyataan di atas, yang termasuk syarat untuk dapat dipilih dalam Pemilu adalah ........

A.
1, 2, 3, 4, dan 5 
C.
2, 3, 4, 5, dan 6

B.
1, 3, 4, 5, dan 6
D.
1, 2, 3, dan 6

39.   
Sistem pemilihan yang digunakan di Indonesia adalah ........

A.
proporsional dengan daftar calon terbuka 
C.
sistem multipartai

B.
proporsional dengan daftar calon tertutup
D.
sistem distrik

40.   
Peran serta siswa dalam Pemilu antara lain diwujudkan dengan cara ........

A.
mengikuti rapat di desa 
C.
beramai-ramai datang ke tempat Pemilu dan TPS
B.
ikut kampanye partai
D.
menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu berlangsung

41.   
Sistem perekonomian di Indonesia yang berdasarkan azas kekeluargaan merupakan penjabaran dari UUD 1945 ....

A.
pasal 31 
C.
pasal 33

B.
pasa1 32
D.
pasal 34

42.   
Makna yang terkandung dari pasal 33 UUD 1945 antara lain ........

A.
penguasaan atas sumber kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

B.
produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara

C.
pihak swasta baik dalam maupun luar negeri diberikan kebebasan dalam berusaha

D.
badan usaha yang sesuai dengan pasar ini adalah ekonomi pasar bebas

43.   
Bukan merupakan ciri-ciri positif perekonomian Indonesia adalah ........

A.
berlandaskan asas kekeluargaan

B.
hak milik perseorangan tidak diakui

C.
potensi setiap orang dikembangkan sebatas tidak merugikan kepentingan umum

D.
setiap orang memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan

44.   
Di bawah ini contoh perbuatan yang termasuk dalam makna keadilan distributif adalah ........

A.
ayah membagikan uang saku pada anak-anaknya dengan jumlah yang sama

B.
seorang pengusaha membayar gaji karyawannya dengan jumlah yang sama

C.
cara memberikan penilaian yang sama pada siswa yang mengikuti ulangan

D.
setiap karyawan digaji berdasarkan pekerjaannya

45.   
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Nasional menuju terwujudnya keadilan sosial sangat ditentukan oleh ........

A.
sarana dan prasarana yang ada 
C.
besarnya dana yang tersedia
B.
kemajuan teknologi modern
D.
partisipasi seluruh warga negara beserta pemerintah

Latihan X

1.   
Keyakinan yang diikuti menjalankan perintah Tuhan merupakan perwujudan dari .........

A.
rasa memiliki ajaran agama yang dianut

B.
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

C.
kepercayaan dan pengakuan adanya pencipta

D.
pengakuan bahwa manusia ciptaan Tuhan

2.   
Berikut ini adalah contoh perbuatan memperlakukan orang lain sesuai harkat, martabat dan derajatnya, kecuali ....

A.
tidak membeda-bedakan antar sesama manusia 
C.
tidak semena-mena terhadap orang lain

B.
mengembangkan sikap tenggang rasa
D.
mengutamakan kepentingan bersama

3.   
Ciri utama umat beragama yang bertenggang rasa adalah ........

A.
saling menghargai,dan membantu dalam kesulitan

B.
saling menghormati, menghargai dan bekerja sama

C.
saling membantu dalam kesulitan dan bekerja sama

D.
saling menghormati dan memiliki sifat individualisme

4.   
Pelaksanaan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari di antaranya adalah ketentuan yang menyatakan ..
A.
semua warga negara tidak kebal terhadap hukum

B.
memeluk agama adalah hak asasi yang paling hakiki

C.
cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara

D.
anggaran dan pendapatan belanja ditetapkan oleh Undang-Undang

5.   
Kedaulatan adalah.di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR termaktub dalam UUD 1945 pada ........

A.
Pasal,1 ayat 1 
C.
Pasal 3

B.
Pasal 1 ayat 2
D.
Pasal 4 ayat 1

6.   
Bila kita harus menerima ganti rugi, karena lahan yang digunakan untuk pembangunan, maka sebaiknya sebagai warga negara yang baik ........

A.
menerima ganti rugi yang menguntungkan

B.
patuh saja pada pemerintah walaupun kita rugi

C.
mempertahankan hak milik kita walaupun harus berjuang

D.
merelakannya dan menerima ganti rugi sesuai aturan pemerintah

7.   
Fathur berjualan koran untuk membiayai sekolahnya. Sikap ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila kelima, yaitu ....
A.
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
C.
tidak bergaya hidup mewah

B.
tidak bersikap boros

D.
suka bekerja keras

8.   
Bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Agar kemajuan tersebut berdampak positif, maka kita wajib mempertahankan faktor-faktor integratif bangsa seperti berikut ini, kecuali ........

A.
Sumpah pemuda 
C.
Pancasila dan UUD 1945

B.
Sumpah Prajurit
D.
Semboyan hidup Bhinneka Tunggal Ika

9.   
Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena jika kita membuang-buang waktu akan merugikan ........

A.
diri sendiri dan masa depan 
C.
bangsa dan negara

B.
diri sendiri dan masyarakat
D.
orang lain

10.   
Gotong royong mempunyai manfaat seperti berikut, kecuali ........

A.
menguntungkan negara 
C.
meringankan beban, waktu, dan biaya

B.
meringankan solidaritas dan rasa kekeluargaan
D.
mempertinggi ketahanan bersama

11.   
Pernyataan berikut ini adalah ciri-ciri warga negara yang setia pada bangsa dan negara, kecuali ........

A.
bekerja demi kepentingan pribadi 
C.
menaati peraturan masyarakat

B.
rela berkorban untuk bangsa dan negara
D. mencintai tanah air dan bangsa


12.   
Salah satu contoh kegiatan gotong royong dalam kehidupan bernegara antara DPR dengan Presiden adalah ........

A.
penetapan keputusan Presiden 
C.
pembuatan Undang-undang

B.
pengangkatan Menteri
D.
penyusunan RAPBN

13.   
Perhatikan beberapa jenis perilaku berikut ini ! 

(1) 
Selalu melakukan kegiatan nasional 

(2) 
Berbudi pekerti luhur 

(3) 
Selalu berbuat baik kepada orang lain 

Sikap / perilaku di atas merupakan ciri-ciri ........

A.
orang yang ingin dihargai orang lain 
C.
orang yang beriman dan bertakwa

B.
orang yang berilmu
D.
orang yang berpendidikan tinggi

14.   
Apabila kerja sama antarumat beragama terwujud dengan baik, maka tercipta kondisi berikut ini, kecuali ........

A.
ketenteraman lahir dan batin 
C.
keamanan dan ketertiban masyarakat

B.
keindahan dan kebersihan lingkungan
D.
ketahanan nasional yang mantap

15.   
Seseorang yang mampu menghindari perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, berarti telah melaksanakan kebersihan lingkungan dalam bidang ........

A.
hukum 
C.
keagamaan

B.
social
D.
kemasyarakatan

16.   
Karena kita menginginkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, maka kita sadar untuk mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma ........

A.
agama, kesusilaan, dan budaya 
C.
agama, budaya, dan hukum

B.
norma adat, norma sosial, norma agama
D. kesusilaan, budaya, dan hukum


17.   
Kebudayaan bangsa Indonesia yang beraneka ragam kita manfaatkan sebagai ........

A.
cerminan kebudayaan terpadu di Indonesia. 
C.
modal untuk membangun bangsa dan negara

B.
kekayaan daerah yang beraneka ragam
D.
gambaran bahwa kebudayaan.daerah banyak

18.   
Contoh seseorang yang memiliki harga diri dalam kehidupan sehari-hari adalah ........

A.
seseorang dinyatakan bersalah tetapi tidak diproses secara hukum

B.
polisi memberi tilang pengendara yang melanggar lalu lintas

C.
pencuri tertangkap masyarakat kemudian dipukul ramai-ramai

D.
menyelesaikan persoalan pelanggaran hukum di luar lembaga peradilan

19.   
Salah satu ciri sikap setia terhadap bangsa dan negara, antara lain ........

A.
bekerja keras untuk kemakmuran diri, keluarga, bangsa dan negara

B.
patuh dan taat pada aturan yang dapat memberikan kebahagiaan

C.
membela tanah air, bangsa dan negara apabila memperoleh penghargaan dari pemerintah

D.
menghormati pemerintah serta pemimpin yang menjadi kebanggaannya

20.   
Pentingnya kesetiaan terhadap bangsa dan negara, antara lain dapat ........

A.
menumbuhkan semangat hidup bagi diri, keluarga sebagai pahlawan bangsa

B.
menimbulkan kepuasan batin dengan predikat nasional yang diberikan orang .

C.
memberikan jaminan hari depan yang cerah dan fasilitas yang diperoleh

D.
mempertahankan keutuhan dan integrasi bangsa dan negara.

21.   
Perwujudan sikap rela berkorban seorang warga negara dalam mengisi kemerdekaan ialah dengan ........

A.
merelakan hak miliknya digunakan untuk kepentingan orang lain

B.
berjuang tanpa pamrih untuk kepentingan golongannya

C.
merelakan sebagian tanahnya untuk kepentingan masyarakat luas

D.
menciptakan lapangan kerja bagi golongan masyarakat kecil

22.   
Pengertian tanggung jawab yang dianut dalam demokrasi Pancasila adalah ........

A.
mempelajari keputusan yang dihasilkan 
C.
mengemukakan usul dan saran dalam rapat

B.
melaksanakan keputusan bersama dengan ikhlas
D.
mendukung usulan dalam suatu musyawarah

23.   
Bila keputusan dalam suatu musyawarah telah tercapai, maka sikap kita sebaiknya ........

A.
melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab 
C.
mengakui dan menerima dalam batas tertentu

B.
menerima dan menghormati pengambil keputusan
D.
mengakui dan memahami hasil keputusan

24.   
Menepati, memahami, dan tertib melaksanakan kesepakatan-kesepakatan nasional merupakan  makna dari ........

A.
ketahanan nasional 
C.
disiplin nasional

B.
wawasan nasional
D.
integrasi nasional

25.   
Tindakan berhati-hati dalam menggunakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan berarti telah melaksanakan prinsip hidup ........

A.
hemat 
C.
tepat

B.
cermat
D.
manfaat

26.   
Pola hidup sederhana dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga, antara lain dengan ........

A.
mengembangkan semangat dan rasa senasib dan sepenanggungan

B.
berusaha menghemat sumber alam tanpa merusak lingkungan

C.
membatasi penggunaan barang luar negeri yang memboroskan

D.
menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung di Bank

27.   
Dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita harus dapat mengendalikan diri, artinya ........

A.
mampu mengekang keinginan orang lain 
C.
mampu menahan dan mengendalikan diri

B.
mengakui dan menghormati hak orang lain
D.
mampu mengekang diri atas segala hawa nafsu

28.   
Makna sikap berkorban adalah ........

A.
menumbuhkan sikap mau bekerja keras 
C.
meningkatkan kemampuan hidup mandiri

B.
menumbuhkan sikap pengabdian yang tulus
D.
mengembangkan kepribadian yang mantap

29.   
Tina selalu datang ke sekolah tepat waktu karena ia memiliki sikap ........

A.
disiplin sosial 
C.
disiplin pribadi

B.
disiplin nasional
D.
disiplin keluarga

30.   
Di bawah ini merupakan contoh sikap atau perilaku pengendalian diri dalam lingkungan keluarga, kecuali ........

A.
menurut nasihat dan bimbingan dari orang tua

B.
hormat dan patuh terhadap nasihat orang lain

C.
mendidik keras dan tegas terhadap adik

D.
meluangkan waktu untuk turut membantu pekerjaan rumah

31.   
Salah satu aspek yang mendorong.kerukunan antar umat beragama di Indonesia  adalah ........

A.
ekonomis dan yuridis 
C.
historis dan kultural

B.
kekeluargaan dan gotong royong
D.
sosial dan filosofis

32.   
Contoh sikap hidup rukun antarumat beragama di Indonesia adalah ........

A.
menghormati umat agama lain saat melaksanakan ibadah

B.
memecahkan masalah keagamaan secara bersamaan

C.
bersama-sama mendirikan,organisasi keagamaan

D.
membatasi diri dalam pergaulan dengan pemeluk agama lain

33.   
Kerukunan antarumat beragama dapat tercipta apabila masing-masing pemeluk agama mampu ........

A.
mendalami agamanya dari agama orang lain

B.
memperhatikan semua kegiatan pemeluk agama lain

C.
bekerja sama dengan semua pemeluk agama dalam segala hal

D.
memahami agamanya dan dapat mengendalikan diri

34.   
Mendahulukan kewajiban daripada hak tergambar pada perbuatan berikut ini, yaitu ........

A.
mengerjakan soal ulangan dengan baik baru memperoleh nilai yang baik

B.
meminta uang jajan dahulu baru membantu orang tua

C.
menaati segala peraturan yang ada di sekolah

D.
menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik sesuai dengan kemampuan

35.   
Setiap warga negara berhak diperlakukan sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, hal ini dijamin dalam UUD 1945 ........

A.
pasal 28 
C.
pasal 27 ayat 2

B.
pasal 27 ayat I
D.
pasal 31

36.   
Yang tidak termasuk makna dari pasal 28 UUD 1945, yaitu ........

A.
semua warga negara boleh berserikat

B.
semua warga negara berhak menyampaikan pendapat

C.
semua warga negara boleh mengadakan pertemuan.

D.
semua warga negara memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu

37.   
Berikut ini yang bukan pengertian dari kedaulatan adalah ....

A.
lembaga tertinggi negara 
C.
kekuasaan tertinggi

B.
kemerdekaan sempurna
D.
merdeka dari pengaruh kekuasaan lain

38.   
Arti pentingnya kedaulatan bagi sesuatu negara adalah ........

A.
mengirimkan pelajar dan mahasiswa ke luar negeri 
C.
mempertahankan keutuhan bangsa dan negara

B.
dapat bekerja sama dengan negara lain.
D.
kemerdekaan suatu negara diakui negara lain

39.   
Salah satu tujuan pemilu di Indonesia adalah memilih ........

A.
anggota lembaga pemerintahan 
C.
anggota lembaga permusyawaratan

B.
anggota lembaga perwakilan
D.
memilih presiden dan wakil presiden

40.   
Setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat berhak memilih dan dipilih dalam pemilu, ini merupakan pengertian dari asas ........

A.
jujur 
C.
umum

B.
bebas
D.
langsung

41.   
Sistem ekonomi yang bertentangan dengan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, yaitu ........

A.
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

B.
bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara

C.
negara dan aparatur ekonomi negara bersifat dominan

D.
cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara

42.   
Dalam rangka mewujudkan kemakmuran bagi semua warga Indonesia, maka sikap yang perlu dihindari adalah ........

A.
ketimpangan pendapatan antara perseorangan maupun golongan

B.
pengelolaan hasil kekayaan alam dengan bantuan negara sahabat

C.
persaingan dalam pengelolaan hasil alam demi kepentingan rakyat

D.
pengembangan kebijaksanaan yang bertumpu pada perkoperasian

43.   
Sistem perekonomian yang mementingkan diri sendiri dan tidak memberi kemerdekaan serta kemakmuran bagi semua orang adalah sistem ekonomi ........

A.
etatisme 
B.
liberal
C.
sosialis
D.
komunis

44.   
Hak yang paling asasi adalah kebebasan memeluk agama yang diyakininya, karena bersumber pada martabat manusia sebagai ........

A.
makhluk Tuhan 
B.
makhluk individu
C.
makhluk politik
D.
makhluk sosial

45.   
Kita harus mensyukuri nikmat Tuhan itu setiap saat karena ........

A.
nikmat Tuhan itu tiada terhingga 
C.
nikmat Tuhan itu sering kali kita lupakan

B.
Tuhan maha pengasih dan penyayang
D.
nikmat Tuhan itu tidak pernah ada henti-hentinya

46.   
Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari hendaklah ........

A.
mengutamakan kewajiban 
C.
tidak perlu seimbang pelaksanaannya

B.
selaras, serasi dan seimbang
D.
mendahulukan hak dari pada kewajiban

47.   
Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, tetapi dalam pelaksanaannya banyak berdiri yayasan untuk menangani masalah tersebut, tujuannya adalah ........

A.
ingin diberi dana oleh pemerintah 
C.
meringankan beban pemerintah

B.
untuk memudahkan mencari dana
D.
menerapkan kasih sayang dan cinta sesama

48.   
Indonesia sangat kaya akan corak dan ragam budaya. Hal ini menggambarkan bahwa ........

A.
banyaknya tradisi yang beraneka ragam

B.
banyaknya suku bangsa di Indonesia

C.
kekayaan rohaniah yang harus dibanggakan

D.
kekayaan budaya bangsa menjadi modal dasar kebudayaan nasional

49.   
Unsur-unsur pembentuk kebudayaan ada pada diri manusia, seperti di bawah ini, kecuali ........

A.
rasa 
B.
cipta
C.
indera
D.
karsa

50.   
Sistem pemerintahan yang kedaulatan tertingginya ada di tangan rakyat, disebut ........

A.
demokrasi
B.
Oligark
C.
Monarki
D.
teokrasi

51.   
Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, salah satu contohnya. adalah ........

A.
pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus 
C.
Pancasila dan UUD 1945

B.
ketetapan dan keputusan MPR
D.
Undang-Undang

52.   
Yang bukan merupakan perwujudan dari kebiasaan hidup tertib dan patuh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah ........

A.
membayar pajak bumi dan bangunan 
C.
mematuhi peraturan lalu lintas

B.
membayar iuran televisi
D.
selalu menabung di bank

53.   
Hak DPR untuk.mengadakan perubahan terhadap suatu rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah disebut ........

A.
hak interpelasi 
B.
hak amandemen
C.
hak inisiatif
D.
hak budget

54.   
Keadilan distributif adalah ........

A.
setiap warga negara harus membayar pajak

B.
seorang wanita lebih halus bila dibandingkan dengan:pria

C.
sopir mendapatkan upah lebih besar dibandingkan dengan kernetnya

D.
setiap warga negara berhak mendapat pelajaran

55.   
Apabila cita-cita saya menjadi seorang dokter tercapai, maka saya akan ........

A.
melanjutkan kembali untuk mengambil spesialisasi 
C.
sanggup ditempatkan di mana saja

B.
menerima dengan bayaran dalam bentuk apapun
D.
membahagiakan keluarga

56.   
Salah satu pelaksanaan dari pasal 28 UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari adalah ........

A.
semua warga negara wajib menjunjung hukum

B.
semua warga negara dapat duduk dalam pemerintahan.

C.
semua warga negara berhak dan wajib membela negara

D.
semua warganegara berhak menyampaikan, pendapat

57.   
Kedaulatan keluar mengandung pengertian ........

A.
pemerintah mengatur kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain

B.
pemerintah dapat berhubungan dengan bangsa lain demi bangsa dan negara

C.
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara tidak dapat diganggu gugat

D.
kekuasaan tertinggi negara untuk melaksanakan fungsi pemerintahan

58.   
Salah satu asas pemilu di Indonesia adalah bersifat langsung yang artinya ........

A.
rakyat langsung menentukan pemerintahan yang diinginkan

B.
rakyat langsung bermusyawarah menentukan calon-calonnya

C.
rakyat mempunyai hak untuk langsung memberikan suaranya

D.
keinginan rakyat disalurkan secara langsung melalui pemilihan umum

59.   
Ciri umat beragama yang tidak taat beribadat, di antaranya ........

A.
memandang ibadat sebagai tradisi.semata 
C.
tidak meninggalkan ibadat selama hidupnya

B.
melaksanakan ibadat tepat waktu
D.
senantiasa meningkatkan kualitas ibadatnya

60.   
Akibat yang akan timbul apabila terjadi ketidakadilan dalam masyarakat adalah....

A.
meningkatnya tindak kriminal 
C.
menambah fakir miskin dan anak terlantar

B.
sulit mewujudkan kesejahteraan bersama
D.
membatasi persediaan kebutuhan pokok ra

Latihan XI
1.   
Salah satu contoh pelaksanaan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari adalah ......
A.
mengucapkan salam kepada teman-temannya 
C.
ibadah tepat waktu
B.
berdo'a pada waktu mau makan
D.
membantu dengan ikhlas kepada yang seagama

2.   
Setiap berangkat ke sekolah Ade Uju memakai sepatu buatan Cibaduyut dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

Perbuatan Ade Uju tersebut mencerminkan rasa bangga terhadap ........

A.
bahasanya 
C.
buatan daerahnya

B.
produksi sepatunya
D.
bangsa dan negaranya

3.   
Pak Ahmad selalu bekerja tepat waktu, apa yang dikerjakannya dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya. 

Pak Ahmad itu mencerminkan sosok orang yang bekerja ........

A.
keras 
C.
dengan sangat rajin

B.
tepat waktu
D.
sesuai dengan keahliannya

4.   
Ketua OSIS SLTP Sumberasih dalam pergaulannya tidak membedakan suku, agama, dan kekayaan terhadap teman-temannya. 

Perbuatan ketua OSIS tersebut menampilkan perilaku ........

A.
tenggang rasa 
C.
hormat menghormati

B.
sopan santun
D.
baik dan benar

5.   
Untuk mengisi jam pelajaran yang kosong. seluruh siswa mendapat tugas membersihkan ruangan dan halaman sekolahan bersama-sama. 

Kegiatan tersebut mencerminkan ........

A.
kerja lama 
C.
piket bersama

B.
gotong royong
D.
kerja keras

6.   
Sebaiknya kita harus memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat, derajat dan martabatnya dengan cara ........

A.
bersikap tak acuh terhadap orang lain

B.
membiarkan orang lain berbuat sekehendak hati

C.
saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah

D.
membiarkan orang lain untuk mengeluarkan pendapatnya sebebas-bebasnya.

7.   
Walaupun ibunya sedang sakit keras, anaknya itu tetap meminta izin kepada ibunya untuk berangkat ke sekolah, sikap tersebut mencerminkan ........

A.
menghargai orang tua 
C.
memohon restu ibunya

B.
menghargai ibunya
D.
rela berkorban

8.   
Untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara ........

A.
mempelajari dan memahami kesenian tradisional 
C.
mengakui keanekaragaman budaya daerah
B.
mengadakan pertukaran pemuda antar daerah
D.
mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing

9.   
Cinta tanah air merupakan perwujudan pengamalan Pancasila, sila ke ........

A.
Ketuhanan Yang Maha Esa 
C.
Persatuan Indonesia
B.
Kemanusiaan yang adil dan beradab
D.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

10.   
Keyakinan terhadap Tuhan YME memiliki makna ........

A.
percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa

B.
Memeluk salah satu agama

C.
percaya yang diiringi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

D.
kebebasan memeluk agama sesuai dengan pilihannya

11.   
Tujuan dibentuknya hukum di negara Indonesia di antaranya adalah agar ........

A.
yang kuat dapat melindungi yang lemah

B.
dalam masyarakat terwujud rasa keadilan dan ketertiban

C.
yang pandai dapat memimpin yang adil

D.
di masyarakat terwujud keadilan

12.   
Contoh perilaku hidup sederhana dalam lingkungan keluarga di antaranya adalah ........

A.
berbelanja harus yang harganya murah

B.
lampu tidak usah dinyalakan walaupun hari sudah gelap

C.
berbelanja sesuai dengan kebutuhan

D.
tidak usah memakai perhiasan

13.   
I.   
Hemat 
IV. 
Tidak bergaya hidup mewah

II.  
Cermat 
V.  
Tidak boros

III. 
Sehat 

Dari data di atas yang termasuk ciri-ciri hidup sederhana ditunjukkan pada nomor ........

A.
I, II, III, IV, V 
C.
I, III, IV, V

B.
II, III, IV, V
D.
I, II, IV, V

14.   
Tujuan adanya pembinaan kerukunan antar umat beragama adalah untuk ........

A.
meningkatkan persatuan dan kesatuan 
C.
menciptakan kesejahteraan hidup bangsa
B.
meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
D.
memperkokoh kehidupan beragama

15.   
Lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia berfungsi untuk ........

A.
menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada semua warga negara demi terciptanya kerukunan hidup.

B.
menampung segala perselisihan antar masyarakat bangsa dan negara

C.
menampung pendapat, saran, dan minat beragama demi terwujudnya kerukunan umat beragama.

D.
menyelesaikan masalah bersama yang tidak dapat diselesaikan sendiri-sendiri

16.   
Kesetiaan terhadap bangsa dan negara memiliki makna ........

A.
siap sedia memberikan bantuan kepada negara manapun bila diperlukan

B.
patuh, dan taat, serta tetap teguh hati mempertahankan bangsa dan negara sebagai tanah airnya.

C.
siap sedia mengisi fasilitas yang menjanjikan

D.
tetap teguh menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya karena ingin disebut pahlawan.

17.   
Bagi bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman perilaku setia kepada bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari adalah ........

A.
Pancasila 
C.
Penguasa negara

B.
Agama
D.
Adat dan budaya Indonesia

18.   
Perilaku hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari dapat dicontohkan sebagai berikut, kecuali ........

A.
mencuci tangan sebelum makan 
C.
mengenakan sandal agar kakinya bersih

B.
membuang sampah pada tempatnya
D.
menyapu lantai dan halaman setiap hari

19.   
Norma yang paling ampuh untuk menciptakan kebiasaan hidup bersih adalah norma.......

A.
agama 
C.
kesusilaan

B.
kesopanan
D.
budaya

20.   
Perilaku manusia yang dapat meningkatkan harkat, martabat, dan harga dirinya adalah manusia yang hidupnya ........

A.
sederhana 
C.
selalu mengalah

B.
malas-malasan
D.
pantang menyerah

21.   
Hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bersifat mutlak artinya hak tersebut ........

A.
dibatasi oleh orang lain 
C.
harus mengutamakan kepentingan diri sendiri
B.
hanya menguntungkan orang lain
D.
hanya bisa diterima oleh yang kuat saja

22.   
Disiplin perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara sejak dini, sebab disiplin merupakan ........

A.
modal pembangunan 
C.
kunci keberhasilan

B.
anjuran dari pemerintah
D.
cita-cita semua orang

23.   
Contoh perilaku disiplin siswa di sekolah adalah ........

A.
seluruh waktunya dihabiskan di sekolah 
C.
selalu tidak tepat waktu datang ke sekolah
B.
belajar terus tanpa mengenal istirahat
D.
membagi waktu dan memanfaatkannya secara tepat

24.   
Salah satu contoh perbuatan yang mencerminkan sikap patuh dan taat pada hukum adalah sebagai berikut ........

A.
menaati peraturan lalu lintas karena ada polisi 
C.
memiliki tanda bukti diri

B.
membantu orang yang tertimpa musibah
D.
membayar pajak tepat waktu

25.   
Contoh perbuatan yang tidak mencerminkan ketaatan dan kepatuhan dalam beribadah, diantaranya adalah ........

A.
membiasakan diri bersikap dan bertutur kata dengan baik

B.
melaksanakan sikap hidup sesuai dengan ketentuan

C.
bertingkah laku tidak sopan

D.
melaksanakan tindakan sesuai dengan aturan

26.   
Kemungkinan yang akan terjadi apabila tidak dapat mengendalikan dini akan terjadi ........

A.
persahabatan 
C.
kedamaian

B.
perselisihan
D.
kesejahteraan

27.   
Pengaruh positif, apabila seseorang taat beribadah adalah ........

A.
memiliki akhlak yang mulia

B.
mengetahui berbagai macam ajaran agama

C.
memiliki harta yang berlimpah

D.
menambah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

28.   
Untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan beribadah sesuai agama masing-masing, maka kita harus ........

A.
memperjuangkan agama yang kita anut

B.
melaksanakan perintah dan larangan agama sesuai dengan situasi dan kondisi

C.
giat mempelajari agama dan ikut serta dalam kegiatan sosial

D.
selalu berdoa dan bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa

29.   
Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang hukum diatur dalam UUD 1945 ........

A.
pasal 27 ayat 1 
C.
pasal 28

B.
pasal 27 ayat 2
D.
pasal 30 ayat 1

30.   
Hak asasi yang sifatnya pribadi diatur di dalam UUD 1945 ........

A.
pasal 27 ayat 2 
C.
pasal 29 ayat 1

B.
pasal 28
D.
pasal 29 ayat 2

31.   
Salah satu ciri orang yang peduli akan hak dan kewajiban, adalah ........

A.
bertanggung jawab terhadap keselamatan bangsa 
C.
menerima masuknya budaya asing
B.
membiarkan hasil pembangunan
D.
menuntut hak yang harus kita terima

32.   
Di bawah ini merupakan contoh sikap keseimbangan antara hak dan kewajiban ........

A.
mengeluarkan pendapat dengan berunjuk rasa

B.
kita berhak menggunakan jalan raya, dan kewajiban kita adalah mematuhi peraturan lalu lintas.

C.
membantu orang yang terkena bencana alam, agar suatu saat kita juga ada yang membantu.

D.
pemerintah mempunyai tugas mencerdaskan bangsa, dan kita wajib menyumbang pelaksanaan pendidikan.

33.   
Pelanggaran terhadap peraturan, artinya ........

A.
merugikan kepentingan umum

B.
menandakan bahwa kita dapat berbuat sekehendak hati

C.
merugikan diri kita sendiri.

D.
merugikan diri kita sendiri dan kepentingan umum

34.   
Manfaat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat bagi diri sendiri antara lain ........

A.
memberikan jalan yang menguntungkan yang mungkin timbul belakangan

B.
mendapat penghargaan dan pujian dari masyarakat setempat

C.
mendatangkan kepuasan batin yang tak ternilai harganya

D.
mendatangkan kepercayaan dari masyarakat sekitar

35.   
Salah satu tindakan positif seorang siswa yang tahu tentang kedudukan hukum, ialah ........

A.
tahu tentang hukum tata negara 
C.
turut serta dalam berbagai kegiatan

B.
masuk menjadi anggota Polri
D.
menaati peraturan lalu lintas.

36.   
Manfaat ditumbuhkannya kesadaran hukum dalam masyarakat, adalah ........

A.
terbina kebahagiaan keluarga 
C.
terciptanya kesejahteraan masyarakat

B.
tercipta ketenteraman hidup bermasyarakat
D.
terjamin kebebasan yang mutlak

37.   
Pengertian keadilan sosial adalah keadilan yang ........

A.
merata di dalam berbagai bidang kehidupan

B.
berlaku di segala bidang

C.
berlaku di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara merata berdasarkan asas kekeluargaan

D.
harus dinikmati oleh seluruh bangsa, dan tidak berat sebelah

38.   
Makna keadilan sosial dalam bidang pendidikan dan pengajaran adalah ........

A.
memperoleh pendidikan sesuai dengan kemauan dan kemampuan

B.
adanya kesempatan belajar bagi siapa saja tanpa perbedaan

C.
terdapatnya kesempatan pendidikan bagi siapa raja yang berkeinginan

D.
memberikan kesempatan kepada mereka yang belum memperoleh pendidikan

39.   
Salah satu sikap membina dan menegakkan rasa keadilan, adalah ........

A.
pemeliharaan kesehatan dan pendidikan 
C.
warganegara dapat menikmati kebudayaan

B.
masyarakat tidak main hakim sendiri
D.
rakyat dapat mengembangkan kebudayaan.

40.   
Contoh sikap perilaku yang mencerminkan nilai keadilan di lingkungan sekolah adalah ........

A.
bekerja bersama masyarakat dalam pembangunan

B.
suka bekerja keras, hormat dan patuh pada orang tua

C.
giat belajar, dan menabung

D.
memberikan bea siswa pada siswa yang berbakat.

41.   
Aspek historis yang melandasi kerukunan antar umat beragama, adalah ........

A.
persamaan nasib dan cita-cita 
C.
karena satu bangsa

B.
mendiami wilayah yang sama
D.
karena persamaan bahasa

42.   
Bukti bahwa kerukunan antar umat beragama sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit, adalah dapat hidup ....

A.
berdampingan antar pemeluk agama Hindu dan Budha

B.
berdampingan antara pemeluk agama Budha dan Hindu Syiwa

C.
rukun antara pemeluk agama Islam dan agama Hindu

D.
berdampingan antara umat Islam dengan penganut kepercayaan

43.   
Tri kerukunan hidup beragama meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali ........

A.
antar umat beragama dengan pemerintah 
C.
sesama umat beragama

B.
antara pemerintah dengan luar negeri
D.
antar umat beragama

44.   
Berikut ini merupakan contoh cara-cara untuk mengembangkan sikap rukun antar umat beragama, kecuali ........

A.
tidak menghina agama dan kepercayaan orang lain

B.
mendalami agama yang kita yakini

C.
bersikap fanatik pada agama sendiri

D.
mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama

45.   
Negara Kesatuan Republik Indonesia menentukan urusannya sendiri, baik ke dalam maupun keluar, sehingga hal ini disebut sebagai negara ........

A.
Kesatuan 
C.
Demokrasi

B.
Berdaulat
D.
Berkuasa penuh

46.   
Perbedaan kedaulatan raja dengan kedaulatan rakyat, di antaranya adalah ........

A.
kepala negara dalam kedaulatan raja berdasarkan keturunan, sedangkan kedaulatan rakyat kepala negara dipilih oleh rakyat

B.
dalam kedaulatan raja kepala negara berkuasa seumur hidup, sedang dalam kedaulatan rakyat kepala negara kekuasaannya tidak terbatas

C.
kedaulatan raja berdasarkan umur, sedangkan kedaulatan rakyat berdasarkan keturunan

D.
kedaulatan raja berbentuk kerajaan sedangkan kedaulatan rakyat berbentuk absolut

47.   
Kedaulatan yang dianut oleh negara kita, adalah kedaulatan ........

A.
Raja dan Negara 
C.
Hukum dan Tuhan

B.
Tuhan dan Rakyat
D.
Rakyat dan Hukum

48.   
Kekuasaan negara untuk mengatur dan menentukan nasib rakyatnya disebut  kedaulatan ........

A.
ke luar 
C.
rakyat

B.
ke dalam
D.
negara

49.   
Pengertian kesanggupan diri adalah ........

A.
kesediaan untuk melakukan sesuatu

B.
sikap yang menunjukkan kesediaan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki

C.
kemampuan kita untuk melakukan sesuatu

D.
mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan pekerjaan

50.   
Modal dasar pembangunan, di antaranya adalah ........

A.
sumber daya alam yang beraneka ragam 
C.
wilayah yang bercirikan kepulauan dan kedaulatan
B.
jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa
D.
kedudukan dan sosial budaya

51.   
Di bawah ini adalah salah satu contoh yang menunjukkan sikap kesanggupan diri, kecuali ........

A.
disiplin
C.
bersemangat

B.
bekerja keras
D.
cepat putus asa

52.   
Peran serta kita dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungan masyarakat, ialah ........

A.
membangun sekolah bersama masyarakat 
C.
mempertahankan dan menjaga martabat bangsa
B.
menjaga nama baik keluarga
D.
gemar menabung

53.   
Makna pelaksanaan Pemilu yang jurdil bertujuan untuk memilih ........

A.
wakil-wakil rakyat 
C.
partai politik

B.
anggota KPU
D.
penyelenggara pemerintahan

54.   
Peran serta siswa SLTP dalam pelaksanaan Pemilu, adalah ........

A.
ikut dalam penghitungan suara 
C.
menjaga keamanan dan ketertiban jalannya Pemilu
B.
mewakili orang lain dalam memberikan suaranya
D.
ikut menentukan jalannya Pemilu

55.   
Setiap warga negara dalam Pemilu bebas menentukan pilihannya, hal ini sejalan dengan asas ........

A.
jurdil 
C.
bebas

B.
langsung
D.
rahasia

56.   
Peran serta warga negara dalam pembangunan ekonomi yang sejalan dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 adalah ........ 

A.
membuka toko pribadi 
C.
menjadi anggota partai

B.
mengikuti arisan di lingkungan masyarakat
D.
menjadi anggota koperasi

57.   
Monopoli dalam sistem perekonomian di negara kita harus dicegah, kecuali ........

A.
menciptakan perekonomian tidak stabil 
C.
menambah kemiskinan dan pengangguran
B.
menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat
D.
menimbulkan ketergantungan kepada negara lain

58.   
Sistem perekonomian yang tidak sejalan dengan pasal 33 ayat I UUD 1945, adalah ...

A.
adanya Kantor Perdagangan Negara 
C.
berdirinya 3PR

B.
berdirinya Kantor Perbendaharaan Negara
D.
berdirinya Bank Muamalat

59.   
Pemerintah untuk memberantas sistem ijon, rentenir, dan lintah dapat, dengan cara ....

A.
mendirikan BUUD dan KUD 
C.
memberdayakan bank keliling

B.
mendirikan bank dan pertokoan
D.
mendirikan pasar

60.   
Warga negara yang tidak mempunyai hak pilih dalam Pemilu, adalah ........

A.
sudah menikah 
C.
terdaftar dalam daftar pemilih

B.
berumur 17 tahun ke atas
D.
sedang terganggu ingatannya

Latihan XII
1.   
Prilaku yang didasari keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah adalah ........

A.
mengikuti pelajaran dengan tekun dan rajin

B.
mendengarkan nasihat guru sewaktu mengalami kesulitan

C.
berdoa sebelum dan sesudah belajar

D.
menganjurkan untuk menggunakan produksi dalam negeri.

2.   
Sikap warga negara yang bangga bertanah air Indonesia adalah ........

A.
bangga menggunakan barang-barang produksi luar negeri

B.
bangga menggunakan barang-barang produksi dalam negeri

C.
menganggap produksi luar negeri lebih bagus daripada produksi dalam negeri

D.
menganjurkan untuk menggunakan produksi dalam negeri

3.   
Contoh bekerja keras dalam kehidupan keluarga dapat dilihat di bawah ini ........

A.
membuat kita disenangi oleh anggota masyarakat

B.
memperlancar seluruh kegiatan di lingkungan

C.
giat membantu orang tua setiap hari dalam mencari nafkah

D.
belajar, membantu orang tua dan beribadah

4.   
Sikap tenggang rasa dalam kehidupan masyarakat sangat penting dibina karena dapat .......

A.
membuat kita disenangi oleh anggota masyarakat 
C.
menciptakan masyarakat yang mematuhi peraturan
B.
memperlancar seluruh kegiatan di lingkungannya
D.
menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis.

5.   
Sebagai warga negara yang beragama memiliki harkat dan martabat yang sama, untuk itulah perlu dikembangkan sikap ........

A.
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 
C.
tidak sewenang-wenang terhadap orang lain
B.
dapat bergaul dengan orang yang kita senangi
D.
selalu mengikuti keinginan dari orang tua

6.   
Peristiwa 28 oktober 1928 merupakan suatu landasan yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan bangsa indonesia yaitu ........

A.
timbulnya semangat juang para pemuda 
C.
menetapkan rasa kebersamaan dalam berorganisasi
B.
merupakan organisasi perintis perjuangan bangsa
D.
tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

7.   
Contoh perilaku rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari di sekolah antara lain ........

A.
membela teman yang lagi berkelahi

B.
menyisihkan uang saku / jajan untuk membantu korban bencana alam

C.
mengganti uang teman yang dipinjam

D.
mengakui kesalahan sendiri di depan umum

8.   
Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk ........

A.
memeluk agama dan menjalankan ibadah 
C.
memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak
B.
mengeluarkan pendapat dan berorganisasi
D.
membela dan mempertahankan Negara

9.   
Salah satu wujud kesadaran hukum yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah  adalah ........

A.
rajin dan tekun belajar 
C.
selalu mengerjakan tugas dari guru

B.
aktif dalam semua kegiatan OSIS
D.
mentaati peraturan tata tertib sekolah

10.   
Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) 
menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung 

(2) 
mengurangi kebutuhan hidup sehari-hari 

(3) 
dapat memanfaatkan sesuatu yang dimiliki 

(4) 
menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan 

(5) 
membudayakan hidup yang bersifat konsumtif 

(6) 
membiasakan hidup wajar sesuai dengan kemampuan 

Dari pernyataan tersebut di atas yang sesuai dengan pola hidup sederhana adalah ........

A.
1, 3 dan 6 
C.
2, 5 dan 6

B.
1, 2 dan 4
D.
3, 4 dan 5

11.   
Menjalin hubungan kerja sama antar bangsa bertujuan untuk ........

A.
memperkuat pertahanan negara 
C.
meningkatkan pendapatan negara

B.
menciptakan perdamaian dunia
D.
menambah devisa negara

12.   
Kerjasama antara Indonesia dan Jepang bersifat ........

A.
Regional 
C.
Internasional

B.
Bilateral
D.
Multilateral

13.   
Sikap warga Negara yang setia terhadap pembangunan nasional adalah ........

A.
mau bekerja meskipun tidak diberi uang 
C.
tidak bersedia bekerja ditempat terpencil
B.
menyerahkan sebagian kekayaannya
D.
selalu bekerja keras sesuai kemampuan

14.   
Salah satu contoh kebiasaan hidup bersih dan sehat yang dilakukan siswi di sekolah  adalah ........

A.
duduk di kelas dengan tertib dan rapi 
C.
membuang sampah pada tempatnya

B.
mengucapkan salam apabila masuk kelas
D.
mengecat dinding kelas

15.   
Seseorang dikatakan bersikap bersih menurut aturan agama apabila ........

A.
perbuatan sesuai dengan ucapan 
C.
terhindar dari berbagai penyakit

B.
selalu menjaga kebersihan diri
D.
jujur dalam ucapan dan perbuatan

16.   
Contoh menjaga harga diri dalam pergaulan adalah ........

A.
berpenampilan baik di hadapan umum 
C.
selalu tenang dalam menghadapi masalah
B.
menepati janji yang telah dibuat
D.
memiliki percaya diri yang tinggi

17.   
Sikap disiplin sangat diperlukan bagi seseorang, contohnya antara lain ........

A.
dapat mengerjakan tugas dengan baik 
C.
hasil pekerjaan sangat memuaskan
B.
melaksanakan tugas sesuai ketentuan
D.
mengerjakan tugas sesuai dengan kemauan

18.   
Pengendalian diri dalam kehidupan masyarakat harus dibina karena dapat menciptakan kehidupan yang ........

A.
aman, tentram, seimbang 
C.
selaras, sejahtera, seimbang

B.
tenang, sejahtera, bahagia
D.
adil, makmur, sentosa

19.   
Salah satu contoh pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari adalah ........

A.
membeli sesuatu sesuai keinginan 
C.
tidak memakai perhiasan berlebihan

B.
mengikuti gaya hidup orang lain
D.
memberikan sesuatu kepada orang lain

20.   
Di bawah ini merupakan perbuatan yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma atau peraturan yang berlaku ........

A.
menyisihkan uang untuk ditabung

B.
memakai helm saat mengendarai motor karena takut ditilang

C.
membayar pajak tepat pada waktunya

D.
menolong orang yang sedang kesulitan

21.   
Yang bertugas dalam memutuskan perkara di pengadilan adalah ........

A.
Hakim 
C.
Pengacara

B.
Jaksa
D.
Polisi

22.   
Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal ........

A.
26 
C.
28 ayat (1)

B.
27 ayat (1)
D.
29 ayat (1)

23.   
Hak Warga negara dalam bidang politik berdasarkan UUD 1945 adalah ........

A.
menjadi anggota koperasi 
C.
mendirikan sekolah

B.
membela Negara
D.
berserikat dan berkumpul

24.   
Warga negara Indonesia yang baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban ditunjukan dengan prilaku di bawah ini .....
A.
menuntut hak terlebih dahulu daripada kewajiban 
C.
kewajiban dan hak dilakukan secara bergiliran
B.
mendahulukan hak daripada kewajiban
D.
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

25.   
Diantara norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat yang memiliki sangsi yang paling tegas adalah ........

A.
Agama 
C.
Hukum

B.
Kesusilaan
D.
Kesopanan

26.   
Patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam masyarakat berarti kita ........

A.
mematuhi hukum yang berlaku 
C.
menghayati setiap Undang-undang

B.
memahami tata tertib masyarakat
D.
membuat hukum masing-masing

27.   
Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 

(1) 
menuruti nasehat orang tua

(2) 
mematuhi rambu-rambu lalu lintas 

(3) 
minta maaf jika melakukan kesalahan 

(4) 
membayar pajak pada waktunya 

(5) 
berpakaian secara sopan 

(6) 
membuang sampah pada tempatnya

Pada pernyataan di atas contoh perbuatan yang sesuai norma hukum adalah ........

A.
1, 3 dan 5 
C.
2, 3 dan 6

B.
1, 2 dan 6
D.
3, 5 dan 6

28.   
Perbuatan yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di sekolah adalah ........

A.
menata pekarangan sekolah sesuai anjuran guru

B.
mengunjungi perpustakaan setiap hari

C.
mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan

D.
memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki sekolah

29.   
Salah satu contoh sikap rukun antara umat beragama adalah ........

A.
bersama-sama mendirikan organisasi keagamaan

B.
beribadah secara bersama-sama

C.
memecahkan masalah agama bersama-sama

D.
menghormati umat beragama lain yang sedang beribadah

30.   
Cara membina kerukunan hidup antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara ........

A.
mengendalikan diri dan menumbuhkan sikap saling menghormati antar umat beragama

B.
meningkatkan keimanan masing-masing pemeluk agama

C.
menumbuhkan rasa percaya diri antar pemeluk agama

D.
ikut merasakan musibah yang dialami umat beragama

31.   
Kedaulatan ke dalam suatu negara berarti bahwa negara tersebut bebas ........

A.
membantu negara lain 
C.
mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain
B.
mengakui kemerdekaan bangsa lain dan negara lain
D.
membentuk pemerintahan sendiri

32.   
Yang merupakan ciri-ciri dari teori kedaulatan rakyat adalah ........

A.
adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan 
C.
pemimpin pemerintahan dianggap dewa

B.
hukum merupakan sesuatu yang tertinggi
D.
kepala pemerintahan adalah seorang raja

33.   
Kedaulatan yang dianut R.I seperti tercermin dalam 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah ........

A.
kedaulatan rakyat 
C.
kedaulatan Tuhan

B.
kedaulatan Negara
D.
kedaulatan pemerintahan

34.   
Contoh peran serta masyarakat dalam pemerintahan adalah ........

A.
membantu petugas sensus penduduk untuk mendata penduduk

B.
melaksanakan siskamling

C.
membentuk karang taruna

D.
memelihara satwa langka yang dilindungi negara

35.   
Makna kesanggupan diri berperan serta dalam pembangunan adalah ........

A.
kesediaan dalam mengisi pembangunan

B.
kesediaan membantu pemerintahan dalam mensukseskan pembangunan nasional

C.
kesediaan dan kemampuan berperan serta dalam pembangunan

D.
kesediaan dan kepercayaan pada diri sendiri terhadap pembangunan nasional

36.   
Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan ........

A.
yang merata di seluruh tanah air serta dapat dirasakan oleh rakyat

B.
dari, oleh dan untuk rakyat yang meliputi semua aspek kehidupan

C.
manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya

D.
berencana dan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat

37.   
Di bawah ini yang bukan termasuk Trilogi pembangunan adalah ........

A.
delapan jalur pemerataan pembangunan nasional 
C.
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

B.
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
D.
stabilitas nasional yang cukup tinggi

38.   
Salah satu syarat dipilih dalam pemilu adalah ........

A.
Warga negara asli bukan keturunan

B.
Pendidikan minimal S 1

C.
WNI yang telah berusia 21 tahun dan bertaqwa pada Tuhan YME

D.
bertempat tinggal di Indonesia

39.   
Sistem pemilu yang dilaksanakan pada pemilu 2004 adalah ........

A.
proporsional perwakilan berimbang 
C.
daftar calon tertutup

B.
distrik
D.
demokrasi

40.   
Berperan serta dalam pemilu dapat diwujudkan dengan cara ........

A.
menggunakan hak pilihnya dengan baik 
C.
mengakui hasil pemilu

B.
menghormati hak-hak pemilih dengan baik
D.
mengamati pelaksanaan pemilu

41.   
Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan UUD adalah ........

A.
memberikan kebebasan bersaing kepada masyarakat

B.
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

C.
pemusatan kekuatan ekonomi pada rakyat banyak

D.
usaha bersama dikuasai negara sepenuhnya

42.   
Tata kehidupan perekonomian Indonesia menurut pasal 33 ayat 1 harus berdasarkan atas asas ........

A.
ekonomi pasar bebas 
C.
kapitalisme

B.
kekeluargaan
D.
Etatisme

43.   
Contoh perbuatan yang menggambarkan prinsip keadilan adalah ........

A.
memberikan sesuatu sama besar sesuai jenis kelaminnya

B.
seorang ayah memberikan uang jajan anaknya sama rata

C.
memberikan upah sama besarnya pada setiap karyawan

D.
memberikan upah sesuai dengan pekerjaannya

44.   
Sukses tidaknya pembangunan nasional tergantung pada ........

A.
segenap masyarakat Indonesia
C.
masyarakat

B.
Negara
D.
pemerintah

45.   
Bentuk usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah ........

A.
PT 
C.
Koperasi

B.
Perum
D.
CV

Latihan XIII
1.   
Melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya termasuk pengertian ........

A.
iman 
C.
ibadah

B.
taqwa
D.
Islam

2.   
Sikap warga negara yang bangga bertanah air Indonesia adalah ........

A.
bangga menggunakan barang-barang produksi luar negeri

B.
bangga menggunakan barang-barang produksi dalam negeri

C.
menganggap produksi luar negeri lebih bagus daripada dalam negeri

D.
menganjurkan untuk menggunakan produksi dalam negeri

3.   
Contoh perilaku sebagai seorang pelajar adalah ........

A.
bekerja keras tanpa mengenal waktu

B.
belajar dengan baik ketika akan menghadapi ulangan

C.
belajar dengan teratur, mengerjakan PR, datang ke sekolah tepat waktu

D.
belajar berkelompok karena akan menghadapi ujian nasional

4.   
Sikap tenggang rasa dalam kehidupan beragama antara lain ........

A.
menghormati orang lain yang sedang melaksanakan ibadah

B.
beribadah bersama dengan penganut agama lain

C.
menyuruh orang lain untuk melaksanakan ibadah

D.
umat non-muslim ikut berpuasa di bulan Ramadhan

5.   
Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1) 
Beban berat menjadi ringan

(2) 
Menghormati hak dan kewajiban orang lain

(3) 
Mempererat rasa kekeluargaan 

(4) 
Pekerjaan akan cepat selesai

(5) 
Masalah dapat diselesaikan 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan makna gotong royong adalah ........

A.
1 - 2 - 3 
C.
1 - 3 - 4

B.
2 - 3 – 5
D.
2 - 4 - 5

6.   
Si Badu malu bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain karena tindakan itu ........

A.
akan merugikan dirinya

B.
akan merugikan orang lain

C.
tidak menghargai harkat, martabat, dan derajat manusia

D.
akan merugikan lingkungannya

7.   
Senjata yang ampuh dalam mengusir penjajah dan berhasil dalam memproklamasikan kemerdekaan adalah ........

A.
semangat yang tinggi dari bangsa, Indonesia 
C.
tinggi rasa persatuan dan kesatuan

B.
senjata bambu runcing yang ditakuti penjajah
D.
banyaknya jumlah para pejuang bangsa

8.   
Perilaku yang mewujudkan rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari adalah ........

A.
senang membantu orang lain 
C.
membantu pekerjaan orang tua
B.
menengok orang yang sakit
D.
merelakan sebagian tanahnya untuk pelebaran jalan

9.   
Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menjamin setiap penduduk untuk ........

A.
memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing

B.
mengeluarkan pendapat dan berorganisasi

C.
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak

D.
memperoleh pendidikan dan pengajaran

10.   
Melangkahi orang tua yang sedang duduk merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ........

A.
ajaran agama yang dianut 
C.
norma hukum

B.
norma kesopanan
D.
norma kesusilaan

11.   
Berikut ini merupakan ciri-ciri dari kesederhanaan, kecuali ........

A.
hidup cermat 
C.
hidup kikir

B.
hidup hemat
D.
tidak bergaya hidup mewah

12.   
Sikap yang perlu dikembangkan untuk menunjukkan kerja sama antarumat beragama adalah ........

A.
tidak mengganggu umat beragama lain yang sedang beribadah

B.
mau bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam beribadah

C.
bersedia mengembangkan ajaran agama lain

D.
membangun tempat beribadah bersama-sama

13.   
Pernyataan di bawah ini merupakan pernyataan akan kesetiaan pada bangsa dan negara, kecuali ........

A.
cinta dan rela membela tanah air dan bangsa

B.
patuh dan taat dalam melaksanakan peraturan yang berlaku

C.
bekerja keras untuk kemakmuran diri sendiri dan keluarganya

D.
memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas bangsa dan negara

14.   
Seseorang yang mampu menjaga nama baik dengan selalu menaati peraturan yang berlaku berarti telah melaksanakan ketaatan dalam bidang ........

A.
hukum 
C.
keagamaan

B.
sosial
D.
kemasyarakatan

15.   
Hak dasar atau hak pokok yang dimiliki sejak lahir dan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengertian dari ........

A.
hak kebebasan manusia 
C.
hak dan kewajiban manusia

B.
hak azasi manusia
D.
kewajiban manusia

16.   
Salah satu contoh pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari adalah ........

A.
membela sesuatu sesuai dengan keinginan

B.
tidak memakai perhiasan yang berlebihan

C.
mengikuti gaya hidup mewah orang lain

D.
memberikan sesuatu pada orang lain dengan senang hati

17.   
Setiap warga negara dituntut ikut berpartisipasi dalam usaha pembangunan. Seorang siswa dikatakan ikut berpartisipasi dalam pembangunan seandainya ........

A.
ikut bekerja bakti membersihkan jalan

B.
selalu mengikuti upacara bendera

C.
datang ke sekolah tepat waktu

D.
belajar dengan baik dan teratur serta mematuhi tata tertib

18.   
Pernyataan di bawah ini yang merupakan contoh perilaku rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari, kecuali ........

A.
menyisihkan waktu untuk membantu orang tua

B.
selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi

C.
selalu membela teman yang sedang berkelahi

D.
selalu membayar pajak tepat pada waktunya

19.   
Sikap siswa yang menampilkan perilaku disiplin dalam lingkungan sekolah adalah ........

A.
selalu mengikuti darmawisata yang diadakan sekolah

B.
datang ke sekolah tepat waktu dan mematuhi tata tertib sekolah

C.
selalu menghargai teman sekolah

D.
menjaga nama baik sekolah

20.   
Contoh perbuatan yang menunjukkan pengendalian diri dalam bidang ekonomi adalah .......

A.
membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan 
C.
senang mentraktir teman di sekolah

B.
menggunakan uang jajan semuanya
D.
senang berbelanja di supermarket

21.   
Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1) 
Ketika membawa kendaraan, selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

(2) 
Membeli barang sesuai dengan kemampuan.

(3) 
Memberi bantuan sesuai dengan kemampuan.

(4) 
Datang ke sekolah selalu tepat waktu.

(5) 
Bergotong royong membuat saluran air.

(6) 
Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan di atas yang sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku adalah ........

A.
1 - 3 - 6 
C.
1 - 3 - 5

B.
2 - 4 – 5
D.
1 - 4 - 6

22.   
Penegak hukum yang bertugas mengajukan tuntutan hukum adalah ........

A.
hakim 
C.
kepolisian

B.
jaksa
D.
polisi

23.   
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia mengenai usaha pembelaan negara terdapat dalam ........

A.
pasal 29 UUD 1945 
C.
pasal 31 UUD 1945

B.
pasal 30 UUD 1945
D.
pasal 32 UUD 1945

24.   
Hak dan kewajiban, warga negara Indonesia diatur dalam pasal ........

A.
27 sampai dengan pasal 34 
C.
31 sampai dengan pasal 24

B.
26 sampai dengan pasal 30
D.
18 sampai dengan pasal 34

25.   
Contoh perilaku warga masyarakat yang memperhatikan keterlaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam bermasyarakat di antaranya, kecuali ........

A.
taat membayar pajak 
C.
main hakim sendiri

B.
turut menjaga keamanan lingkungan
D.
menghargai orang lain

26.   
Patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam masyarakat berarti kita ........

A.
mematuhi hukum yang berlaku 
C.
menghargai setiap undang-undang

B.
memahami tata tertib masyarakat
D.
membuat hukum masing-masing

27.   
Contoh perbuatan yang mematuhi peraturan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat adalah ........

A.
menyisihkan uang untuk ditabung 
C.
menolong orang yang sedang kesusahan

B.
memakai helm saat berkendaraan
D.
selalu berhemat

28.   
Contoh perilaku siswa yang mematuhi peraturan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah adalah ........

A.
tidak mengenakan atribut sekolah

B.
selalu menggunakan uang SPP untuk keperluan sendiri

C.
menyontek ketika ulangan

D.
selalu mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan

29.   
Salah satu contoh sikap rukun antarumat beragama adalah ........

A.
beribadah bersama-sama

B.
memecahkan masalah agama

C.
menghormati umat beragama lain yang sedang beribadah

D.
bersama-sama mendirikan organisasi keagamaan

30.   
Cara meningkatkan kerukunan hidup antarwarga negara yang berbeda-beda adalah ........

A.
meningkatkan keimanan masing-masing pemeluk agama

B.
menumbuhkan rasa percaya diri antarpemeluk agama

C.
mengendalikan diri dan menumbuhkan sikap saling menghormati antarumat beragama

D.
mengikuti upacara ibadah agama

31.   
Kedaulatan dalam suatu negara berarti bahwa negara tersebut bebas ........

A.
membantu negara lain yang menghendakinya

B.
mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain

C.
membentuk pemerintahan sendiri

D.
mengakui kemerdekaan bangsa dan negara lain

32.   
Ciri dari teori kedaulatan rakyat adalah ........

A.
hukum merupakan sesuatu yang tertinggi 
C.
kepala pemerintahan adalah seorang raja

B.
adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan
D. 
pemimpin pemerintahan dianggap dewa


33.   
Kedaulatan yang dianut negara kesatuan Republik Indonesia adalah kedaulatan ........

A.
rakyat 
C.
Tuhan

B.
Negara
D.
pemerintahan

34.   
Contoh bentuk dari peran serta masyarakat dalam pemerintahan adalah ........

A.
melaksanakan Siskamling

B.
membentuk karang taruna

C.
memelihara satwa langka yang dilindungi negara

D.
membantu petugas sensus penduduk untuk mendata jumlah penduduk

35.   
Kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu disebut ........

A.
kesanggupan diri 
C.
kemauan diri

B.
kesadaran diri
D.
kehendak diri

36.   
Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan ........

A.
bangsa yang adil dan makmur

B.
rakyat yang berkeadilan sosial

C.
manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya

D.
masyarakat yang gemah ripah dan berkeadilan

37.   
Bukan merupakan unsur Trilogi Pembangunan Nasional adalah ........

A.
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di seluruh Indonesia

B.
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

C.
kemajuan antar kota dan desa secara merata

D.
stabilitas nasional yang sehat dan merata

38.   
Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1) 
Warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. 

(2) 
Terdaftar dalam Panitia Pemilihan. 

(3) 
Pendidikan terendah-rendahnya SLTA atau sederajat. 

(4) 
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(5) 
Cakap berbicara, membaca, dan menulis bahasa Indonesia. 

(6)
Serendah-rendahnya berusia 21 tahun atau lebih.

Dari pernyataan di atas, yang termasuk syarat untuk dapat dipilih dalam Pemilu adalah ........

A.
1, 2, 3, 4, dan 5 
C.
2, 3, 4, 5, dan 6

B.
1, 3, 4, 5, dan 6
D.
1, 2, 3, dan 6

39.   
Sistem pemilihan yang digunakan di Indonesia adalah ........

A.
proporsional dengan daftar calon terbuka 
C.
sistem multipartai

B.
proporsional dengan daftar calon tertutup
D.
sistem distrik

40.   
Peran serta siswa dalam Pemilu antara lain diwujudkan dengan cara ........

A.
mengikuti rapat di desa

B.
ikut kampanye partai

C.
beramai-ramai datang ke tempat Pemilu dan TPS

D.
menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu berlangsung

41.   
Sistem perekonomian di Indonesia yang berdasarkan azas kekeluargaan merupakan penjabaran dari UUD 1945 ....

A.
pasal 31 
C.
pasal 33

B.
pasa1 32
D.
pasal 34

42.   
Makna yang terkandung dari pasal 33 UUD 1945 antara lain ........

A.
penguasaan atas sumber kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

B.
produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara

C.
pihak swasta baik dalam maupun luar negeri diberikan kebebasan dalam berusaha

D.
badan usaha yang sesuai dengan pasar ini adalah ekonomi pasar bebas

43.   
Bukan merupakan ciri-ciri positif perekonomian Indonesia adalah ........

A.
berlandaskan asas kekeluargaan

B.
hak milik perseorangan tidak diakui

C.
potensi setiap orang dikembangkan sebatas tidak merugikan kepentingan umum

D.
setiap orang memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan

44.   
Di bawah ini contoh perbuatan yang termasuk dalam makna keadilan distributif adalah ........

A.
ayah membagikan uang saku pada anak-anaknya dengan jumlah yang sama

B.
seorang pengusaha membayar gaji karyawannya dengan jumlah yang sama

C.
cara memberikan penilaian yang sama pada siswa yang mengikuti ulangan

D.
setiap karyawan digaji berdasarkan pekerjaannya

45.   
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Nasional menuju terwujudnya keadilan sosial sangat ditentukan oleh ........

A.
sarana dan prasarana yang ada 
C.
besarnya dana yang tersedia
B.
kemajuan teknologi modern
D.
partisipasi seluruh warga negara beserta pemerintah

Latihan XIV
1.   
Kebijakan terpusat adalah pengertian dari ........

A.
Federasi 
C.
Dekonsentrasi

B.
Desentralisasi
D.
Sentralisasi

2.   
Yang termasuk ketentuan Otonomi daerah adalah ........

A.
Pemegang kekuasaan pemerintah daerah 
C.
Kekuasaan milik negara bagian

B.
Kekuasaan tetap milik pemerintah pusat
D.
Kekuasaan milik pemerintah daerah

3.   
Undang-Undang yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 adalah ........

A.
Undang-Undang Dasar 1945 
C.
Undang-Undang Dasar Sementara

B.
Undang-Undang Dasar RIS
D.
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

4.   
I. TAP MPR, II. Perpu, III. Undang-Undang, IV. Peraturan Pemerintah, V. Undang-Undang Dasar, VI. Perda, VII. Keppres. Urutan tata perundang-undangan yang benar adalah ........

A.
V, III, II, I, VI, IV, dan VII 
C.
V, III, I, II, IV, VI, dan VII

B.
V, I, III, II, IV, VII, dan VI
D.
V, IV, VI, VII, I, II, dan III

5.   
Peraturan yang dibuat oleh presiden bersama-sama dengan DPR adalah ........

A.
Undang-Undang Dasar 
C.
Inpres

B.
Perpu
D.
Undang-Undang

6.   
Hak asasi manusia pada dasarnya mempunyai kemerdekaan atau kebebasan sejak manusia lahir sebagai ........

A.
Milik bersama seluruh bangsa di dunia 
C.
Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa

B.
Keseimbangan hidup di alam semesta
D.
Kebebasan manusia secara mutlak

7.   
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat yang diatur oleh  UUD 1945 pasal 28 adalah kebebasan yang ........

A.
Sebebas-bebasnya untuk mendirikan partai politik 
C.
Terikat dan dibatasi dengan peraturan atau UU
B.
Tidak mutlak karena dibatasi dengan kewajiban
D.
Sangat mutlak bagi setiap warga negara

8.   
Pada pelaksanaan demokrasi Pancasila, perbedaan pendapat justru menuju persatuan dan kesatuan bangsa, karena .......
A.
Mempunyai kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya

B.
Menerima semua pendapat yang berbeda untuk menjadi satu

C.
Anggota mayoritas mempunyai pendapat yang sangat dominan

D.
Musyawarah mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan

9.   
Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dapat menggunakan dua cara, yaitu secara lisan atau tertulis. Contoh secara lisan adalah ........

A.
Menyampaikan saran pada saat musyawarah 
C.
Kepentingan rakyat pada umumnya

B.
Mengemukakan pendapat pada saat diskusi
D.
Kehendak yang akan dilaksanakan

10.   
Adanya sikap kepedulian terhadap hak dan kewajiban akan tercipta ........

A.
Suasana yang terlihat orang cenderung bekerja sendiri-sendiri

B.
Suasana saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing

C.
Perilaku yang tampak saling acuh tak acuh terhadap hak orang lain

D.
Hukum yang berlaku hanya untuk orang-orang yang melanggar HAM

11.   
Segala warga negara tanpa terkecuali memperoleh perlindungan hukum, karena ........

A.
Kedudukan sama di depan hukum 
C.
Hukum berada di atas segalanya

B.
Hukum melindungi warga Negara
D.
Negara kita adalah negara hukum

12.   
Hak kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan oleh bangsa lain. Ini merupakan pengaturan hak asasi manusia yang tercantum dalam ........

A.
Pembukaan UUD 1945 alinea I 
C.
Pembukaan UUD 1945 alinea III

B.
Pembukaan UUD 1945 alinea II
D.
Pembukaan UUD 1945 alinea IV

13.   
Pemegang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah ........

A.
Rakyat Indonesia 
C.
Anggota-anggota DPR

B.
Penduduk Indonesia
D.
Anggota-anggota DPD

14.   
Istilah kedaulatan rakyat terdiri dari dua kata kedaulatan dan rakyat. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab daulah, daulat, yang berarti ........

A.
Kekuasaan 
C.
Kejayaan

B.
Kerakyatan
D.
Kesaktian

15.   
Sekumpulan konsep bersistem yang dijadikan dasar, membentuk arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup suatu bangsa disebut ........

A.
Nasionalisme 
C.
Idealisme

B.
Patriotisme
D.
Ideologi

16.   
Sebagai dasar negara, istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno pada tanggal ........

A.
1 Juni 1944 
C.
1 Juni 1945

B.
29 Mei 1945
D.
1 Mei 1945

17.   
Ciri-ciri ajaran ideologi komunis, di antaranya adalah ........

A.
Atheis 
C.
Demokrasi

B.
Oposisi
D.
Nasionalis

18.   
Pancasila yang benar dan otentik terdapat dalam ........

A.
GBHN 
C.
Pembukaan UUD 1945

B.
UU
D.
Konstitusi RIS

19.   
Syarat konstitusi berdirinya suatu negara adalah, kecuali ........

A.
harus ada rakyat 
C.
Pemerintah yang berdaulat

B.
Wilayah tertentu
D.
Berupa pengakuan dari negara lain

20.   
Segala upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara merupakan pengertian dari upaya pembelaan negara secara ........

A.
Fisik 
C.
Fisik dan Nonfisik

B.
Nonfisik
D.
Metafisik

21.   
Unsur-unsur berdirinya negara secara konstitusi adalah ........

A.
Rakyat, penduduk, dan wilayah

B.
Rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat

C.
Rakyat, pemerintahan, dan pengakuan secara de facto

D.
Rakyat, warga negara, dan pemerintah yang berdaulat

22.   
Fungsi perlawanan rakyat yang dilakukan dalam keadaan darurat perang dan merupakan unsur bantuan tempur bagi pasukan reguler TNI dan terlibat langsung di medan perang adalah ........

A.
Ratih 
C.
Satpam

B.
Kamtib
D.
Tibum

23.   
Contoh perbuatan yang mencerminkan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari adalah ........

A.
Menghijaukan tanah-tanah gundul 
C.
Bekerja dengan rasa tanggung jawab

B.
Selalu meningkatkan prestasi pribadi
D.
Berprofesi sebagai tugas keamanan

24.   
Ikut serta dalam pembelaan bagi warga negara yang diatur dalam undang-undang merupakan ........

A.
Hak dan kewajiban negara 
C.
Hak dan Kewajiban warga negara

B.
Hak dan Kewajiban setiap orang dalam negara
D. 
Hak dan Kewajiban pemerintah


25.   
Mahkamah Militer/Tentara Agung, berkedudukan di ibu kota ........

A.
Negara 
C.
Kabupaten

B.
Propinsi
D.
Kota

26.   
Keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara yang.menyangkut kepentingan umum disebut ........

A.
Hukum privat 
C.
Hukum publik

B.
Hukum positif
D.
Hukum pidana

27.   
Berikut ini adalah prinsip-prinsip peradilan, kecuali ........

A.
Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

B.
Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan

C.
Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman diperbolehkan

D.
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang

28.   
Lembaga peradilan di seluruh wilayah NKRI adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan ........

A.
Undang-undang 
C.
Undang-Undang Dasar

B.
Peraturan pemerintah
D.
Keputusan presiden

29.   
Berikut ini adalah lembaga-lembaga peradilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ........

A.
Peradilan Umum 
C.
Pengadilan HAM ad hoc

B.
Peradilan Militer
D.
Peradilan Tata Usaha Negara

30.   
Koko Robert, seorang warga negara Papua Nugini kawin di Fiji dengan Elizabet Icih (WNI). Hukum yang mengatur peristiwa tersebut adalah ........

A.
Hukum perdata yang berlaku di Fiji 
C.
Hukum perdata yang berlaku di NKRI

B.
Hukum perdata yang berlaku di Papua Nugini
D.
Hukum perdata Internasional

31.   
Fungsi hukum pada dasarnya adalah ........

A.
Melindungi kepentingan manusia 
C.
Menumbuhkan kesadaran hukum

B.
Menciptakan keamanan
D.
Menciptakan keadilan dan kemanfaatan

32.   
Yang menjadi landasan konstitusional perlindungan hukum di Indonesia adalah ........

A.
Pancasila 
C.
TAP-TAP MPR

B.
UUD 1945
D.
Undang-Undang

33.   
Ahli hukum yang dipilih atau ditunjuk untuk membela terdakwa dalam sidang pengadilan adalah ........

A.
Pengacara 
C.
Pokrol

B.
Penasihat hokum
D.
Saksi

34.   
Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, disebut ........

A.
Saksi 
C.
Terdakwa

B.
Tersangka / tertuduh
D.
Polisi

35.   
Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana disebut ........

A.
Tersangka 
C.
Terpidana

B.
Terdakwa
D.
Tergugat

36.   
Berdasarkan amandemen ke-4 UUD 1945, yang tidak dapat dilakukan adalah terhadap ........

A.
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 
C.
Lagu Kebangsaan

B.
Lembaga Negara
D.
Bahasa Negara

37.   
Naskah resmi UUD 1945 telah dimuat dan disiarkan pada tanggal 15 Februari 1946 dalam ........

A.
Peraturan Pemerintah 
C.
Keputusan Presiden

B.
Berita Republik Indonesia
D.
Lembaran Negara Republik Indonesia

38.   
Undang-Undang dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis, berarti UUD 1945 mengikat kepada .....

A.
Warga negara, rakyat, dan lembaga negara

B.
Warga negara, pemerintah dan rakyat, lembaga sosial

C.
Warga negara, lembaga negara, pemerintah, dan masyarakat

D.
Warga negara, pemerintah, lembaga negara, dan lembaga masyarakat

39.   
Sesudah adanya amandemen terhadap UUD 1945, maka sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan, yakni terdiri atas pasal ........

A.
Pembukaan dan Pasal-pasal

B.
Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan

C.
XVI bab, 37 pasal, aturan peralihan dan aturan tambahan

D.
Pembukaan, batang tubuh, aturan peralihan, dan aturan tambahan

40.   
Penggolongan hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum sebagai berikut ini, kecuali ........

A.
Hukum keluarga 
C.
Hukum administrasi negara

B.
Hukum harta kekayaan
D.
Hukum perseorangan

Latihan XV
1.
Salah satu ciri manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu ... 

A. 
mengetahui akan hak dan kewajiban 
C. 
berbudi pekerti yang luhur

B. 
berusaha berbuat baik kepada orang lain 
D. 
selalu melakukan kegiatan sosial

2.
Contoh penerapan sikap tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari adalah ... 

A. 
mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama yang berbeda 

B. 
bantu membantu dalam semua segi kehidupan tanpa memandang asal usul 

C. 
bekerja sama dalam mendirikan tempat ibadah tanpa memandang perbedaan agama 

D. 
tukar meaukar pengetahuan agama kepada pemeluk agama lain 

3. 
Pada saat pemeluk agama lain sedang merayakan hari besar agamanya, sikap kita sebaiknya ... 

A. 
berusaha untuk memeriahkan perayaannya 
C. 
memberi kesempatan untuk merayakannya

B. 
mengikuti dengan baik perayaan agamanya 
D. 
membantu segala keperluan perayaan 

4.
Makna memperingati hari besar agama yaitu ... 

A. 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
C. 
mengingat kembali peristiwa masa lalu

B. 
dapat menjauhkan diri dari segala larangan
D. 
menambah pengalaman dan wawasan

5.
Di bawah ini merupakan tindakan kerja sama antarumat beragama, yaitu ... 

A. 
membantu umat agama lain yang tertimpa bencana 
C. 
mencari dana pembangunan tempat ibadah
B. 
membantu pelaksanaan ibadah suatu agama 
D. 
ikut membantu menyebarkan ajaran agama lain 

6.
Salah satu cara memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditempuh melalui ... 

A. 
kerja sama intern umat beragama 
C. 
dialog antar agama yang berbeda

B. 
hubungan baik antara pemuka agama 
D. 
kerja sama antarumat beragama 

7.
Makna yang terkandung dari adanya kerja sama antar-umat beragama adalah ... 

A. menumbuhkan rasa saling menghargai 
C. menghindari rasa kecurigaan antarumat beragama
B. tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat 
D. memberikan ketenangan menjalankan ibadah 

8.
Manfaat dari ketaatan dan kepatuhan menjalankan perintah agama dalam kehidupan sehari-hari.adalah ... 

A. 
akan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari 

B. 
terciptanya keadaan masyarakat yang aman, tentram dan damai 

C. 
menjadi manusia yang selalu berpartisipasi dalam pembangunan 

D. 
menjadikan manusia dihormati oleh masyarakat di sekitarnya 

9.
Contoh perbuatan yang tidak mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah ... 

A. 
melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya 

B. 
menjadi orang tua asuh yang baik 

C. 
berlaku sopan dan tertib terhadap norma yang berlaku 

D. 
menanamkan benih kebencian kepada orang lain 

10.
Salah satu contoh perbuatan yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di sekolah ialah .......

A. 
ikut serta menjadi pengurus OSIS 
C. 
menaati tata tertib sekolah

B. 
mengikuti semua kegiatan OSIS 
D. 
mematuhi. semua perintah guru 

11.
Contoh perilaku mensyukuri anugerah yang dilimpahkan Tuhan kepada kita adalah ... 

A. 
mengagungkan dan memuji kebesaran Tuhan 

B. 
melestarikan dan mendayagunakan sumber daya alam 

C. 
bersikap dan bertindak dengan baik 

D. 
mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan 

12.

Wujud nyata perilaku masyarakat yang hidup rukun anta rumat beragama ... 

A.
terdapat rasa senasib sepenanggungan antarumat beragama

B. 
terciptanya kerukunan antarumat beragama 

C. 
terbinanya sikap saling menghormati antarumat beragama 

D. 
terpeliharanya sarana komunikasi antarumat beragama 

13.
Salah satu aspek yang mendorong kerukunan antar-. umat beragama di Indonesia adalah ... 

A. 
kekeluargaan dan gotong royong 
C. 
sosial dan filosofis

B. 
historis dan kultural 
D. 
ekonomis dan yuridis 

14.
Manfaat kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari adalah ... 

A. 
dapat mengembangkan sikap sambung rasa 
C. 
menumbuhkan hubungan antara pemimpin
B. 
berani menyatakan kesalahan orang lain 
D. 
dapat mencegah tindakan sewenang-wenang 

15.
Sikap yang menunjukkan kesadaran seseorang akan pentingnya menghormati dan menghargai orang lain, misalnya ... 

A. 
memberikan segala miliknya bila diminta 

B. 
selalu menegur setiap orang yang bertemu dengannya 

C. 
mendengarkan setiap orang yang berbicara dengannya 

D. 
selalu tersenyum bila bertemu orang lain di jalan 

16.
Kita harus memperlakukan orang lain sesuai dengan kenyataan hidup.karena ... 

A. 
membedakan kedudukan bertentangan dengan peraturan 

B. 
manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain 

C. 
masing-masing diberi akal, pikiran untuk berbuat 

D. 
memiliki persamaan harkat, derajat, dan martabat 

17.
Anda akan membangun rumah di atas tanah milik Anda yang selama ini menjadi jalan umum. Bagaimanakah tindakan Anda yang terbaik ? 

A. 
Membatalkan rencana membangun rumah 

B. 
Menjual sebagian tanah kepada warga RT untuk jalan 

C. 
Merelakan sebagian tanahnya untuk jalan umum 

D. 
Melanjutkan pembangunan rumah di atas tanah milik anda. 

18.
Tindakan yang tepat terhadap seorang yang melanggar hukum demi terwujudnya kesadaran hukum adalah ...........

A. 
diberi penyuluhan hukum 

B. 
dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan 

C. 
diberi hukuman oleh penangkapnya 

D. 
diproses dalam peradilan yang sesuai dengan Undang-Undang 

19.
Tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum adalah ...

A. 
mewakili pihak yang dirugikan dalam suatu perkara 

B. 
memutuskan perkara sesuai dengan yang berlaku 

C. 
mengusut dan menyelidiki pelanggaran dan kejahatan 

D. 
menolong warga masyarakat yang menjadi korban kecelakaan 

20.
Contoh seseorang yang memiliki harga diri dalam kehidupan sehari-hari adalah ... 

A. 
polisi memberi tilang pengendara yang melanggar lalu lintas 

B. 
menyelesaikan persoalan pelanggaran hukum di luar lembaga peradilan 

C. 
seorang dinyatakan bersalah tetapi tidak diproses secara hukum 

D. 
penjambret tertangkap oleh masyarakat kemudian dipukuli di pos keamanan 

21.
Mempelajari agama mempunyai arti penting untuk ... 

A. 
 mendorong seseorang berbuat kebajikan 
C. 
meningkatkan kualitas keimanan

B. 
 memahami perintah dan larangan agama
D. 
menambah wawasan keagamaan

22.
Kewajiban warga negara di bidang hukum menurut UUD 1945 pasal 27 ayat 1 adalah ... 

A. 
menggerakkan masyarakat untuk beribadah 
C. 
kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan
B. 
mendukung suksesnya wajib belajar sembilan tahun 
D. 
kewajiban membuat peraturan yang adil 

23.
Salah satu syarat untuk dapat dipilih dalam pemilihan umum di Indonesia ialah ... 

A. 
umur 21 tahun 
C. 
sudah kawin

B. 
umur 17 tahun 
D. 
pengurus OPP tertentu 

24.
Koperasi merupakan soko guru dari perekonomian rakyat, karena berasaskan kekeluargaan sesuai dengan UUD 1945 yaitu pada ... 

A. 
pasal 23 ayat 5 
C. 
pasal 33 ayat 2

B. 
pasal 33 ayat 1 
D. 
pasal 33 ayat 3 

25.
Salah satu usaha menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat yang majemuk adalah ... 

A. 
membiasakan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan 

B. 
menggabungkan berbagai kebudayaan daerah yang ada di Indonesia 

C. 
meniadakan segala jenis perbedaan yang ada di dalam masyarakat 

D. 
menggalang kekuatan dana untuk membantu masyarakat yang miskin 

26.
Seorang siswa anak orang kaya, dalam pergaulannya sehari-hari siswa tersebut tidak pernah membeda-bedakan orang lain, baik dalam hal agama, suku ataupun kepercayaan. Terhadap sikap siswa tersebut seharusnya ... 

A. 
dipuji dan disanjung 
C. 
dicontoh dan ditiru

B. 
dikagumi dan disanjung 
D. 
dipupuk dan dipelihara 

27.
Salah satu contoh pembauran dalam masyarakat untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa adalah ... 

A. 
mempererat rasa persatuan umat beragama 
C. 
meningkatkan pergaulan dengan satu suku bangsa
B. 
saling tukar menukar cendera mata 
D. 
bergaul tanpa membedakan asal usulnya 

28.
Perbuatan setia terhadap bangsa dan negara dapat di wujudkan dalam bentuk ... 

A. 
menaati dan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

B. 
menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sesuai keinginan 

C. 
mengamalkan Pancasila bila sudah mengikuti penataran P4 

D. 
menaati dan patuh terhadap ajaran agama yang dianut 

29.
Salah satu tujuan dikembangkannya budaya daerah menjadi budaya nasional adalah ... 

A. 
melestarikan dan memanfaatkan kebudayaan bangsa 

B. 
melestarikan kebudayaan agar tidak kehilangan jati diri bangsa 

C. 
melestarikan kebudayaan agar terlihat jati diri 

D. 
mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa 

30.
Makna kedaulatan bagi suatu negara adalah ... 

A. 
menyelenggarakan segala yang dikehendaki pemerintah 

B. 
adanya kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri 

C. 
terciptanya kebebasan untuk melakukan berbagai kepentingan 

D. 
terselenggaranya berbagai program tanpa bantuan pihak lain 

31.
Salah satu sistem Pemerintahan negara Indonesia menurut UUD 1945adalah …….

A. 
pemerintahan berdasarkan kekuasaan yang tidak terbatas 

B. 
negara berdasarkan sistem konstitusi 

C. 
negara Indonesia berdasarkan alas kekuasaan 

D. 
presiden bertanggung jawab kepada DPR 

32.
Kedaulatan. yang dianut negara Republik Indonesia seperti tercermin dalam 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah … 

A. 
kedaulatan pemerintah 
C. 
kedaulatan negara

B. 
kedaulatan Tuhan 
D. 
kedaulatan rakyat 

33.
Salah satu peran serta siswa yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara menurut UUD 1945 adalah .... 

A. 
mempelajari cara hidup bermasyarakat 
C. 
menjaga ketertiban dan keamanan

B. 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya 
D. 
mengetahui semua peraturan yang ada 

34.
Contoh perilaku rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan adalah ... 

A. 
memelihara dap menjaga tumbulvtumbuhan 
C. 
memberikan penerangan listrik untuk jalan umum
B. 
menanamkan cara hidup yang sehat 
D. 
menciptakan lingkungan yang bersih 

35.
Pada masa Orde Baru keputusan yang diambil kebanyakan melalui ... 

A. 
usul, saran dan pendapat yang dikemukakan
C. 
kehendak para peserta musyawarah

B. 
akal sehat dan hati nurani yang luhur 
D. 
musyawarah untuk mencapai mufakat

36.
 Perhatikan pernyataan pada table berikut ini!

	I
	1. hadir tepat waktu 

2. menerima hasil keputusan dengan ikhlas 

	II
	1. mengikuti pertemuan dengan cermat 

2. memberi saran/pendapat demi kepen-tingan bersama 

	III
	1. bersedia memikul segala resiko hasil keputusan 

2. melaksanakan hasil keputusan dengan itikad baik 

	IV
	1. turut serta aktif membahas dan menetap-kan keputusan 

2. menghormati pendapat dalam musyawarah 


Dari pernyataan tersebut di atas, yang menggambarkan sikap perilaku seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab dan keputusan musyawarah. adalah ... 

A. 
IV 
C. 
II

B. 
III 
D. 
I 

37.
 Contoh nyata perbuatan disiplin dalam kehidup sehari-hari yaitu ... 

A. 
Pak Amin selalu mengajak anaknya rekreasi 
C. 
Ahmad melaksanakan sholat tepat waktu

B. 
Pak Adi pergi ke kantor memakai sepeda motor 
D. 
Susi pergi ke sekolah setiap hari

38.
 Disiplin yang tinggi sangat penting dalam menciptakan Ketahanan Nasional bangsa dan negara, sebab ... 

A. 
menciptakan bangsa yang kuat dan dinamis 

B. 
mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera 

C. 
memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional 

D. 
membantu tercapainya cita-cita hukum nasional 

39.
Kekuasaan membentuk undang-undang merupakan tugas DPR bersama … 

A. 
Presiden 
C. 
DPA

B. 
MPR 
D. 
BPK 

40.
Di bawah ini adalah fraksi-fraksi yang ada dalam MPR hasil Pemilu 1997, kecuali ... 

A. 
Fraksi utusan golongan 
C. 
Fraksi Utusan Daerah

B. 
Fraksi ABRI 
D. 
Fraksi Karya Pembangunan 

41.
 Organisasi sosial yang menyalurkan aspirasi generasi muda adalah ... 

A. 
KNPI 
C. 
LKMD

B. 
HKSN 
D. 
KNIP 

42.
Pentingnya Pemilu bagi kehidupan bangsa Indonesia adalah ... 

A. 
warga negara menyalurkan aspirasi demi kemajuan bangsa 

B. 
memberi kesempatan warga negara menentukan wakil rakyat sesuai pilihan 

C. 
melaksanakan kedaulatan rakyat dan memper-tahankan tegaknya negara RI 

D. 
memperkokoh persatuan dan kesatuan sehingga pembangunan berjalan lancar 

43.
Sikap dan perilaku warga negara untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah ... 

A. 
menjaga keamanan dan ketertiban 
C. 
menggunakan hak pilih

B. 
mendatangi Tempat Pemungutan Suara
D. 
mendaftar menjadi pemilih

44.
 Dalam pemilihan umum rakyat memberikan suaranya sesuai menurut hati nuraninya tanpa perantara. Asas itu disebut 
A. 
umum 
C. 
bebas

B. 
rahasia 
D. 
langsung 

45.
 Ciri-ciri orang yang suka bekerja keras adalah ... 

A. 
menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu 
C. 
mampu menanggulangi segala rintangan
B. 
berusaha mencari nafkah siang dan malam 
D. 
mengeluarkan tenaga dan kemampuannya 

46.
Salah satu contoh kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari adalah ... 

A. 
pengeluaran uang untuk kegiatan bersama 
C. 
menikmati hidup berkekurangan 

B. 
berbelanja sesuai dengan keinginan 
D. 
hidup yang wajar dan tidak berlebihan

47.
 Jalan di desa Suka Maju sudah lama rusak berat. Penduduk desa tiap hari sibuk bekerja di sawah dan ladang atau berdagang untuk mencari nafkah. Sebagai akibatnya, jalan yang rusak dan terlantar itu mengganggu dan menghambat lalu lintas di desa itu. 

Bagaimanakah sikap Anda terhadap ilustrasi di atas agar keadaan itu tidak menghambat perekonomian dan 1alu lintas? 

A. 
Melaporkan keadaan itu kepada kepala desa agar pemerintah segera menanganinya 

B. 
Menutupi lubang-lubang di jalan itu dengan tanah atau batu kemudian meminta upah dari para pemakai jalan 

C. 
Memperbaiki jalan itu bersama-sama penduduk agar pekerjaan menjadi mudah dan ringan 

D. 
Menghimbau masyarakat agar segera memperbaiki jalan itu secara gotong royong. 

48.
 Sesuai peraturan yang berlaku setiap warga yang, memiliki sebidang tanah, diberikan kesempatan untuk mengurus surat kepemilikan tanah. Seorang warga tidak sabar mengikuti prosedur yang ada, ia menghubungi petugas untuk mempercepat. Sikap orang tersebut tidak mencerminkan ...

A. 
nilai-nilai keadilan dalam-kehidupan 
C. 
nilai-nilai kemanusiaan

B. 
tugas dan tanggung jawab sebagai warga Negara
D. 
Gerakan Disiplin Nasional

49.
 Salah satu contoh hemat dalam kehidupan sehari-hari adalah ... 

A. 
berpola hidup yang bersifat konsumtif 
C. 
memenuhi semua kebutuhan hidupnya

B.
menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung 
D. 
membatasi diri dari lingkungan 

50.
 Nilai-nilai hidup sederhana, tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersifat boros terkandung dalam Pancasila sila ... 

A. 
Kemanusiaan yang adil dan beradab 

B. 
Persatuan Indonesia 

C. 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 

D. 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

51.
 Bila kita mengikuti musyawarah kita harus mampu melakukan pengendalian diri, contohnya ... 

A. 
mengikuti musyawarah dengan baik, tanpa mengajukan pendapat/saran 

B. 
menghormati pendapat orang lain, walaupun berbeda 

C. 
mengakui seluruh pendapat orang lain yang diajukan dalam musyawarah 

D. 
menerima pendapat orang lain tanpa memperhatikan pendapat sendiri 

52.
Sumber dana utama bagi pembangunan nasional di Indonesia yang berasal dari rakyat adalah ... 

A. 
devisa negara 
C. 
ekspor impor 

B. 
pajak 
D. 
jasa-jasa 

53.
 Usaha yang dilakukan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan pasal 34 UUD 1945 adalah ... 

A. 
menyumbangkan kepada korban bencana alam 
C. 
membantu teman yang tertimpa musibah

B. 
membantu anggota keluarga yang sedang susah 
D. 
menyantuni fakir miskin dan anak telantar 

54.
 Pasal 33 UUD 1945 mengandung makna bahwa perekonomian didasarkan pada demokrasi ekonomi adalah ... 

A. 
sumber-sumber kekayaan berasal dari rakyat 

B. 
perekonomian dilaksanakan secara teratur 

C. 
laju perkembangan ekonomi perlu dikembangkan 

D. 
perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan 

55.
 Wujud nyata bertindak adil dalam bidang kehidupan ekonomi adalah ... 

A. 
memberikan kebebasan kepada para pekerja untuk menentukan besarnya upah 

B. 
menyerahkan hak istimewa kepada para pekerja berdasarkan hasil yang dicapai 

C. 
memberikan upah kepada para pekerja tanpa membedakan jasa yang dihasilkan 

D. 
memberikan upah kepada para pekerja berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai. 

56.
 Contoh perilaku yang mencerminkan keadilan dalam kehidupan keluarga yaitu ... 

A. 
seluruh anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya tanpa ada kewajiban apapun bagi mereka. 

B. 
orang tua memberi uang sekolah dan jajan bagi anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan 

C. 
kakak berhak menggantikan peran orang tua terhadap adik-adiknya dalam berbagai bidang kehidupan 

D. 
adik berkewajiban melakukan tindakan hukum untuk setiap kepentingan kakaknya bila kakaknya tidak ada 

57.
Tujuan pembangunan di bidang ekonomi adalah ... 

A. 
menyempurnakan kebutuhan hidupnya 
C. 
meningkatkan stabilitas nasional

B. 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
D. 
bertambahnya devisa negara

58.
 Peran serta siswa dalam mengembangkan kehidupan koperasi di sekolah dapat dalam bentuk ...

A. 
membeli barang keperluan belajardi koperasi 

B. 
memenuhi kebutuhan seluruh warga sekolah 

C. 
menjadi pengurus dan melayani pembeli setiap hari 

D. 
memberikan pelayanan simpan pinjam seluruh warga sekolah 

59.
 Salah satu contoh hasil kerja sama antara dua lembaga yang memegang kekuasqan legislatif dan kekuasaan eksekutif adalah ... 

A. 
melaksanakan gerakan disiplin nasional 
C. 
menyusun dan menetapkan Undang-Undang
B. 
melaksanakan pembangunan di setiap daerah 
D. 
mengadakan kerja sama dengan bangsa lain 

60.
 Sistem perekonomian yang harus dihindari dalam demokrasi ekonomi di Indonesia ialah ...

A. 
perekonomian yang berasas kekeluargaan 
C. 
kebebasan memilih pekerjaan
B. 
yang mengakui hak milik orang lain 
D. 
sistem ekonomi yang seluruhnya dikuasai negara. 

Latihan XVI
1.
Norma yang mengatur masalah ketaatan dan kepatuhan bangsa Indonesia dalam beribadah, adalah ... 

A. 
Pancasila 
C. 
Pembukaan UUD'45

B. 
Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD '45 
D. 
GBHN 

2.
Contoh perilaku berbuat kebajjkan dalam kehidupan di lingkungan sekitar adalah ...

A. 
menyantuni fakir miskin dan anak telantar 
C. 
melaksanakan kegiatan karang taruna

B. 
selalu mawas diri dan mengoreksi diri 
D. 
meminta maaf bila berbuat salah

3.
Cara mensyukuri nikmat karunia Tuhan berupa kemerdekaan RI adalah …

A. 
merayakan peringatah kemerdekaan secara semarak 

B. 
mengisi kemerdekaan dengan berbagai aktivitas setiap hari 

C. 
menekuni berbagai aktivitas yang dapat dilakukan seusiamu 

D. 
mengisi kemerdekaan dalam bentuk kegiatan yang diridhoi-Nya 

4.
Salah satu wujud sikap mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa adalah ...

A. 
memperjuangkan hak dan kewajiban dengan baik 

B. 
membangkitkan rasa saling mencintai sesama manusia, 

C. 
memberikan bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan 

D. 
menumbuhkan sikap sopan dan ramah kepada setiap orang 

5.
Hikmah utama yang terkandung dalam peringatan hari besar keagamaan bagi umatnya adalah ...

A. 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
C. 
mempererat tali persaudaraan

B. 
memperkuat persatuan dan kesatuan 
D. 
mempertebal rasa percaya diri

6.
Akibat yang dapat ditimbulkan dari perpecahan antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat adalah ...

A. 
terbentuknya kelompok yang fanatik terhadap ajaran agamanya 

B. 
terjadinya disintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa 

C. 
timbulnya motivasi untuk membina dan mengernbangkan keimanan. 

D. 
tergeraknya hati setiap pemeluk agama untuk membela agamanya 

7.
Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah ...

A. 
perbedaan akan mendorong adanya persatuan 
C. 
di dalam perbedaan terdapat persatuan
B. 
dengan perbedaan akan terhindar dari perpecahan 
D. 
berbeda-beda tetapi satu bangsa 

8.
Contoh perbuatan tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat adalah ...

A. 
menghargai kebebasan untuk melaksanakan ibadah 

B. 
melaksanakan kegiatan keagamaan meskipun berbeda keyakinan 

C. 
menghindari jalan tertentu yang digunakan untuk upacara agama 

D. 
ikut mendirikan sarana peribadahan milik penganut agama lain 

9.
Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah ...

A. 
menaati perintahNya dan meninggalkan laranganNya 
C. 
menganjurkan orang lain untuk rajin ibadah
B. 
sering menegakkan kebenaran dan keadilan
D. 
pasrah kepada kehendak dan takdir Tuhan 

10.
Jaminan warga negara dalam melaksanakan ibadah dan memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya tercantum dalam UUD 1945 pada ...

A. 
pembukaan 
C. 
pasal 29 ayat 1

B. 
batang tubuh 
D. 
pasal 29 ayat 2 

11.
Contoh perilaku yang tidak menghormati orang lain dalam melaksanakan ibadah adalah ...

A. 
membiarkan orang lain tidak beribadah 

B. 
membiarkan orang lain meiaksanakan ibadah 

C. 
menciptakan suasana yang mengganggu ketenangan ibadah 

D. 
membiarkan tata cara orang lain berbeda dengan tata cara ibadah kita 

12.
Contoh kerjasama antarumat beragama dalam bidang sosial kemasyarakatan adalah ...

A. 
memperingati hari besar keagamaan bersama 
C. 
menginformasikan kegiatan keagamaan

B. 
menggunakan tempat peribadahan bersama
D. 
bersama-sama mengentaskan kemiskinan

13.
Pentingnya kerjasama antarumat beragama di Indonesia untuk ...

A. 
meningkatkan kualitas keimanan seseorang 
C. 
menjalin silaturahmi antarumat beragama

B. 
memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuati 
D. 
menciptakan satu kesatuan ajaran agama

14.
Salah satu contoh sikap mencintai kebersihan di lingkungan masyarakat adalah ...

A. 
ikut kerja bakti membersihkan parit yang tersumbat 

B. 
melaksanakan tugas kebersihan di kelas dengan baik 

C. 
membiasakan mandi serta memakai pakaian yang bersih 

D. 
mendiamkan orang lain membuang sampah sembarangan 

15.
Salah satu contoh hak asasi manusia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama adalah ...

A. 
hak hidup 
C. 
hak keadilan

B. 
hak kebahagiaan 
D. 
hak kebebasan 

16.
Pasal 28 dalam UUD1945 mengatur ... 

A. 
kebebasan mengeluarkan pendapat 
C. 
hak memperoleh pendidikan

B. 
kebebasan memeiuk agama 
D. 
kewajiban membayar pajak 

17.
Salah satu contoh sikap menghormati orang lain dalam masyarakat adalah tidak ...
A. 
semena-mena terhadap sesama 
C. 
menyombongkan diri di masyarakat

B. 
membeda-bedakan suku seseorang 
D. 
memperdulikan tindakan orang lain 

18.
Contoh perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri adalah ...

A. 
olah raga secara teratur 
C. 
istirahatkerja sepuas-puasnya

B. 
merayakan pesta besar-besaran 
D. 
selalu makan yang bergizi 

19.
Kesadaran bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari bagi kita setiap insan sosial sangat penting sebab ...

A. 
setiap orang selalu dibutuhkan orang lain 

B. 
setiap orang saling membutuhkan orang lain 

C. 
dalam kehidupan ada yang kuat dan ada yang lemah 

D. 
masyarakat berkembang karena ada kesadaran jjwa yang kuat. 

20.
Perilaku warga yang belum melaksanakan kesadaran hukum adalah ...

A. 
mengkritik pejabat negara melalui media massa 
C. 
seizin yang berwajib melakukan aksi unjuk rasa
B. 
memanfaatkan lahan kosong untuk posyandu 
D. 
menyelesaikan berbagai permasalahan dengan uang. 

21.
Hak dan. kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam UUD 1945 pada ...

A. 
pasal 27 ayat 1 
C. 
pasal 30 ayat 1

B. 
pasal 29 ayat 1 
D. 
pasal 33 ayat 1 

22.
 Salah satu contoh perilaku kepedulian terhadap lingkungan adalah ...

A. 
selalu memperhatikan tetangganya 
C. 
berpartisipasi dalam kegiatan ibadahnya

B. 
turut menjaga keamanan di kampungnya 
D. 
turut memperbaiki pagar rumahnya 

23.
 Kita harus mengutamakan kewajiban daripada hak karena ...

A. 
jika haknya didahulukan, orang akan malas melakukan kewajiban 

B. 
membiasakan seseorang menderita dahulu, baru mengharapkan hasil 

C. 
dapat mewujudkan ketertiban dan keserasian dalam masyarakat 

D. 
seseorang akan merasa puas menerima haknya setelah bekerja 

24.
 Makna kepedulian terhadap hak dan kewajiban selaku warga negara adalah seseorang warga negara harus ...

A. 
memperhatikan dan melaksanakan hak dan kewajibannya 

B. 
memperhatikan dan menghayati hak dan kewajibannya 

C. 
menghayati dan mendalami hak dan kewajibannya 

D. 
mempelajari dan menghayati hak dan kewajibannya 

25.
Sikap siswa yang mencefminkan persatuan dan kesatuah dalam, lingkungan sekolah adalah ... 

A. 
selalu mengerjakan tugas bersama-sama 
C. 
menghindarkan diri dari permusuhan

B. 
memilih teman yang baik akhlaknya 
D. 
memusuhi teman yang suka tawuran

26.
Menjalin persatuan dan kesatuan bangsa di dalam kehidupan bermasyarakat berguna untuk menghindari ...

A. 
perpecahan dalam masyarakat 
C. 
kebhinneka tunggal ikaan bangsa

B. 
pendapat masyarakat yang berbeda 
D. 
perbedaan-perbedaan suku dan agama 

27.
Manakah contoh perilaku cinta tanah air?

A. 
Petinju profesional berjuang untuk menjadi juara. 

B. 
Pemain bulu tangkis berjuang mempertahankan Thomas Cup 

C. 
Penonton sepak bola fanatik mendukung tim kesayangannya. 

D. 
Petenis mengikuti kejuaraan internasional. 

28.
Wujud tanggung jawab sosial dari setiap warga dalam masyarakat adalah ... 

A. 
kerja keras 
C. 
rajin belajar

B. 
mengejar cita-cita 
D. 
saling membantu 

29.
Salah satu ciri umum yang ada pada budaya daerah adalah ...

A. 
kegotongroyongan 
C. 
kebiasaan berbahasa

B. 
bentuk kesenian 
D. 
sistem politik 

30.
 Manfaat diadakan pembinaan dan pelestarian budaya daerah dan nasional agar ...

A. 
tidak: tercemar dengan masuknya budaya asing 
C. 
tetap ada dan lebih baik dari budaya asing
B. 
tidak kehilangan jati diri dan kepribadian bangsa 
D. 
tetap asli walaupun zaman terus berkembang 

31.
Pengertian kedaulatan adalah ...

A. 
hak setiap negara untuk memerintah 
C. 
kewajiban negara untuk berkuasa

B. 
kekuasaan berada di tangan rakyat 
D. 
kekuasaan tertinggi suatu negara 

32.
Prinsip dasar bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dituangkan dalam ...

A. 
pembukaan UUD 1945 alinea ketiga 
C. 
batang tubuh UUD 1945

B. 
pembukaan UUD 1945 alinea keempat
D. 
penjelasan UUD 1945 

33.
Membina kehidupan yang demokratis berguna untuk mengikutsertakan ...

A. 
semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bersama 

B. 
partai politik dalam menentukan arah kebijakan pemermtah 

C. 
para pengambil kebijakan dalam menentukan putusan 

D. 
elite politik dalam menentukan program kerja partainya 

34.
Contoh sikap rela berkorban yang dapat dilakukan siswa di sekolah adalah ...

A. 
memberikan hadiah untuk teman yang berulang tahun 

B. 
selalu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan orang lain 

C. 
mengikuti acara kerja.bakti membersihkan sekolah 

D. 
memberikan hadiah kepada wall kelas pada kenaikan kelas 

35.
Salah satu alasan yang dapat mendorong warga negara untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara dalam era pembangunan adalah ...

A. 
mengetahui hak dan kewajiban asasi sebagai warga negara 

B. 
keteguhan hati menjadikan Indonesia sebagai tumpah darahnya 

C. 
mengetahui dan memahami kebenaran peraturan yang berlaku 

D. 
ketahanan diri yang tangguh dan semangat untuk hidup lebih baik 

36.
 Ikhlas berkorban demi kepentingan bangsa dapat dibina dengan berbagai cara, antara lain mendorong siswa ...

A. 
menjadi pengunjung perpustakaan yang baik 
C. 
belajar dengan sebaik-baiknya di sekolah
B. 
menyukseskan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh 
D. 
hormat kepada guru dan orang tua
37.
Prasyarat utama bagi terciptanya ketahanan nasional adalah ...

A. 
kemajuan 
C. 
ketaatan

B. 
kedisiplinan 
D. 
kemakmuran 

38.
Kedisiplinan nasional dapat diwujudkan terutama dengan ..,.

A. 
mendukung program-program pembangunan 
C. 
meningkatkan wibawa dan harga diri

B. 
mengawasi pelaksanaan pembangunan Nasional 
D. 
mengoreksi jalannya pemerintahan negara 

39.
 Salah satu contoh perilaku disiplin dalam lingkungan sekolah adalah ...

A. 
selalu mengerjakan tugas-tugas dari sekolah 
C. 
selalu memperhatikan petunjuk guru

B. 
memahami peraturan dan tata tertib sekolah 
D. 
datang dan pulang tepat pada waktunya 

40.
Menurut UUD 1945 MPR bertugas ... 

A. 
mencabut mandat dan memberhentikan Presiden 
C. 
mengubah Undang-Undang Dasar
B. 
memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden 
D. 
menetapkan peraturan tata tertib majelis 

41.
Dasar hukum pelaksanaan Pemilu pada tanggal 7 Juni 1999 adalah ...

A. 
UU No. 1 tahun 1999 
C. 
UU No. 3 tahun 1999

B. 
UU No.2 tahun 1999 
D. 
UU No. 4 tahun 1999 

42.
Tujuan Pemilu di Indonesia adalah ...

A. 
memilih wakil rakyat untuk DPR dan DPRD 
C. 
memilih seluruh anggota DPR

B. 
menentukan presiden dan wakil Presiden
D. 
menentukan anggota DPR dan MPR

43.
Pemilu di Indonesia merupakan sarana ...

A. 
pemberantasan korupsi dan nepotisme 
C. 
penentuan wakil rakyat di MPR

B. 
pelaksanaan pendidikan politik rakyat 
D. 
pemilihan presiden yang baru

44.
Asas umum dalam pemilihan umum mengandung arti ...

A. 
dalam memberikan suara tidak dapat diwakilkan 
C. 
WNI yang telah memenuhi syarat berhak ikut Pemilu
B. 
pemilih memberikan suaranya tanpa ada paksaan 
D. 
hasil pilihan tidak diketahui oleh orang lain 

45.
Bekerja keras sangatlah bermanfaat bagi kehidupan seseorang, karena dengan bekerja keras kita dapat ...

A. 
menjadi orang kaya 
C. 
memiliki semua kebutuhan hidup

B. 
memenuhi setiap keinginan 
D. 
meningkatkan kesejahteraan hidup 

46.
Pengertian hidup sederhana adalah hidup ...

A. 
pas-pasan tanpa ada kekurangan 
C. 
miskin dan serba kekurangan

B. 
wajar sesuai dengan kemampuan
D. 
seadanya tanpa ada usaha

47.
Contoh perilaku bergotong royong dalam kegiatan di masyarakat adalah bekerja ...

A. 
sebagai hansip yang dibayar untuk menjaga toko orang lain 

B. 
pada proyek padat karya dan diberi upah 

C. 
bersama-sama melakukan kegiatan siskamling 

D. 
memperbaiki atap rumah yang gentengnya bocor 

48.
Contoh perilaku yang mencerminkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah ...

A. 
gemar menabung di sekolah 
C. 
ke sekolah tidak berhias

B. 
hemat menggunakan air dan listrik 
D. 
wajar dalam bertindak

49.
Kita hendaknya menyadari bahwa walaupun kita kaya, sebenarnya harta kekayaan dan segala hak milik kita berfungsi sosial artinya ...

A. 
sebagai orang yang mampu kita harus banyak membantu 

B. 
dalam harta kekayaan kita itu ada hak orang lain 

C. 
orang kuat ekonominya tidak boleh memeras orang miskin 

D. 
orang yang mampu dan tidak mampu hendaknya saling membantu 

50.
Contoh perilaku pengendalian dalam mengembangkan sikap tenggang rasa adalah ...

A. 
melaksanakan ibadah bersama dengan pemeluk agama lain 

B. 
menolong orang lain agar mendapat pujian 

C. 
memberikan perlakuan yang adil terhadap sesama. 

D. 
memberi perhatian terhadap lingkungan 

51.
Contoh perilaku pengendalian diri dalam mengembangkan sikap tidak memaksakan kehendak dalam kehidupan sehari-hari adalah …

A. 
menghargai pendapat orang yang lain dengan kita 
C. 
menghormati keputusan yang telah ditetapkan
B. 
menganggap pendapatnya paling benar 
D. 
mengutamakan kebersamaan dalam kelompoknya 

52.
 Dampak positif sikap pengendalian diri dalam masyarakat adalah ...

A. 
tercipta keadaan yang aman dan tentram 
C. 
berkurangnya keserasian dalam masyarakat
B. 
berkurangnya ketegangan dalam masyarakat 
D. 
masyarakat cepat menjadi maju dan berkembang 

53.
 Wujud keadilan sosial sesuai GBHN tampak dalam pernyataan ...

A. 
Pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan pada kemampuan seluruh rakyat Indonesia. 

B. 
Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dan menyeluruh meliputi segala aspek kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. 

C. 
Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan harus dapat meningkatkan kemajuan bangsa. 

D. 
Keberhasilan pembangunan nasional terletak pada partisipasi rakyat dan para pemimpin. 

54.
 Kepedulian siswa SLTP terhadap sesama teman yang nasibnya kurang beruntung, dapat dilakukan dengan cara ... 

A. 
mengumpulkan uang secara rutin 
C. 
mengangkat menjadi teman asuh

B. 
membantu biaya sekolahnya 
D. 
mencarikan bea siswa untuknya 

55.
Salah satu akibat jika rakyat tidak ikut serta dalam pembangunan adalah ... 

A. 
pembangunan tidak ada manfaatnya bagi rakyat 
C. 
hasil pembangunan tidak akan bertahan lama
B. 
rakyat sendiri tidak dapat menikmati pembangunan 
D. 
pembangunan tidak akan berjalan lancar 

56.
 Contoh peran serta siswa dalam pembangunan adalah ... 

A. 
ikut membangun sarana pendidikan 
C. 
mempergunakan telepon umum

B. 
menabung sebagian dari uang jajannya
D. 
mengerjakan tugas-tugas di rumah

57.
Salah satu contoh peran serta siswa SLTP dalam mengisi kemerdekaan adalah ...

A. 
menggalakkan gerakan tabungan masyarakat 
C. 
aktif menjadi pengurus karang-taruna

B. 
aktif dalam kegiatan pengamanan kampong
D. 
menjadi anggota koperasi sekolah 

58.
Sistem ekonomi yang bertentangan dengan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila adalah ...

A. 
sistem ekonomi yang seluruhnya dikuasai oleh negara 

B. 
cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara 

C. 
sistem perekonomian yang berdasarkan asas kekeluaigaan

D. 
kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat 

59.
 Yang dimaksud dengan cabang produksi penting "dikuasai oleh negara" dalam pasal 33 ayat 2 UUD 1945 adalah wewenang negara untuk ... 

A. 
mengatur, merencanakan, mengawasi, dan membina 

B. 
merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan, dan menguasai 

C. 
mengatur, melaksanakan, memanfaatkan, dan mengelola 

D. 
mengelola, menguasai, memanfaatkan, dan memiliki 

60.
 Contoh peran serta siswa dalam kegiatan koperasi di sekolah adalah ... 

A. 
menghargai dan menghormati pengurus dan anggota koperasi 

B. 
ikut memelihara inventaris dan barang dagangan koperasi 

C. 
membeli barang-barang keperluan sekolah di koperasi 

D. 
selalu memperhatikan ketentuan yang ada di koperasi 

Latihan XVII
1.
Seseorang yang bertakwa dapat terlihat dari sikapnya yang ... 
A. 
mudah mengucapkan janji pada setiap orang 
C. 
berusaha untuk mencari keridhaan Tuhan

B. 
berusaha menunaikan segala kewajibannya 
D. 
selalu beribadat di setiap kesempatan 

2.
Yang tidak termasuk ciri-ciri orang bertakwa adalah ... 

A. 
meyakini kebenaran ajaran semua agama 
C. 
percaya akan adanya Tuhan

B. 
menjalankan segala perintah-Nya 
D. 
menjauhi segala yang dilarang-Nya 

3.
Manakah contoh sikap seseorang yang bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia dalam pergaulan kehidupan sehari-hari ?

A. 
Hanya menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap kesempatan, berkomunikasi dengan siapapun. 

B. 
Sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial demi kemajuan bangsa dan negara dimanapun ia berada. 

C. 
Selalu menggunakan barang buatan bangsa dan negara sendiri bila dihadapkan kepada beberapa pilihan. 

D. 
Mengutamakan penggunaan barang-barang produksi dalam negeri untuk konsumsi sehari-hari. 

4.
 Sikap bela negara di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dengan cara ... 

A. 
mempelajari peraturan perundangan yang berlaku 

B. 
saling menghormati antar warga masyarakat

C. 
menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan 

D. 
mengetahui hak dan kewajiban warga negara yang baik

5.
Sikap nasionalisme yang dapat ditunjukkan seorang pelajar di sekolah adalah ... 

A. 
mengembangkan antipati kepada teman yang sombong 
C. 
menyanyikan lagu-lagu yang menggugah semangat

B. 
membina pergaulan harmonis dengan siapapun 
D. 
membantu teman dekat dalam mengerjakan tugas 

6.
Contoh upaya untuk menjaga ketertiban sekolah adalah ...

A. 
siswa secara bergiliran harus patroli keamanan sekolah 

B. 
guru secara bergiliran harus melakukan patroli keamanan sekolah 

C. 
semua pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik 

D. 
penjaga sekolah harus selalu membantu keamanan lingkungan 

7.
Akibat bila seseorang tidak suka bekerja keras adalah …

A. 
menimbulkan kemiskinan 
C. 
melemahnya daya saing

B. 
meningkatnya kriminalitas 
D. 
menimbulkan ketergantungan 

8.
Sikap hidup sederhana yang dapat diwujudkan oleh seorang pelajar adalah... 

A. 
rajin menabung kelebihan uang sakunya 
C. 
menolak setiap pemberian orang lain

B. 
tidak suka membawa uang saku berlebihan 
D. 
menggunakan uang saku untuk keperluan sekolah 

9.
Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui hak seseorang untuk berpegang teguh pada ajaran agamanya serta memiliki hak yang sama untuk membina dan mengembangkan ajaran agamanya. 

Dari ilustrasi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa manfaat tenggang rasa adalah ... 

A. 
memberi kebebasan kepada orang lain unluk tidak beragama 

B. 
menjalin kelangsungan kegiatan apapun tanpa terbatasi ajaran agama 

C. 
bangsa Indonesia memberi kesempatan kepada bangsa lain berbeda agama 

D. 
menjamin ketenangan beribadat dan keselamatan bangsa dan negana 

10.
Tatkala umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadhan, para penjaja makanan;| menutupi tempat berdagang agar tidak mengganggu-orang yang sedang berpuasa. 

Ilustrasi tersebut. menggambarkan sikap tenggang rasa dalam kehidupan beragama yang manfaatnya untuk ... 

A. 
menghormati kebebasan beribadah dan memeluk agama 

B. 
mengendalikan diri agar tidak mengganggu umat agama lain 

C. 
menghormati orang yang sedang menjalankan ibadahnya 

D. 
memberikan kesempatan berusaha ketika orang lain menjalankan ibadah 

11.
Salah satu contoh kegiatan gotong-royong dalam kehidupan negara antara DPR dengan presiden adalah ...

A. 
pembuatan undang-undang 
C. 
penyusunan rancangan APBN

B. 
pengangkatan menteri negara 
D. 
penetapan keputusan Presiden 

12.
Upaya yang seharusnya dilakukan agar semangat gotong-royong tidak luntur adalah ... 

A. 
menumbuhkan sikap menghormati orang lain 
C. 
menanamkan sikap percaya pada diri sendiri

B. 
mengembangkan sikap saling bantu membantu 
D. 
mengembangkan sikap inisiatif dan kreatif 

13.
Kejahatan yang terjadi di jalanan menyebabkan sopir angkutan umum mogok kerja, mereka merasa ... 

A. 
hak-haknya diganggu oleh orang lain 

B. 
pemerintah mengabaikan tugas dan kewajibannya 

C. 
aparat keamanan tidak melakukan hak dan kewajibannya 

D. 
kurang dipedulikan para penumpangnya 

14.
Alasan utama kita harus menghormati orang lain, agar dapat ... 

A. 
menjauhkan diri dari perbuatan terlarang 
C. 
memajukan pergaulan dalam masyarakat

B. 
menghindari tindakan yang semena-mena 
D. 
bekerjasama dengan orang lain

15.
Alasan kita harus saling menghormati dengan bangsa lain seperti di bawah mi, kecuali ...

A. 
semua bangsa memiliki serangkaian hak dan kewajiban asasi yang sama 

B. 
negara yang kuat dan maju memiliki derajat yang lebih tinggi 

C. 
bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia 

D. 
tak satu negarapun mampu memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya 

16.
Contoh sikap cinta persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan sehari-hari adalah ...

A. 
menerima semua bentuk perlakuan orang lain 
C. 
tidak mendukung adanya perpecahan

B. 
menolak setiap gagasan dari tetangga 
D. 
membiarkan pertikaian antarwarga 

17.
Salah satu pengaruh positif terhadap kemajemukan bangsa bagi persatuan dan kesatuan bangsa adalah ... 

A. 
terwujudhya kekompakan dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang 

B. 
tersedianya sumber daya alam dan potensi bangsa yang cukup tinggi 

C. 
terbinanya suasana saling mengawasi antarbangsa yang beranekaragam 

D. 
mudah dikenal dan dikunjungi oleh bangsa-bangsa yang berbudaya 

18.
Makna sikap rela berkorban adalah ... 

A. 
menumbuhkan sikap mau bekerja keras 
C. 
meningkatkan kemampuan hidup mandiri

B. 
menumbuhkan sikap pengabdian yang tulus 
D. 
mengembangkan kepribadian yang mantap 

19.
Kebebasan beribadah dan memeluk agama merupakan hak yang paling asasi, karena itu umat beragama berkewajiban .
A. 
saling menghormati satu sama lain 
C. 
melaksanakan segala perintahnya

B. 
memeluk salah satu agama 
D. 
bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

20.
Contoh perilaku yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah ... 

A. 
memakai barang-barang buatan dalam negeri 
C. 
memanfaatkan barang-barang buatan luar negeri
B. 
mengakui kualitas barang-barang buatan dalam negeri 
D. 
menghormati barang-barang buatan dalam negeri 

21.
Alasan seseorang memiliki sikap hidup sederhana, agar dapat ...

A. 
menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya 
C. 
menikmati hidup nyaman sampai tua

B. 
menyesuaikan dengan kemampuan hidupnya 
D. 
menuruti keinginan pribadi sendiri

22.
Jika tidak ada kerjasama antarumat beragama di Indonesia akibat yang terjadi adalah ... 

A. 
meningkatnya kejahatan dan pelanggaran 
C. 
kemiskinan dan pengangguran bertambah

B. 
kesenjangan sosial semakin tajam 
D. 
melemahkan dan mengancam stabilitas nasional 

23.
Contoh perilaku bersahabat dan kekeluargaan antarsuku adalah ... 

A. 
mengadakan program pertukaran kesenian daerah 

B. 
melaksanakan perkawinan mewah pasangan sedaerah 

C. 
memahami latar belakang timbulnya perbedaan-perbedaan 

D. 
menghormati keanekaragaman budaya daerah 

24.
Bentuk kerjasama dalam bidang sosial kemasya-rakatan adalah ... 

A. 
menolong teman dalam belajar 
C. 
membuat pos siskamling 

B. 
membantu pekerjaan orang tua 
D. 
membantu petugas piket menyapu kelas 

25.
Salah satu contoh kesetiaan warga negara Indonesia dalam pembelaan negara adalah membela negara apabila ...

A. 
bangsa dalam keadaan terancam bahaya 
C. 
menyenangi dinas wajib militer (wamil)

B. 
ingin menjadi pahlawan nasional 
D. 
diminta oleh pemerintah yang berdaulat 

26.
Akibat yang timbul apabila seseorang tidak meme-lihara kebersihan lahiriah adalah ... 

A. 
mudah terserang penyakit 
C. 
hidupnya kurang bersemangat

B. 
tidak berumur panjang 
D. 
pertumbuhan badannya kurang normal 

27.
 Jika seseorang tidak mampu menjaga harga diri dalam kehidupan sehari-hari, akibat yang akan muncul adalah ... 

A. 
mengurangi percaya diri 
C. 
perasaan rendah diri

B. 
merendahkan martabat 
D. 
persaingan yang tidak sehat 

28.
 Sikap rela berkorban dalam pelaksanaan pembangunan karena bermanfaat untuk ... 

A. 
menekan semua hambatan pembangunan agar tidak muncul 

B. 
mempercepat pemerataan, pembangunan dan hasil-hasilnya 

C. 
memperlancar pencapaian tujuan pembangunan nasional 

D. 
mendorong pelaksanaan pembangunan agar tidak gagal 

29.
Seorang warga negara yang rela berkorban untuk bangsa dan negara, seharusnya karena didorong oleh ... 

A. 
ketaatan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa 

B. 
kemauan untuk melaksanakan kewajiban terhadap bangsa 

C. 
kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara 

D. 
keinginan memberantas penguasa;yang berlaku tidak adil

30.
Contoh perilaku rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan adalah ... 

A. 
mengusahakan ketertiban masyarakat 
C. 
menjaga keindahan rumah masing-masing

B. 
mengusahakan air bersih untuk warga sekitar
D. 
memelihara kebersihan lingkungan
 

31.
Contoh nyata perbuatan disiplin dalam kehidupan sehari-hari adalah ...

A. 
Pak Karta menyelesaikan tugasnya dengan baik 

B. 
Hakim melaksanakan sidang sesuai waktu yang ditentukan 

C. 
Andi berangkat ke sekolah setiap hari naik sepeda 

D. 
Dokter memberi harga obat sesuai kemampuan 

32.
Akibat jika tidak ada sikap disiplin dalam kehidupan bermasyarakat adalah ...

A. 
kehidupan masyarakat menjadi tidak tertib dan tidak aman 

B. 
keselamatan warga masyarakat terancam karena banyaknya kekacauan 

C. 
tidak terwujud toleransi antarumat beragama di lingkungan masyarakat 

D. 
pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas meningkat tajam 

33.
Jika seorang siswa disiplin dalam menggunakan waktu-nya, cita-citanya dengan mudah akan tercapai sebab ... 

A. 
disiplin menggunakan waktu berarti keteraturan 

B. 
disiplin terhadap waktu perlu dilakukan setiap orang 

C. 
disiplin merupakan syarat penting menuju keberhasilan 

D. 
cita-cita sangat erat kaitannya dengan sikap disiplin 

34.
Dalam kehidupan sehari-hari, harus selalu menjaga harga diri antara lain dengari cara ... 

A. 
mengembangkan sikap percaya diri yang kuat 
C. 
mengembangkan sikap saling mencintai

B. 
mempergunakan hak sebagaimana mestinya 
D. 
membantu orang yang sedang kesusahan 

35.
Salah satu manfaat pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari adalah ... 

A. 
dihormati oleh anggota masyarakat 
C. 
tercipta keamanan dan ketertiban

B. 
terpelihara keserasian hubungan 
D. 
terpenuhi kebutuhan hidup bersama 

36.
Pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari sangat penting artinya bagi seseorang yaitu ... 

A. 
mempererat hubungan pergaulan 
C. 
meningkatkan hubungan kekeluargaan

B. 
nienciptakan keharmonisan hubungan 
D. 
memperluas hubungan antar sesama 

37.
Sifat-sifat norma: 

I. 
1. 
fleksibel 
III. 
1. 
mernaksa

2. 
mengikat 

2. 
luwes 

3. 
tertulis 

3. 
tertulis

II. 
1. 
memaksa 
IV. 
1. 
mengikat

2. 
mengikat 

2. 
sanksinya tegas

3. 
kaku 

3. 
toleran 

Kelompok pernyataan yang menunjukkan perbedaaa antara sifat norma hukum dengan norma agama, kesusilaan dan kesopanan adalah nomor ...

A. 
IV 
C. 
II

B. 
III 
D. 
I 

38.
Tujuan diberlakukannya hukum adalah ... 

A. 
membela orang yang sedang berperkara di pengadilan 

B. 
menciptakan ketertiban dan dipenuhinya hak dan kewajiban nianusia 

C. 
memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada setiap pelanggaran 

D. 
menciptakan kerjasama yang baik antara Kepolisian, Jaksa dan Hakim 

39.
Salah satu akibat yang timbul jika seorang siswa tidak mematuhi peraturan sekolah adalah ...

A. 
timbulnya keresahan guru dan orang tua 
C. 
terganggunya ketertiban masyarakat

B. 
tidak dapat belajar dengan tertib, tenang
D. 
tercipta suasana gaduh dalam kelas 

40
Ketidakadilan dalam masyarakat mengakibatkan ... 

A. 
terjadinya kesalahpahaman antarwarga masyarakat 

B. 
pertentangan dan perselisihan antar masyarakat 

C. 
renggangnya tali persaudaraan dalam hidup bermasyarakat 

D. 
pudarnya nilai-nilai dalam tatanan hidup bermasyarakat 

41.
Peraturan perundangan yang digunakan untuk menetapkan segala macam pajak berpedoman pada UUD 1945 tepatnya pada ... 

A. 
pasal 23 ayat 1 
C. 
pasal 23 ayat 3

B. 
pasal 23 ayat 2 
D. 
pasal 23 ayat 4 

42.
Contoh kerukunan hidup antarumat beragama dalam kehidupan sehari-hari adalah ... 
A. 
mengadakan peringatan hari besar keagamaan 
C. 
mengikuti upacara pemakaman jenazah

B. 
menyelesaikan pembangunan tempat ibadah 
D. 
memperbaiki jalan desa secara gotong royong 

43.
Yang dimaksud dengan kerukunan hidup antar umat beragama adalah terciptanya suasana keharmonisan bagi ... 

A. 
pemahaman terhadap ajaran agama 
C. 
umat beragama yang berbeda-beda

B. 
perbedaan keyakinan terhadap agama 
D. 
penyebaran/pengembangan agama

44.
Pengertian kedaulatan keluar adalah ... 

A. 
negara Indonesia bebas menjalin kerjasama dengan bangsa lain 

B. 
pemerintah Indonesia bebas menjual hasil industrinya ke negara lain 

C. 
pemberdayaan sumber daya alam dilakukan secara bebas oleh negara 

D. 
negara berhak menjual dan.membeli barang yang dibutuhkan oleh rakyat 

45.
Semua keputusan dan ketetapan MPR harus dipatuhi dan dijunjung tinggi sebab MPR ... 

A. 
penjelmaan rakyat pemegang kedaulatan 
C. 
anggotanya dipilih melalui pemilu

B. 
menampung seluruh asprrasi rakyat 
D. 
merupakan lembaga tertinggi negara

46.
Presiden dalam menjalankan tugasnya tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi presiden harus bertanggung jawab kepada ... 

A. 
Dewan Pertimbangan Presiden 
C. 
Badan Pemeriksa Keuangan

B. 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
D. 
Mahkamah Agung 

47.
 Pentingnya Sidang istimewa dilaksanakan oleh MPR adalah ... 

A. 
menjaga kelangsungan dan keutuhan bangsa dan Negara 

B. 
meminta pertanggungjawaban presiden yang melanggar haluan negara 

C. 
menjaga kewibawaan anggota MPR di mata masyarakat 

D. 
mengawasi dan mengontrol tugas Presiden selaku mandataris MPR 

48.
Pentingnya berorganisasi bagi setiap negara adalah ...

A. 
mendidik berkesadaran politik 
C. 
melatih diri dalam hidup bermasyarakat
B. 
mendewasakan diri dalam berpolitik 
D. 
menjadi wahana penyajur aspirasi atau pendapat 

49.
Lembaga tinggi negara yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam organisasi yang diwakilinya adalah 
A. 
MPR 
C. 
DPR

B. 
BPK 
D. 
KPK 

50.
Menteri-menteri negara merupakan pejabat tinggi negara, dalam prakteknya mereka menjalankan kekuasaan pemerintah. Kedudukan menteri negara tersebut sangat tergantung dari ... 

A. 
KPK 
C. 
MPR

B. 
DPR 
D. 
Presiden 

51.
Sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen, MPR merupakan ... 

A. 
lembaga tertinggi negara 
C. 
lembaga perwakilan rakyat

B. 
lembaga tinggi negara 
D. 
lembaga rakyat tertinggi 

52.
Di bawah ini yang tidak termasuk tugas DPR adalah ... 

A. 
mengawasi jalannya pemerintahan 
C. 
bersama presiden mengesahkan RUU menjadi UU

B. 
memeriksa keuangan negara (APBN) 
D. 
membuat undang-undang bersama presiden 

53.
 Pengertian kesanggupan adalah ... 

A. 
memiliki kesadaran dan kemauan yang tinggi untuk mengerjakan sesuatu 

B. 
memiliki kemampuan dan kesediaan diri untuk melakukan sesuatu 

C. 
menyempatkan diri melaksanakan sesuatu demi bangsa dari negara 

D. 
mengutamakan kepentingan umum demi kebahagiaan dan kemakmuran 

54.
Yang bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional adalah ... 

A. 
Presiden dan wakil presiden 
C. 
TNI / POLRI

B. 
Pemerintah dan pegawai negeri sipil
D. 
seluruh rakyat Indonesia

55.
Contoh perwujudan pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah ...

A. 
dibentuknya lembaga demokrasi 
C. 
dilaksanakannya pemilihan umum

B. 
dipilihnya pemimpin negara secara jujur
D. 
dibentuknya partai politik

56.
Syarat pokok ikut dalam pemilihan umum adalah ... 

A. 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
C. 
berusia 17 tahun atau sudah kawin

B. 
warga negara Indonesia 
D. 
setia dan taat kepada peraturan 

57.
Salah satu contoh perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah ...

A. 
pemberian santunan kepada fakir miskin 
C. 
penunjukan petugas posyandu

B. 
pemiliban pengurus kampung/warga 
D. 
penetapan pajak bumi dan bangunan

58.
Sistem perekonomian Indonesia sesuai pasal 33 ayat 1 UUD 1945 berdasarkan asas ...

A. 
sama rata sama rasa 
C. 
kemandirian

B. 
kekeluargaan 
D. 
adil dan merata 

59.
Dalam pengembangan demokrasi ekonomi di Indonesia harus dihindarkan timbulnya ... 

A. 
penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan asing 

B. 
persaingan pertumbuhan ekonomi antardaerah 

C. 
pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tertentu 

D. 
pemusalan kekuafan fekonomi di tangan satu kelompok 

60.
Hasil positif berdirinya BUUD dan KUD seperti di bawah ini, kecuali ...
A. 
kebutuhan masyarakat desa mudah terpenuhi 
C. 
pertumbuhan ekonomi masyarakat desa semakin baik

B. 
masyarakat desa terhindar dari sistem ijon 
D. 
pemusatan ekonomi di tangan satu kelom
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